o

y SN ' 4

RN
-

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DKIPS

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025




&
LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI TENCAH

KATA
PENGANTAR

Pop spalenr kie panjethan ke hodivet Alich SWT koreno sk rehoat dee parkeesniys Dves
Kemandod, Infarmatin, Pesandion don St Provinsd Sdemnil lengeh depet mengduaion
penpainnes Laparan Aowebifios Kivie lecussi Peowriot [LANIP) Taban 2005 whogei bemuk
peranggangioweben gk pebiciassn nugos der lengid peraeghal dosreh, Peeyvanon LA iei
rerugeion st Srdergdedeeg Nomor I8 Teher 1999 hrrong Permyebegmoroon Megero oy
Bersdh don Bebas daw Samapsl, Salusi don Mepotivre, lestiohei Presiden Nomer 7 Tohan 1999
ftorg Leporsn Akaviobbim Keerp bmtos Peveroieh, serie kebsrven pegioron
persadangundongon berait Siskern Alosviobi s Kiserjo kst Pemeriaioh [SAOF). Laparaa ini
g0 dssan deagan mengoos pada Frecee Perdongsan Jonghe Menengoh Duerah (R25MD)
Provied Sabowes Teegeh Taber 2025.3029, Rercomy Swetegs {Ressire) Dine: Nemmsubesd
Inbormetho, Persondies das Shatutk Tehen J005- 2929, sore Perigejien Kinerja Tahan N25,
Tehun M2 marupokon teben ewel pelatieesce BP0 J005-2009 sohubges meso benshl
heihon axsionol deri Sutam Persesintubee Berbesic Elbirend (SMF) mwrnje Porerionh
Digiel [Pemd) Kedijahon i foret mergmagonihi mrcasare esofveni neieel & rere Pyrdinsi
Swlowesi Teageh Sdsk sorrmsak delom by parilaion SPEE ofed Kemnturion PANES. Meskipun
demikion, Dinos Keevaniosi, Indorreetbs, Persordian dee Shafutik itup oo iohoonalon peagesion
Wt kelols digiel ivegres ‘oysess, periaghaton keemonan isheror, s pesgenborgn
nbstic sehion! sebagai heatik hamitmes werbodtp yonbaores digivel doerth

Secars wrwem, capyien kinwrie Tehen 2025 meurjakban Sl pong cskap Sak Indely
Paageisloon lahaemest don Komenios Pudic (HPP) beroda pada hategeri tinggl dan mendabat
1%, indebs Kesrmaaza inforrsenl (UM} msdampous Yasget y3ag diwephon, sementars indeks
Perbengueon Sitth [174) mach meverhioon pesgeetan keedingi dan penlaghonn hapetins
sger kb oprived, Dari Gii peegablase beoangan, reebaeyd sagguees weserfebhan Seghst
wrepee yong lngg don Werlaedel| dergen ofiin yong beik pede bebirepe deseren dr g,
Pragskarne poecopal e kinerio ddakakan berdasarhae indibone kinario 99t don cobiamm yog
Web divtophon, dengon mevbordiagban tergel don ek, o rengondl s eléeiiim don
ehsiami parggean weber feyr ¥ b merspebar weipd bamitwee Dinn Neewsnhesd
Womectbe, Persondee dan Sieburic Prownsi  Sulowesi Teegeh  ashsk  mespaiion
perianggangoveben yorg Yamparss, dsrular, den akuriobel fekam raagen mewyjadion 1o
bk pemeriniahon yuag bersh {theon gavernment) don toie kebae pemerintehen pong beik
[goeé governane).

LARIP T 20025 bl dimsen berdesarkon kaavibed don duta darl sehanih bidang den sebsmeriat
& linglngan Doz Gamueibanl, Infaovcticn, Persandion don Stasurk Provis: Selowedd Tengah
lopoeon ini dherophon depet maberben gareberce yesg barpechies! nangenc (speion
Ve proagier deerah, sekedigns mesjod Sahan mvekarii den perbaikon beckwiesjorn dolan
ronieghafoon baekins polrponan pobld don 1needfeenmsi dighet pameciteher & Porvinsi
Swlowesi Toh,

Kz mespodar botwo leparas i masih meilid hedrbotesen, whinggy mmakor dee s
ksnstrukfl sangat diaagion gumo pespertpermon pelchzonoon Seken Acamcbifin Kirerp
lastamsi Pemerinioh & mate yong ehas doteeg.

Dereddas Lepares Acamiohilias Xrerjo bidamsi Panerivich Tehon 2005 i kol sojban. Semaga
gapat marberkon manfoot sebogol boben evebanl, pereeconcen, don paneghxian bawje dolam
perpdangganane pecriatadan, pembongunon dos pelovenon kepods marpasa di Pavimsl
Salowed Yongoh

Fake 02 Mared 2004 ¢
e A —
Dr. SUANDI, S.Ti, M.Si
KEPALA DKIPS PROV. SULTENC




___DAFTARISI

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERIA INSTANSI PEMERINTAK



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka
mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun
transisi kebijakan nasional dari System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju
Pemerintah Digital (Pemdi), sesuai instruksi dari Kementerian PANRB. Pada masa transisi,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlibat dalam locus penilaian dan pembinaan
SPBE dari Kementerian PANRB. Meski begitu, upaya penguatan tata kelola pemerintahan
digital tetap dilakukan secara internal sebagai upaya menjaga kesinambungan transformasi
digital daerah.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 menunjukkan
kinerja yang cukup baik dengan variasi tingkat capaian pada masing-masing sasaran
strategis, yaitu:

o Sasaran Tata Kelola SPBE/Pemerintah Digital
Implementasi SPBE tetap berjalan melalui penguatan kebijakan internal, integrasi aplikasi,
peningkatan layanan jaringan intra pemerintah, serta konsolidasi menuju konsep
Pemerintah Digital. Walaupun tidak dilakukan evaluasi eksternal nasional, upaya internal
tetap menunjukkan progres dalam aspek tata kelola dan layanan digital.

o Sasaran Provinsi Informatif (Komunikasi Publik)
Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKIP) menunjukkan hasil
mendekati target. Hal ini mencerminkan penguatan pengelolaan opini publik, peningkatan
diseminasi informasi melalui media digital, serta optimalisasi fungsi PPID dan layanan
keterbukaan informasi.

o Sasaran Keamanan Informasi dan Persandian
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan peningkatan signifikan dan melampaui
target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola persandian,
pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi di
lingkungan perangkat daerah.

o Sasaran Statistik Sektoral (Satu Data Indonesia Daerah)
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) belum mencapai target optimal. Hal ini disebabkan
oleh keterbatasan SDM statistik sektoral, belum optimalnya sinergi produsen data, serta
masih rendahnya pemanfaatan data dalam proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah.
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Dari sisi pengelolaan keuangan, tingkat serapan anggaran Tahun 2025 berada
pada kategori tinggi, yang menunjukkan performa yang sangat efektif dan efisien, dengan
rata-rata daya serap di seluruh program mencapai 98,5%. kinerja Dinas Kominfosantik Provinsi
Sulawesi Tengah pada tahun 2025 menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang sangat
tinggi, dengan pengelolaan total pagu anggaran sebesar Rp17.129.504.515 dan realisasi
belanja mencapai Rp16.903.900.227. Melalui persentase capaian serapan anggaran yang
menyentuh angka 98,68%, ini telah membuktikan efektivitas dalam mengeksekusi program-
program strategis—terutama pada penguatan infrastruktur digital dan komunikasi publik—di
mana sisa anggaran yang ada merupakan hasil dari optimasi belanja dan efisiensi kontrak
tanpa mengurangi kualitas output kinerja yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

Belum optimalnya tata kelola dan regulasi internal SPBE/Pemerintah Digital.

Keterbatasan SDM teknis di bidang TIK, persandian, dan statistik sektoral.

Belum seluruh OPD terintegrasi dalam layanan pusat data dan jaringan intra pemerintah.

Rendahnya tingkat pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi

pembangunan.

« Tingkat kesadaran keamanan informasi pada sebagian perangkat daerah yang masih perlu
ditingkatkan.

» Transisi kebijakan nasional SPBE ke Pemerintah Digital yang mempengaruhi mekanisme
evaluasi eksternal.

Kendala tersebut bersifat struktural, sistemik, dan sebagian berkaitan dengan kapasitas

sumber daya serta kesiapan kelembagaan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas

Kominfosantik telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

o Penguatan regulasi dan kebijakan internal menuju tata kelola Pemerintah Digital.

» Konsolidasi dan integrasi aplikasi serta peningkatan layanan jaringan intra pemerintah.

o Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan teknis bidang TIK,
persandian, dan statistik.

o Penguatan peran PPID dan pengelolaan komunikasi publik berbasis digital.

o Peningkatan kematangan keamanan informasi melalui penguatan kebijakan persandian

o Penguatan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Daerah untuk meningkatkan kualitas dan
standar data sektoral.

e Penyusunan inovasi daerah, termasuk dukungan terhadap Program Prioritas Gubernur
melalui inisiatif digitalisasi layanan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi
digital daerah, penguatan komunikasi publik, peningkatan keamanan informasi, serta
pengembangan statistik sektoral.
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1.1 Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilaksanakan melalui proses
penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan
evaluasi kinerja. Penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,Perpres Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu
atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi
Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik
(Good Governance) di Indonesia.

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan capaian kinerja.
Pelaksanaan kinerja ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (Diskonfosantik) provinsi Sulawesi
Tengah identifikasi keberhasilan maupun kegagalan, permasalahan dan solusi yang
tertuang dalam LAKIP menjadi salah satu sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dalam kegiatan yang akan datang, dengan pendekatan ini LAKIP
sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan perbaikan yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan
Statistik (Diskonfosantik) provinsi Sulawesi Tengah melalui perbaikan pelayanan publik.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah sumber daya manusia yang tersedia
relative kurang memadai apa bila dibandingkan dengan besarnya beban tugas.
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Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2026, jumlah sumber daya
manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi
Tengah adalah sebanyak orang yang terbagi dalam 4 bagian terdiri dari :

e Jabatan Struktural : 8 Orang

e Jabatan Fungsional : 13 Orang

o Staf ASN : 83 Orang
e Honorer/PHL : 21 Orang
e Tenaga Ahli : 3 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 125 orang ASN dan Non ASN dan Tenaga Ahli
Sebanyak 3 Orang, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik melakukan
upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menganalisa kondisi pegawai sebagai
OPD teknis yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi, Informasi,
Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselonering

1. | Kepala Dinas 1 1

2. | Sekretariat Dinas - 1 2 40 4 47
Kepala Bidang

1 - 13 9 23

3. | Informasi -
Komunikasi Publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 4



Kepala Bidang
Aplikasi Informatika

Kepala Bidang
Statistik

Kepala Bidang
Persandian

JUMLAH 1 5 2 96 21 125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1 dengan jenjang esselonering I,
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menjalankan fungsi koordinasi
dengan Instansi atau OPD yang terkait. Lima bagian Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik (sekretariat, bidang Informasi Komunikasi Publik, bidang
Aplikasi Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik) bermitra dengan Instansi
atau OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik, yaitu mengkoordinasikan kegiatan
dibidang masing-masing.

Sementara status kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik pegawai ASN berjumlah 104 orang sedangkan pegawai Non PNS (PHL)
berjumlah 21 orang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
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Adapun komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS pada
tahun 2026 dapat digambarkan pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kepala Dinas Komunikasi,
1. | Informatika, Persandian dan 1 1
Statistik
2. | Sekretariat Dinas 2 | 33 - 12 - - 47
Bidang Informasi dan
3| Komunikasi Publik T3 6 i i 23
4. | Bidang Aplikasi Informatika 2 |17 | 2 4 - - 25
5. | Bidang Statistik 1 112 - 3 - - 16
6. | Bidang Persandian 1 | 11 - 1 - - 13
JUMLAH 2|9 (86 | 2 26 - - 125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 dimana kapasitas dan
kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang
ditampilkan pada Tabel 2 tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan
Sarjana (S1). Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam
peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah secara umum.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 86
orang. S-3 berjumlah 2 Orang sedangkan yang menamatkan S-2 berjumlah 9 orang
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sedangkan jumlah staf berpendidikan D/IlIl berjumlah 2 Orang dan , SLTA 26 Orang,
secara persentase jumlah tersebut cukup banyak tentunya ini menjadi modal dasar yang
besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga
atau organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Kepala Dinas Komunikasi, 1 1
Informatika, Persandian dan
Statistik
2. Sekretariat Dinas 25 22 47
3. Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik " 12 23
4. Bidang Aplikasi Informatika
19 6 25
o. Bidang Statistik 6 10 16
6. Bidang Persandian 8 5 13
Jumlah 70 55 125

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 dari jumlah pegawai pada
Sulawesi Tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang dan berjenis kelamin
perempuan sebanyak 55 orang. Adapun Kondisi Kepegawaian berdasarkan
pangkat/golongan pada Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dirincikan pada tabel
dibawah ini :
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Tabel 4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

1. | Kepala Dinas 1 1
2. | Sekretariat Dinas 3 9 1 30 43
Bidang Informasi dan
% | Komunikasi Publik 2 6 1 ° 14
4 Bidang Aplikasi 3 7 1 10 21
Informatika
Bidang Statistik 2 6 1 7 16
Bidang Persandian 1 6 - 2 9
JUMLAH 12 34 4 54 104

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DKIPS Prov.Sulteng, 2026

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4 dari jumlah pegawai pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026
yang berdasarkan pangkat dan golongan mayoritas PNS yaitu 12 orang pada golongan
IV, 34 orang pada golongan lll, 4 orang pada golongan ll, dan Golongan IX (PPPK
Fungsional) berjumlah 54 Orang.

Dukungan Sarana Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, selain didukung dengan
sumber daya manusia dan dukungan dari sarana prasarana yang memadai dalam rangka
meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
berikut tabel data informasi sarana prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. | Gedung:
a. Luas Bangunan 3.370 Meter
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b. Luas Tanah 1.780 Meter

c. Daya Listrik P1/83.400 VA
2. | Peralatan Mesin Kantor :

a. P.C All In One 67 Unit

b. Laptop 42 Unit

c. Tablet PC 5 Unit

d. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1 Unit

e. Mesin Fotocopy Folio 1 Unit

f. Brangkas 3 Unit

g. AC Split 49 Unit

h. AC Standing 1 Unit

i. Multi Display Information (MDI) 2 Unit

j- External Hardisk 9 Unit

k. Printer 31 Unit

. CCTV 2 Paket

m. LCD Monitor (Smart TV) 4 Unit

n. Monitor 3 Unit

0. Scanner 4 Unit

p. Lemari Es 6 Unit

g. Televisi 12 Unit

r. Sound System 5 Unit

s.Handy Talky 10 Unit

t. Alat Pemadam kebakaran 2 Unit

u. Camera 13 Unit

v. Lensa Camera 11 Unit

w. Alat Studio Lainnya (Alat Podcast) 11 Unit
3. | Sarana Mobilitas :

Kendaraan Roda 4 13 Unit

Kendaraan Roda 2 21 Unit
4. | Fiber Optik :

a. Tiang FO 255 Unit

b. Accessoris Tiang 112 Unit

c. Patch Core Sc to Sc 36 Unit

d. OTB 24 Core 4 Unit

e. Slack Holder 10 Unit

f. 12 Core Optical Fiber 5.930 Meter

g. 24 Core Optical Fiber 9.400 Meter

h. 2 Core Optical Drop Cable 3.500 Meter

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

9



i. Join Enclosure up 36 Core 5 Unit
j- Join Enclosure up 96 Core 19 Unit
k. 1:4 Spitter with SC Connektor 13 Unit
I. 1:8 Spitter with SC Connektor 10 Unit
m. Stainless Belt 9 Roll
n. Suspention 170 Pcs
o.Deadend/ ancore 220 Psc
p. Trem / coil slick (Spare kabel udara) 22 Psc
g. Band it Buckle 420 Psc
r. Optic Network Unit 28 Unit
s. Rowset 2 Core Terminal with box 28 Unit
t. SC/PC Pach Core 2 M 56 Psc
u. Pigtail 128 Psc
v. Indor Acees Point 48 Unit
w. Unmanagable Switch 8 Port 38 Unit
x. Router rb 450g 38 Unit
y. Rak 8U 38 Unit
5. | Wireless:
a.Point To Point Wirelles 20 Unit
b. Mounting PTP Outdoor 20 Unit
c. Konektor UTP Outdoor 19 Box
d. Kabel UTP Outdoor 17 Roll
6. | Server:
a. Server 2U 9 Unit
b. Router Rack 6 Unit
c. UPS 16 Unit
d. Modem 8 Unit
e. Peralatan Jaringan lainya Konertor RJ45 (OPD) 156 Unit
f. Switch 16 Port Unmanageable
g. Firewall 1 unit
3 Unit

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun
2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 10



berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah Provinsi.

1. Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan
di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi
informatika, persandian dan statistik;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi
informatika, persandian dan statistik;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik,
aplikasi informatika, persandian dan statistik;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik,
aplikasi informatika, persandian dan statistik; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh:

a. Sekretariat;

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

c. Bidang Aplikasi Informatika;

d. Bidang Persandian;

e. Bidang Statistik.

1. SEKRETARIAT
1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi,
program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai

fungsi:
___________________________________________________________________________________________________________________|
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1.1.

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi
keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan
keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi
keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

d. Pelaksanaan wurusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum,;

e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan
pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi,

analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan

penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pelaporan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan sebagaimana dimaksud

meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Kelompok
jabatan fungsional Perencanaan;

b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
program dengan pihak dan unit kerja terkait;

d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan
rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan

penyajian informasi;
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Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis,
pengolahan dan penyajian informasi;

Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di
lingkungan Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana kerja di lingkungan Kelompok Fungsional Perencanaan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Dinas.

1.2. Sub Bagian Keuangan dan Asset

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan

dan aset.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud meliputi:

a.

g.
h.

melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian
Keuangan dan Aset;

. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset
dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan
aset;

melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan
dan aset;

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran
gaji pegawai;

melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
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1.3.

j-

k.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian,

rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

a.

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum;

. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan

umum;

. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN,
Kartu Suami/lsteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan,
dan hukum;

Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;

. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan

upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di
lingkungan kantor;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang

Kepegawaian dan Umum;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.
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2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan
konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Dan

Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di
Provinsi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan
media, di Provinsi;

C. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, di
Provinsi;
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2.1.

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik,
layanan hubungan media, di Provinsi; dan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan
media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media di
Provinsi.

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Fungsional Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud

meliputi :

a.

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Fungsional Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik;

melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan / bimbingan teknis dan

supervisi Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
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2.2,

- @

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
penyelenggaraan tugas Fungsional Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah di Provinsi

melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;

melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional
dan pemerintah daerah.

melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi
publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaaan Opini dan Aspirasi Publik.

Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di

Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud

meliputi:

a.

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan

supervisi Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
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2.3.

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi di Provinsi;

melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah
daerah;

melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
melaksanakan pembuatan konten lokal;

melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah daerah/media
internal;

melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan
Non pemerintah daerah;

melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan
lembaga komunikasi publik;

melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan

informasi publik, serta layanan hubungan media di Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media sebagaimana

dimaksud meliputi:

a.

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
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c. melaksanakan penyiapan pemberian bahan pembinaan /bimbingan teknis dan
supervisi Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;

d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
fungsi pelayanan informasi publik;

e. melaksanakan layanan hubungan media di Provinsi;
melaksanakan layanan pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-
Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

g. melaksanakan pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan layanan Pengaduan
Masyarakat;

h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan
bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release,
backgrounders) di Provinsi;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

j-  melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media.

3. BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintan Daerah Provinsi, layanan
keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem
TIK Smart Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
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Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aplikasi Informatika

mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data
Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan provinsi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data
Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan keamanan informasi e-Government,
layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi
layanan public dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart
Province, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah
Provinsi dan Masyarakat, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan provinsi
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.
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3.1.

Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

Uraian tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government sebagaimana

dimaksud meliputi:

a.

© 5 3

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;

melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional
Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
fungsi layanan infrastruktur dasar data center;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
disaster recovery center dan TIK;

melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan
Disaster Recovery Center (DRC);

melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-
Government;

melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur
dan Teknologi Informatika;

melaksanakan Government Cloud Computing;

melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

. melaksanakan Layanan filtering konten negatif;

melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;

melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
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3.2.

p. melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi
oleh aparatur pemerintahan,;

g. melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;

r. melaksanakan Pelaksanaan audit TIK;

s. melaksanakan Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

t. melaksanakan pengkoordinasian keamanan informasi sistem elektronik pemerintah
daerah;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

v. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government

Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan manajemen data dan

informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Uraian tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud

meliputi :

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Pengembangan Aplikasi Informatika;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika;

c. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional
Pengembangan Aplikasi Informatika;

d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
Layanan manajemen data dan informasi e-Government;

e. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik

dan suplemen yang terintegrasi;
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3.3.

melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;

melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;

melaksanakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan
kebijakan;

melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;

melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non
pemerintahan;

melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik

yang terintegrasi;

. melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

melaksanakan Layanan interoperabilitas;

melaksanakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan
Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;

melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Reengineering
pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart
City);

melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;

melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;

melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengembangan Aplikasi Informatika.

Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi,
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pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, layanan

nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.

Uraian tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi

sebagaimana dimaksud meliputi:

a.

m.

n.

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Fungsional
Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;
melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Fungsional
Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informas;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait
layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah
Daerah Provinsi;

melaksanakan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan
masyarakat;

melaksanakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;

melaksanakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-
Government Kabupaten/Kota;

melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah;
melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Pemerintah Daerah dan lintas
Pemerintah Pusat serta non pemerintah;

melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;

melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang
TIK;

melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-
Government dan Smart City;

melaksanakan Layanan implementasi e-Government dan Smart City;

melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
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o. melaksanakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi
penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan
kegiatan pemerintahan;

p. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

q. melaksanakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;

r. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain,
Portal dan website;

s. menetapkan dan merubah nama Pejabat Domain

t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain

u. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

w. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses

Informasi.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian, melaksanakan tata kelola persandian dalam
rangka penjaminan keamanan informasi, operasional pengamanan persandian dan
pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah
daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Persandian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
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41.

dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola
persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi, pengelolaan sumber
daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan dan

evaluasi menyelengarakan persandian;

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
d. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Persandian.

Fungsional Tata Kelola Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait dalam rangka penjaminan keamanan informasi di

lingkungan pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud meliputi:

a.

melaksanakan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan
pemerintah daerah;

melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya
persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat
lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik
pemerintah daerah;

pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi,
perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi
sandi;

pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah,;

pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi
berklasifikasi;

penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
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peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan,
pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program
pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,workshop dan/atau
seminar;

pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan
perangkat keras persandian;

pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat

keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan
melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas Fungsional Tata Kelola Persandian.

4.2. Fungsional Operasional Pengamanan Persandian

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

Publik dan Layanan Akses Informasi.

Uraian tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud

meliputi:

a.

melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar
perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi
sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan
provinsi;

melaksanakan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi
sandi;

pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
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4.3.

penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka
operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi
antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka
operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi
antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi
sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di
lingkungan provinsi

perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan
hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi
dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui
kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
pengamanan informasi elektronik;

pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi

dan komunikasi;

. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan

keamanan informasi;

koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Operasional Pengamanan Persandian.

Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK.
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Uraian tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

sebagaimana dimaksud meliputi:

a.

melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya
persandian;

melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah
provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar
kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
pengamanan komunikasi sandi;

pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar
kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional
pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;

melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

29

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



I.  melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik,
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengumpulan data, pengolahan dan Analisa
data serta penyajian data dan informasi statistik sektoral pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Statistik;
penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengumpulan data, pengolahan dan
Analisa data dan penyajian layanan data dan informasi statistik statistik sektoral;

Cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan statistik sektoral dan layanan manajemen
data informasi Pemerintah Daerah;

d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk
pengembangan statistik skala Daerah, statistik sektoral sebagai bahan penyusunan
perencanaan pembangunan Daerah,;

e. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang Statistik.
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5.1.

5.2.

Fungsional Pengumpulan Data Statistik
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengumpulan Data Statistik
sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik sebagaimana dimaksud, meliputi :

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional pengumpulan
data Statistik;

b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengumpulan data statistik sektoral;

c. melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral;
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam
rangka pengumpulan data statistik sektoral;

e. melaksanakan penyiapan infrastruktur jejaring statistik dalam rangka pengumpulan
data statistik sektoral;

f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis pengumpulan data
statistik sectoral;

g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pengumpulan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengumpulan Data Statistik.

Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan perumusan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengolahan dan Analisa Data

Statistik sektoral pemerintah daerah.

Uraian tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik sebagaimana dimaksud

meliputi:

a.

melaksanakan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional
Pengolahan dan Analisis Data Statistik;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan Analisa data statistik
sektoral;

melaksanakan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam
rangka pengolahan dan Analisa data statistik sektoral,

melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam rangka pengembangan sumber
daya statistik sektoral;

melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi data statistik sektoral sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pengolahan dan Analisa data Statistik Sektoral oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Fungsional Pengolahan dan Analisa Data Statistik.

5.3. Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan Pengelolaan Statistik.

Uraian tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik sebagaimana dimaksud

meliputi:

a.

melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Fungsional Penyajian

dan Layanan Data Statistik;
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b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyajian dan layanan data statistik
sektoral;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dalam
rangka penyajian dan layanan data statistik sektoral;

d. melaksanakan penyiapan infrastruktur penyajian dan layanan data statistik sektoral;

e. melaksanakan penyajian dan layanan data statistik sektoral,
melaksanakan diseminasi data statistik sektoral;

g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan penyajian dan layanan data Statistik Sektoral oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh pimpinan; dan

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas Fungsional Penyajian dan Layanan Data Statistik.

6. JABATAN FUNGSIONAL

Untuk meningkatkan penyelenggaraan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, guna pemenuhan kebutuhan organisasi
danpenyelenggaraan kompetensi pegawai negeri sipil perlu pengangkatan jabatan
fungsional dalam rangka penguatan organisasi sebagai bentuk pengembangan karir PNS
melalui jabatan fungsional, guna memenuhi jabatan fungsional ini maka Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan jabatan
fungsional seperti jabatan fungsional Perencanaan, sandimen, pranata komputer, pranata
humas, manggala informatika dan statistik, pemenuhan terhadap jabatan fungsional ini
merupakan salah satu bentuk penataan birokrasi yang bertujuan pada penyederhanaan
birokrasi yang berdampak pada pengaturan kebijakan dari manajemen aparatur sipil negara

yang professional dan berdaya guna.
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STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur
organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah, Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan Peraturan Gubernur nomor
37 Tahun 2022 Sebagaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
DINAS DAERAH TIPE A
{PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022)

@

[ Sexneranis

( MELOMPON JARATAN ; ‘ MU AL l [ D BAGAN )
FUMNIS O KEDCCAWM AN A (LM KEUANC AN A 72T
BIDAND APLIKASI BIDANG BIDANG
INFORMATINA PERSANDIAN STATISTIK

HOLOVRCK JADATAN KELOM PO JADATAN NEZLOMPOX JADATAN KELOMEOK JADATAMN
FuraCsOneal FUNGAONAL FUNGSXDIMNL FLUNIIIOMNAL
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1.3 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN
1.3.1. Isu Strategis
Kondisi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di
Provinsi Sulawesi Tengah saat ini dihadapkan pada permasalahan Tata
Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik Belum Berkualitas seperti :
a. Tata Kelola Pengelolaan Layanan Informasi Publik Belum Optimal :

- Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Komisi Informasi Belum Optimal,

- Pengelolaan PPID Utama Provinsi Dan PPID Pelaksana Dan
Pemanfaatannya Sebagai Media Layanan Informasi Publik Belum
Optimal;

- Pembinaan Terhadap Pengelolaan PPID Utama Kab/Kota Belum
Optimal;

- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan
Informasi Publik Belum Optimal;

- Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Informasi Belum Optimal;

- Kapasitas Dan Kompetensi SDM Pengelola Informasi Masih Rendah.

- Tata Kelola Layanan Aduan Masyarakat Belum Optimal

- Survey Kepuasan Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Belum
Maksimal;

- Perangkat Layanan Informasi Belum Maksimal;

- Penguatan Regulasi Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Belum
Optimal.

b. Penyelenggaraan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Belum Optimal :
- Kebijakan internal dan Pedoman pelaksananan SPBE belum optimal;
- Tim Koordinasi SPBE Belum Optimal;
- Manajemen Aset TIK belum optimal;
- Manajemen Layanan SPBE Belum tersedia;
- Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola TIK Belum Optimal;
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- Layanan Pusat Data Belum Optimal (belum semua sistem tersimpan
dan terintegrasi pada Pusat Data DKIPS);

- Layanan Jaringan Intra Pemerintah Belum optimal (Belum semua OPD,
UPT, SMA/SMK terhubung dengan jaringan fiber optik);

- Manajemen Pengetahuan TIK Belum Optimal

- Belum adanya layanan administrasi pemerintah daerah yang terhubung
dengan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP)

- Penerapan Aspek Domain Manajemen masih belum mengacu kepada
Peta Rencana

- Penerapan Aspek Audit TIK belum dilakukan sesuai dengan Peta

Rencana

c. Indeks Pengamanan Informasi Masih Dalam Kategori Sangat Kurang:

- Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi Belum
Optimal (Tidak Layak)

- Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Belum Optimal

- Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Belum Optimal

- Pengamanan Sistem Elektronik Dan Pengamanan Informasi Non
elektronik Belum Optimal

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Belum Optimal

- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal (Sangat
Kurang)

- Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Belum Optimal

- Belum Tersedia Peraturan/Keputusan Instansi Pemerintah

- Identifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal

- Analisa Pola Hubungan Komunikasi Sandi Belum Optimal

- Monitoring Dan Evaluasi — Pembinaan Dan Pengawasan Teknis Belum
Optimal (Sangat Kurang)

- Tingkat Pemahamann Dan Kesadaran OPD Terhadap Pentingnya
Keamanan Informasi Masih Rendah
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d. Tata Kelola Penyelenggaraan Sulteng Satu Data Indonesia Belum

Optimal :

- Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral dari Produsen
Data/Perangkat Daerah (PD) Masih Manual;

- Kualitas Data Sektoral dari Perangkat Daerah Belum Sesuai Standar
SDI;

- Cakupan Perangkat Daerah yang Mengumpulkan Data Sektoral masih
Kurang;

- Kapasitas SDM Pengumpul dan Pengolah Data pada Produsen
Data/Perangkat Daerah Masih Rendah;

- Kapasitas dan Sinergitas Forum SDI Sulteng Belum Optimal,

- Publikasi Informasi atas Hasil Pengolahan Data Sektoral Belum
Optimal;

- Pemanfaatan Data Sektoral oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan
dan MONEV Belum Optimal.
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Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024
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N KINERJA
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2. PENGUKURAN
KINERJA
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3. PELAPORAN
KINERJA
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030, tahun 2025 merupakan tahun transisi
dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, khususnya peralihan dari Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menuju Renstra
Tahun 2025-2029. Kondisi transisional ini berdampak pada terjadinya penyesuaian dan
perubahan terhadap indikator-indikator kinerja, sasaran strategis, serta arah kebijakan
pembangunan yang menjadi acuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjamin
kesinambungan perencanaan, keselarasan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih,
serta keterpaduan antara target pembangunan jangka menengah daerah dengan
prioritas pembangunan sektor komunikasi dan informatika pada periode perencanaan
yang baru.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai instansi dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap urusan komunikasi, informatika, dan
teknologi informasi, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi
Provinsi Sulawesi Tengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030,
sesuai amanat permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Visi Misi OPD mengacu pada

visi misi pemerintah daerah.

21 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMINFOSANTIK PROV. SULTENG

2.1.1 Tujuan

Tujuan strategis Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra yaitu
”Mewujudkan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE dan Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan
dan Akuntabel” dengan indikator tujuan sesuai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 — 2029 yaitu :
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¢ Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Indeks Pemerintahan
digital)
¢ Indeks keterbukaan informasi publik (IKIP)

2.1.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 — 2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

2. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang berkualitas

3. Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah

4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data Geospasial dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator
Indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 — 2029 sebagai berikut :
1) Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik
2) Sasaran 2 memiliki 4 indikator yang berakhir di Tahun 2025 yakni :
- Domain Layanan SPBE
- Domain Manajemen SPBE
- Domain Tata Kelola SPBE
- Domain Kebijakan Internal SPBE
Ke-empat indikator diatas kemudian dikonversi menjadi satu indikator yakni Tingkat
Kematangan Pemerintah Digital (Pemdi) yang berlaku di Tahun 2026 - 2029

3) Sasaran 3 memiliki 1 indikator :

- Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
4) Sasaran 4 memiliki 1 indikator :

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
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TABEL 2.1
PERBANDINGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAN TARGET DALAM RENSTRA
PERIODE 2021-2026 DAN RENSTRA PERIODE 2025-2029

RENSTRA 2021 — 2026

Tahun
No Tujuan Sasaran Tuj:;?:/ksaat:;ran ('3235251“; 2022 2023 2024 2025 2026
12024
Meningkatnya Meningkatnya kualitas | Indeks Sistem 2,24 2,39 2,54 3,15 3,16 3,17
kualitas tata kelola | Sistem Pemerintahan | Pemerintahan
pemerintahan Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
daerah (SPBE) (SPBE) (Indeks)
Terwujudnya Provinsi | Indeks Keterbukaan 45 60 80 84 85 90
Sulawesi Tengah Informasi Publik
yang informatif (Indeks)
Meningkatnya Tingkat Kematangan - - 2,28 2,6 2,8 3,0
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Layanan Statistik Statistik Sektoral
Sektoral dalam dan Data Geospasial
Rangka (Indeks)
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Kualitas | Indeks Keamanan - 143 286 311 365 380
Persandian dan Informasi (Indeks
keamanan informasi KAMI)
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah
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RENSTRA 2025 — 2029

. Indikator Tahun
No Tujuan Sasaran Tui Dasar 2025 2026 2027 2028 2029
ujuan/Sasaran 2024
Mewujudkan Indeks sistem 2,91 3,15 1,20 1,50 1,70 2,00
Peningkatan Kualitas pemerintahan berbasis
Penyelenggaraan elektronik (SPBE)
SPBE dan (Indeks Pemerintahan
Keterbukaan digital)
Informasi Publik Indeks Keterbukaan 82,16 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00
Dalam Mendukung Informasi Publik (IKIP)
Tata Kelola Terwujudnya Provinsi Indeks Pengelolaan 62,76 64 69 74 80 85
Pemerintahan Yang Sulawesi Tengah yang Informasi dan
Transparan dan informatif Komunikasi Publik
Akuntabel (Indeks)
Meningkatnya kualitas Domain Layanan SPBE 3,49 3,60 3,75 4,00 4,25 4,50
Sistem Pemerintahan (Pain)
Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Manajemen 1,36 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50
SPBE (Pain)
Domain Tata Kelola 2,60 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
SPBE (Pain)
Domain Kebijakan 3,40 3,50 3,75 4,00 4,00 4,00
Internal SPBE (Poin)
Tingkat Kematangan - - 30 40 50 60
Penyelenggaraan
Pemerintah Digital
(Pemdi) (%)
Meningkatnya Pengelolaan Indeks Pembangunan 1,77 2,0 2,0 2,23 2,3 2,5
dan Layanan Statistik Statistik (Indeks)
Sektoral dan Data
Geospasial dalam Rangka
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas Indeks Keamanan 433 400 404 480 600 650
Persandian dan keamanan Informasi (Indeks
informasi KAMI)
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah
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Bagan Indikator Kinerja Dinas Kominfosantik Prov. Sulteng

TUJUAN

A

INDIXATOR
SASARAN &

INDIKATOR
SASARAN 3

&I DIKATO®R
ASARAN |

- Domain Layanan SFBE

- Dommn Manspmen SPBE
Ooman Tata Kelod SPBE

- Domain Kabipban inteenal

Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

Inceks Keamanan
Irformas: (Indeks KAMI)

Indeks Perbangunan
Stanssk (IFS)

2.2 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN
A. RENSTRA 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dalam Renstra 2021 — 2026 di implementasikan melalui
berbagai bentuk program yang mencerminkkan kebutuhan pembangunan yang
mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat terpenuhi secara
optimal, mengingat keterbatasan potensi, sumber daya seperti dana, tenaga, dan
kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program —
program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dan hak — hak dasar masyarakat serta pencapaian keadilan
yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pada Rencana Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 — 2026
terdapat beberapa penyesuaian program dan kegiatan yang mengacu pad RPJMD
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 — 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah dalam Rencana Strategis tahun 2021 — 2026 merencanakan Program
Kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :
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Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

NO SASARAN PROGRAM/ APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/
KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN TAMBAH
1 2 3 4 5
1 | Meningkatnya | PROGRAM 9.566.042.014,00
Kualitas PENUNJANG 13.904.787.037,00 | 11.360.398.974,28
Sistem URUSAN
Pemerintahan | PEMERINTAHAN
Berbasis DAERAH PROVINSI
Elektronik Perencanaan, 336.797.700,00 93.637.800,00 -243.159.900,00

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

7.399.738.119,00

7.680.444.598,51

280.706.479,51

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

106.045.000,00

35.790.000,00

-70.255.000,00

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

442.952.850,00

201.040.000,00

-241.912.850,00

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1.612.962.265,00

561.541.489,77

-1.051.420.775,23

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.046.621.581,00

247.534.900,00

-799.086.681,00

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

2.020.448.922,00

1.726.595.186,00

-293.853.736,00

Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

939.220.600,00

813.815.000,00

-125.405.600,00
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PROGRAM/ APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/
NO SASARAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN TAMBAH
1 2 3 4 5
2 | Terwujudnya PROGRAM 3.848.808.000,00 7.782.904.250,00
Provinsi PENGELOLAAN
Sulawesi INFORMASI DAN
Tengah yang KOMUNIKASI
Informatif PUBLIK
Pengelolaan 3.848.808.000,00 7.782.904.250,00 | 3.934.096.250,00
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi
3 | Meningkatnya | PROGRAM 8.020.244.666,00 8.261.846.900,00
Kualitas PENGELOLAAN
Sistem APLIKASI
Pemerintahan | INFORMATIKA
Berbasis Pengelolaan Nama 115.409.550,00 105.226.000,00 -10.183.550,00
Elektronik Domain yang Telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
Pengelolaan E- 7.904.835.116,00 8.156.620.900,00 | 251.785.784,00
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi
4 | Meningkatnya | PROGRAM 599.995.300,00 252.212.700,00
Pengelolaan PENYELENGGARAAN
dan Layanan STATISTIK SEKTORAL
Statistik
Sektoral Penyelenggaraan 599.995.300,00 252.212.700,00 -347.782.600,00
dalam rangka Sjcatlstlk Sektoral di
Penyelenggar Llnglfup‘ Daerah
SR Provinsi
Pemerintahan
Daerah
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PROGRAM/ APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/
NO SASARAN KEGIATAN PERUBAHAN PERUBAHAN TAMBAH
1 2 3 4 5
5 | Meningkatnya | PROGRAM 600.000.000,00 297.435.500,00
Kualitas PENYELENGGARAAN
Persandian PERSANDIAN
dan UNTUK
Keamanan PENGAMANAN
Informasi INFORMASI
Pemerintah Penyelenggaraan 547.112.000,00 275.919.500,00 -271.192.500,00
Provinsi Persandian untuk
Sulawesi Pengamanan
Tengah Informasi
Pemerintah Daerah
Provinsi
Penetapan Pola 52.888.000,00 21.516.000,00 -31.372.000,00
Hubungan
Komunikasi Sandi
antar Perangkat
Daerah Provinsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian | 26.973.835.003,00 | 27.954.798.324,2 | 980.963.321,28
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 8

B. RENSTRA 2025 - 2029

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2025-2030 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyusunan program dan

kegiatan ini juga mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan,

kewenangan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian,

serta peran Dinas Kominfo sebagai Walidata Provinsi.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk:

e Mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang
Informatif melalui penguatan diseminasi informasi, literasi digital, dan layanan

komunikasi publik.
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Mengakselerasi sasaran Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE
(Pemerintah Digital) yang Berkualitas melalui pembangunan infrastruktur digital,
integrasi sistem informasi, dan penguatan tata kelola SPBE.

Menjamin sasaran Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi
dengan langkah-langkah penguatan regulasi, sistem pengamanan, serta
peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi.

Mendorong sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral
Data Walidata

pengembangan portal data, dan integrasi data sektoral dan geospasial yang

dan Geospasial melalui optimalisasi  fungsi Provinsi,

mendukung Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan

tidak hanya mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kominfo,

tetapi juga memastikan adanya keterpaduan dengan program pembangunan

daerah, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yaitu Mewujudkan

peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE dan keterbukaan informasi public

dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel’.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 — 2030 sebagai berikut:

Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025-2029

Berbasis
Elektronik

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

0

0

N SASARAN PROGRAM/KEGIATA APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/TAMBA
(0] N PERUBAHAN PERUBAHAN H
1 2 3 4 5
Meningkatnya PROGRAM
Kualitas Sistem | PENUNJANG
1 | Pemerintahan URUSAN BRI | S B R e e -494.687.458,60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

50



N SASARAN PROGRAM/KEGIATA | APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/TAMBA
Y N PERUBAHAN PERUBAHAN H

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

333.866.177,54 242.224.150,00 -91.642.027,54

Administrasi
Keuangan Perangkat 7.680.514.597,86 | 7.728.233.363,23 47.718.765,37
Daerah

Administrasi Barang
Milik Daerah pada 105.450.000,00 35.790.000,00 -69.660.000,00
Perangkat Daerah

Administrasi
Kepegawaian 148.474.850,00 205.770.000,00 57.295.150,00
Perangkat Daerah

Administrasi Umum

1.008.500.331,00 815.438.906,57 -193.061.424,43
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.002.202.540,00 728.500.060,00 -273.702.480,00

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan 736.598.100,00 902.518.000,00 165.919.900,00
Pemerintahan
Daerah

1.414.295.186,00 | 1.276.739.844,00 -137.555.342,00

Terwujudnya PROGRAM

Provinsi PENGELOLAAN
2 Sulawesi INFORMASI DAN 3.274.487.800,00 | 8.278.274.765,00 | 5.003.786.965,00
Tengah yang KOMUNIKASI PUBLIK
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SASARAN

Informatif

PROGRAM/KEGIATA | APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/TAMBA
N PERUBAHAN PERUBAHAN H
Pengelolaan

Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

3.274.487.800,00

8.278.274.765,00

5.003.786.965,00

Meningkatnya
Kualitas Sistem
3 | Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA

4.919.594.350,00

8.553.794.250,00

3.634.199.900,00

Pengelolaan Nama
Domain yang Telah
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

124.446.000,00

105.226.000,00

-19.220.000,00

Pengelolaan E-
government di
Lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi

4.795.148.350,00

8.448.568.250,00

3.653.419.900,00

Meningkatnya
Pengelolaan
dan Layanan
Statistik

4 | Sektoral dalam
rangka
Penyelenggaraa
n Pemerintahan

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

451.830.100,00

252.212.700,00

-199.617.400,00

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah

451.830.100,00

252.212.700,00

-199.617.400,00

Provinsi
Daerah
Meningkatnya PROGRAM
Kualitas PENYELENGGARAAN
5 | Persandian dan | PERSANDIAN UNTUK 450.000.000,00 297.435.500,00 -152.564.500,00
Keamanan PENGAMANAN
Informasi INFORMASI
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N PROGRAM/KEGIATA | APBD SEBELUM APBD SETELAH KURANG/TAMBA

o SASARAN N PERUBAHAN PERUBAHAN H
Pemerintah Penyelenggaraan
Provinsi Persandian untuk
sulawes Pengamanan 408.432.000,00 | 275.919.500,00 | -132.512.500,00
Tengah Informasi
Pemerintah Daerah
Provinsi
Penetapan Pola
Hubungan
Komunikasi Sandi 41.568.000,00 21.516.000,00 -20.052.000,00

antar Perangkat
Daerah Provinsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

] .. . 21.525.814.032,40 | 29.316.931.538,80 7.791.117.506,4
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, yang secara khusus
mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Jaringan Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi, Pengentasan Desa Blankspot, informasi publik, tingkat
keamanan informasi, dan Pemanfaatan Data Statistik sektoral dalam Menyusun
perencanaan serta evaluasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami transisi dari Periode Renstra
Tahun 2021-2026 ke Periode Renstra Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari
penyesuaian terhadap arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029 serta dinamika kebijakan nasional di bidang pemerintahan digital dan
statistik sektoral. Pada periode Renstra 2021-2026, Dinas Kominfosantik memiliki
empat indikator sasaran utama, yaitu :
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Indeks SPBE
Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

W Dbh -

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data

Geospasial.

Memasuki periode Renstra 2025-2029, terjadi penyesuaian struktur indikator
sebagai bentuk penguatan pendekatan kinerja berbasis domain dan outcome.
Indeks SPBE yang sebelumnya merupakan indikator sasaran, ditingkatkan menjadi
indikator tujuan, sehingga pengukurannya tidak lagi bersifat agregatif pada level
sasaran, melainkan diturunkan ke dalam empat indikator sasaran berbasis domain
pembentuk SPBE, selain itu juga indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan
Statistik Sektoral dan Data Geospasial pada periode sebelumnya disesuaikan
menjadi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada periode Renstra 2025-2029.
Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja statistik daerah
dengan indikator nasional yang digunakan dalam kerangka Satu Data Indonesia,
sehingga capaian kinerja statistik lebih terukur secara komprehensif dan terstandar.
Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2025 — 2029 :

Domain Layanan SPBE

Domain Manajemen SPBE

Domain Tata Kelola SPBE

Domain Kebijakan Internal SPBE

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

N o g bk~ 0w D=

Penyesuaian indikator tersebut menunjukkan adanya penguatan orientasi
kinerja yang lebih sistematis, terstruktur, dan selaras dengan kebijakan nasional,
sekaligus meningkatkan akurasi pengukuran dalam mendukung terwujudnya tata
kelola pemerintahan digital dan pembangunan berbasis data di Provinsi Sulawesi
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Tengah. Berikut penjelasan dan definisi operasional Indikator Kinerja Utama Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
Renstra 2021 — 2026 dan Renstra 2025 — 2029 diuraikan sebagaimana pada tabel
di bawah ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2021 - 2026

No | SASARAN ol PENJELASAN/ SUMBER | PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB
UTAMA
1. | Terwujudnya Indeks Indeks Keterbukaan Komisi Dinas
Provinsi Sulawesi | Keterbukaan Informasi Publik adalah Informasi RI Kominfosantik -
Tengah yang Informasi Publik | sebuah metode atau alat Bidang
Informatif (IKIP) ukur yang digunakan untuk Informasi dan
mengevaluasi sejauh mana Komunikasi
suatu negara atau lembaga Publik

pemerintah mampu
memberikan akses
terhadap informasi publik
kepada masyarakat. Indeks
ini dirancang untuk
mengukur tingkat
transparansi dan
akuntabilitas suatu entitas
dalam menyediakan
informasi publik.

Penilaian IKIP tingkat
Provinsi dilakukan oleh
Kelompok Kerja Daerah
(Pokjada) sebanyak 5
(lima) orang yang terdiri
dari 2 orang perwakilan
Komisioner Komisi
Informasi Provinsi, 1 (satu)
orang perwakilan Dinas
Kominfo dan 2 orang
eksternal (unsur Akademisi,
Praktisi, atau Masyarakat)
terhadap 9 (sembilan)
Informan Ahli yang terdiri
dari unsur
Pemerintah/Badan Publik,
Pelaku Usaha/Pengurus
Asosiasi Usaha, dan/atau
Akademisi/Praktisi/Wakil
Masyarakat Sipil yang
memiliki kriteria antara lain
memiliki pengetahuan
mengenai Keterbukaan
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INDIKATOR
No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

Informasi Publik dan
berpengalaman dalam isu
Keterbukaan Informasi
Publik minimal 5 (lima)
tahun. Sedangkan untuk
penilaian IKIP tingkat
Nasional dilakukan
terhadap 15 (lima belas)
orang Informan Ahli yang
memiliki unsur dan kriteria
yang sama dengan
Informan Ahli tingkat
daerah.

Penilaian IKIP berdasarkan
data, fakta dan informasi
terkait implementasi UU
KIP di 34 provinsi dalam
dimensi Politik, Hukum, dan
Ekonomi. Penyusunan IKIP
memotret 3 kewajiban
generik negara kewajiban
untuk menghormati (fo
respect), melindungi (to
protect), dan memenuhi (to
fulfil).

Pelaksanaan pengumpulan
nilai IKIP dilaksanakan
melalui kuesioner yang
sampaikan tim Pokja
Daerah di setiap provinsi ke
IA provinsi yang terdiri dari
9 orang meliputi unsur
pemerintah daerah, unsur
dunia usaha, unsur
akademisi, dan unsur CSO
atau LSM di setiap provinsi.
Kemudian hasil penilaian
kuesioner oleh 9 IA dibahas
dalam kegiatan FGD
melibatkan Tim IKIP Pusat
untuk mendapatkan skor
akhir IKIP Provinsi.

Range IKIP adalah :

- 0 - 30 : Buruk
Sekali

- 31-59: Buruk

- 60-79: Sedang

- 80-89:Baik
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INDIKATOR

pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE.
SPBE ditujukan untuk
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan
publik yang berkualitas dan
terpercaya. Tata kelola dan
manajemen sistem
pemerintahan berbasis
elektronik secara nasional
juga diperlukan untuk
meningkatkan keterpaduan
dan efisiensi sistem
pemerintahan berbasis
elektronik.

Penghitungan Indeks SPBE

didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek

dan 47 (empat puluh tujuh)

Indikator sesuai

PermenPANRB 59/2020

antara lain :

1. Domain Kebijakan
SPBE : Kebijakan
internal tata kelola
SPBE dengan bobot
nilai 13% yang terdiri
dari 10 indikator
penilaian,

2. Domain Tata Kelola
SPBE : Tata Kelola
SPBE dengan bobot
25% yang terdiri dari 10
indikator penilaian,

3. Domain Manajemen
SPBE : Manajemen
SPBE dengan bobot

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
No|  SASARAN e FORMULASI DATA JAWAB
- 90-100 : Baik Sekali

2. | Meningkatnya Indeks Sistem SPBE merupakan singkatan | Kementerian Dinas

Kualitas Sistem Pemerintahan dari Sistem Pemerintahan Pendayagunaan | Kominfosantik —

Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik, Sistem | Aparatur Bidang Aplikasi

Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Negara Informatika

Elektronik Elektronik (SPBE) adalah Republik

penyelenggaraan Indonesia
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No

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/
FORMULASI

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

16,50% yang terdiri dari
11 indikator penilaian,
dan

4. Domain Layanan SPBE
: Layanan SPBE
dengan bobot 45,50%
yang terdiri dari 16
indikator penilaian.

Pada penghitungan Indeks
SPBE, Pemerintah Daerah
melakukan penilaian
mandiri yang menghasilkan
Berita Acara Hasil Penilaian
Mandiri dengan indikator
penilaian yang meningkat
setiap tahunnya. Kemudian,
Kementrian
Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan
evaluasi terhadap penilaian
mandiri tersebut (setiap dua
tahun sekali) dan
mengeluarkan dokumen
Berita Acara Hasil Penilaian
secara nasional.

Meningkatnya
Kualitas
Persandian dan
Keamanan
Informasi
Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tengah

Indeks
Keamanan
Informasi (KAMI)

Definisi Indeks Keamanan
Informasi (KAMI) adalah
sebuah alat ukur yang
digunakan untuk menilai
tingkat keamanan informasi
di sebuah organisasi,
terutama dalam lingkup
instansi pemerintah. Indeks
ini membantu organisasi
untuk mengidentifikasi,
mengukur, dan
meningkatkan aspek-aspek
keamanan informasi

Skor total diperoleh dengan
menggabungkan hasil dari
berbagai aspek yang di
evaluasi seperti tata kelola,
risiko kerangka kerja
pengelolaan aset teknologi
dan suplemen.

Badan Siber
dan Sandi
Negara (BSSN)

Dinas
Kominfosantik —
Bidang
Persandian

Meningkatnya
Pengelolaan dan
Layanan Statistik

Tingkat
Kematangan
Penyelenggaraan

Statistik memiliki arti
penting dalam penyusunan
kebijakan pembangunan

Seluruh
Perangkat
Daerah Lingkup

Dinas
Kominfosantik —
Bidang Statistik
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INDIKATOR

Pemerintahan
Daerah

cepat, dan beragam sesuai

kebutuhan pengguna. Oleh

karena itu, diperlukan
pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik

Sektoral (EPSS) untuk

mengukur tingkat

kematangan
penyelenggaraan statistik
pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses

penilaian yang dilakukan

BPS secara sistematis

melalui verifikasi dan

validasi informasi terhadap
hasil penilaian mandiri
untuk mengukur tingkat
kematangan
penyelenggaraan statistik
sektoral. EPSS bertujuan:

a. Mengukur capaian
kemajuan
penyelenggaraan
statistik sektoral pada
instansi pusat dan
pemerintahan daerah;

b. Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
statistik sektoral pada
instansi pusat dan
pemerintah daerah;

c. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik di
bidang statistik pada
instansi pusat dan
pemerintah daerah.

Keluaran EPSS adalah

Indeks Pembangunan

Statistik (IPS) yaitu suatu

indikator yang

menggambarkan tingkat
kematangan
penyelenggaraan statistik
sektoral di masing-masing
instansi pemerintah
penyelenggara kegiatan
statistik sektoral. Indeks ini,
selain disajikan secara

2 Perangkat
Daerah yang
dijadikan
sampel
penilaian EPSS

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
No SASARAN KLIJ"‘I",E?II‘LA FORMULASI DATA JAWAB
Sektoral dalam Statistik Sektoral | nasional. Kegiatan statistik | Provinsi
rangka dan Data dituntut untuk menghasilkan | Sulawesi
Penyelenggaraan | Geospasial statistik yang berkualitas, Tengah dengan
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INDIKATOR
No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

umum, juga disajikan
menurut domain dan aspek.
IPS merupakan salah satu
indikator penilaian
Reformasi Birokrasi (RB)
General untuk seluruh
instansi pemerintah.
Disamping itu, IPS juga
dapat menjadi ukuran
dalam pencapaian
pelaksanaan Satu data
Indonesia dan
penyelenggaraan urusan
statistik di tingkat
pemerintah daerah.

EPSS dilaksanakan pada
seluruh instansi pusat,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
kegiatan statistik sektoral.
Penilaian EPSS dilakukan
melalui berbagai tahapan,
mencakup tahapan
penilaian mandiri, penilaian
dokumen, dan penilaian
interviu, serta penilaian
visitasi jika diperlukan.
Adapun cakupan yang
dinilai dari EPSS meliputi 5
domain, 19 aspek dan 38
indikator.

- Domain 1 Prinsip SDI
dengan bobot 28% yang
terdiri dari 4 aspek dan 4
indikator

- Domain 2 Kualitas Data
dengan bobot 24% yang
terdiri dari 5 aspek dan 10
indikator

- Domain 3 Proses Bisnis
Statistik dengan bobot
19% yang terdiri dari 4
aspek dan 7 indikator

- Domain 4 Kelembagaan
dengan bobot 17% yang
terdiri dari 3 aspek dan 10
indikator

- Domain 5 Statistik
Nasional dengan bobot

|
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No

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/
FORMULASI

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

12% yang terdiri dari 3
aspek dan 7 indikator.

Predikat Indeks Hasil EPSS

- Nilai <1,8 memperoleh
Predikat KURANG

- Nilai1,8-<2,6
memperoleh Predikat
CUKUP

- Nilai 2,6 - <3,5
memperoleh Predikat
BAIK

- Nilai 3,5 -<4,2
memperoleh Predikat
SANGAT BAIK

- Nilai4,2-5,0
memperoleh Predikat
MEMUASKAN

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA DKIPS RENSTRA 2025 - 2029

No

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/
FORMULASI

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Terwujudnya
Provinsi Sulawesi
Tengah yang
Informatif

Indeks
Pengelolaan
Informasi
dan
Komunikasi
Publik (I-
PIKP)

Indeks Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik (PIKP)
merupakan suatu indikator
gabungan (composite indicator)
yang digunakan untuk mengukur
aspek-aspek pengelolaan informasi
dan komunikasi publik, meliputi
Input, Proses, Output dan
Outcome.

Indeks PIKP mengukur kinerja dari
sisi pengelolaan informasi (dimensi
Input dan Proses) serta dampak
dari pengelolaan informasi
tersebut (dimensi Output dan
Outcome).

FORMULASI:

Perhitungan indeks didasarkan
pada nilai proporsi dari setiap
dimensi. Untuk indikator yang dinilai
dengan skala nominal (Ya= 1; dan
Tidak=0), maka perhitungan indeks
diformulasikan sebagai berikut:
Indeks= Jumlah yang menjawab
“Ya” dibagi jumlah sampel.

KemKOMDIGI
RI

Dinas
Kominfosantik -
Bidang
Informasi dan
Komunikasi
Publik

|
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No

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/
FORMULASI

SUMBER
DATA

PENANGGUNG
JAWAB

Sementara, untuk item dengan
skala ordinal (skala jawaban 1 — 4)
maka perhitungan indeks dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
Indeks = Jumlah Skor dibagi (4 x
Jumlah Sampel).

Contoh: di kuesioner survei
Masyarakat, perhitungan untuk
pertanyaan nomor 1 terkait
informasi Program Prioritas
Nasional, dari jumlah 39 indikator,
yang dijawab YA ada 9, maka skor
nomor pertanyaan 1 adalah 9,
demikian cara menghitung skor
untuk pertanyaan lainnya yang
sejenis.

Untuk pertanyaan skala ordinal,
misal di kuesioner survei
masyarakat, nomor pertanyaan 6i
dan 7i, jawaban yang dilingkari
menunjukkan skor untuk indikator
variabel yang bersangkutan. Skor
seluruh jawaban dijumlahkan m
kemudian dibagi 4x jumlah sampel
di daerah tersebut. Demikian
seterusnya untuk pertanyaan2
sejenis lainnya Capaian skor untuk
masing-masing dimensi ditentukan
berdasarkan rata-rata akumulasi
skor masing-masing variabel dan
indikator

variabel. Skor tersebut berkisar dari
angka 1 — 100. Untuk tujuan
evaluasi dan pembinaan, skor atau
nilai total seluruh dimensi dalam
Indeks PIKP 2024 dibagi menjadi
lima kategori, yaitu:

“Sangat Baik” (skor >80) ; “Baik”
(skor >70 - 80); “Sedang” (skor > 60
- 70); “Buruk” (skor>50 - 60), dan
“Sangat Buruk” (skor <=50).

Terwujudnya Tata
Kelola
Penyelenggaraan
SPBE (Pemerintah
Digital) yang
Berkualitas

Domain
Layanan
SPBE

PENJELASAN:

Domain Layanan SPBE merujuk
pada aspek-aspek yang berkaitan
dengan penyediaan layanan publik
melalui penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan. Domain ini
berfokus pada bagaimana layanan
tersebut dirancang,
diimplementasikan, dan dikelola
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat secara efektif dan

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Republik
Indonesia

Dinas
Kominfosantik —
Bidang Aplikasi
Informatika
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INDIKATOR
No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

efisien.

Beberapa komponen yang
biasanya termasuk dalam Domain
Layanan SPBE adalah:

Layanan Administrasi
Pemerintahan: Penyediaan layanan
yang berkaitan dengan administrasi
pemerintahan, seperti

pengajuan izin, pendaftaran, dan
layanan publik lainnya yang dapat
diakses secara elektronik.

Integrasi Layanan: Upaya untuk
mengintegrasikan berbagai layanan
yang disediakan oleh instansi
pemerintah, sehingga

masyarakat dapat mengakses
layanan tersebut secara terpadu
dan mudabh.

Kualitas Layanan: Penilaian
terhadap kualitas layanan yang
diberikan, termasuk kecepatan,
akurasi, dan kepuasan pengguna
terhadap layanan yang diterima.
Aksesibilitas: Memastikan bahwa
layanan dapat diakses oleh semua
lapisan masyarakat, termasuk
mereka yang memiliki keterbatasan
fisik atau akses terhadap teknologi.
Inovasi Layanan: Pengembangan
dan penerapan inovasi dalam
penyediaan layanan, seperti
penggunaan aplikasi mobile,

portal layanan online, dan sistem
informasi yang memudahkan
interaksi antara pemerintah dan
masyarakat.

Pengelolaan Data dan Informasi:
Pengelolaan data yang dihasilkan
dari layanan yang diberikan,
termasuk pengumpulan,
penyimpanan, dan analisis data
untuk meningkatkan kualitas
layanan.

FORMULASI:

Penghitungan Indeks SPBE

didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek dan

47 (empat puluh tujuh) Indikator

sesuai PermenPANRB 59/2020

antara lain :

5. Domain Kebijakan SPBE :
Kebijakan internal tata

kelola SPBE dengan bobot
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INDIKATOR
No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

nilai 13% yang terdiri dari
10 indikator penilaian,

6. Domain Tata Kelola SPBE :
Tata Kelola SPBE dengan
bobot 25% yang terdiri dari
10 indikator penilaian,

7. Domain Manajemen SPBE :
Manajemen SPBE dengan
bobot 16,50% yang terdiri
dari 11 indikator penilaian,
dan

8. Domain Layanan SPBE :
Layanan SPBE dengan
bobot 45,50% yang terdiri
dari 16 indikator penilaian.

Domain PENJELASAN:

Manajemen Domain Manajemen SPBE (Sistem
SPBE Pemerintahan Berbasis Elektronik)
merujuk pada aspek-aspek yang
berkaitan dengan pengelolaan dan
pengendalian sistem SPBE dalam
suatu organisasi atau instansi
pemerintahan. Domain ini
mencakup berbagai elemen yang
diperlukan untuk memastikan
bahwa penerapan SPBE berjalan
secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan.

Beberapa komponen yang
biasanya termasuk dalam Domain
Manajemen SPBE adalah:
Manajemen Risiko: Identifikasi,
analisis, dan mitigasi risiko yang
terkait dengan penerapan SPBE.
Manajemen Data: Pengelolaan data
yang dihasilkan dan digunakan
dalam system SPBE, termasuk
aspek keamanan dan privasi data.
Manajemen Sumber Daya Manusia:
Pengelolaan pegawai yang terlibat
dalam penerapan SPBE, termasuk
pelatihan dan pengembangan
kompetensi.

Manajemen Perubahan: Proses
untuk mengelola perubahan yang
terjadi dalam organisasi akibat
penerapan SPBE.

Manajemen Layanan: Pengelolaan
layanan yang diberikan melalui
SPBE, termasuk pemantauan dan
evaluasi kualitas layanan.

Audit dan Evaluasi: Proses untuk
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No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

menilai efektivitas dan kepatuhan
penerapan SPBE terhadap
kebijakan dan standar yang
ditetapkan.

Domain Manajemen SPBE
bertujuan untuk memastikan bahwa
semua aspek pengelolaan sistem
ini terintegrasi dengan baik

dan mendukung tujuan organisasi
dalam memberikan layanan publik
yang berkualitas.

FORMULASI:

Penghitungan Indeks SPBE

didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek dan

47 (empat puluh tujuh) Indikator

sesuai PermenPANRB 59/2020

antara lain :

1. Domain Kebijakan SPBE :
Kebijakan internal tata kelola
SPBE dengan bobot nilai
13% yang terdiri dari 10
indikator penilaian,

2. Domain Tata Kelola SPBE :
Tata Kelola SPBE dengan
bobot 25% yang terdiri dari
10 indikator penilaian,

3. Domain Manajemen SPBE :
Manajemen SPBE dengan
bobot 16,50% yang terdiri
dari 11 indikator penilaian,
dan

4. Domain Layanan SPBE :
Layanan SPBE dengan
bobot 45,50% yang terdiri
dari 16 indikator penilaian.

Domain Tata PENJELASAN:

Kelola SPBE Domain Tata Kelola Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) merujuk pada kerangka

kerja dan struktur yang mengatur

bagaimana SPBE dikelola dan
diimplementasikan dalam suatu
organisasi atau instansi
pemerintah. Domain ini

mencakup berbagai aspek yang

berkaitan dengan pengelolaan,

pengawasan, dan pengendalian
penerapan SPBE untuk
memastikan bahwa sistem tersebut
berjalan secara efekitif, efisien, dan

sesuai dengan kebijakan yang telah
. _______________________________________________________________________________________________________________|
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ditetapkan.

Aspek-aspek yang termasuk dalam
Domain Tata Kelola SPBE meliputi:
Kebijakan dan Strategi: Penetapan
kebijakan dan strategi yang jelas
untuk penerapan SPBE.
Organisasi dan Struktur:
Pembentukan tim atau unit yang
bertanggung jawab atas
pengelolaan SPBE.

Proses dan Prosedur:
Pengembangan proses dan
prosedur yang mendukung
implementasi SPBE.

Pengawasan dan Audit: Mekanisme
untuk melakukan pengawasan dan
audit terhadap penerapan SPBE
untuk memastikan kepatuhan dan
efektivitas.

Domain Tata Kelola SPBE
bertujuan untuk menciptakan
sistem yang terintegrasi dan
terkoordinasi, sehingga dapat
meningkatkan kualitas layanan
publik dan mendukung reformasi
birokrasi

FORMULASI:

Penghitungan Indeks SPBE

didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek dan

47 (empat puluh tujuh) Indikator

sesuai PermenPANRB 59/2020

antara lain :

1. Domain Kebijakan SPBE :
Kebijakan internal tata
kelola SPBE dengan bobot
nilai 13% yang terdiri dari 10
indikator penilaian,

2. Domain Tata Kelola SPBE :
Tata Kelola SPBE dengan
bobot 25% yang terdiri dari
10 indikator penilaian,

3. Domain Manajemen SPBE :
Manajemen SPBE dengan
bobot 16,50% yang terdiri
dari 11 indikator penilaian,
dan

4. Domain Layanan SPBE :
Layanan SPBE dengan
bobot 45,50% yang terdiri
dari 16 indikator penilaian.
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INDIKATOR

No PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
SASARAN KINERJA FORMULASI DATA JAWAB
UTAMA
Domain PENJELASAN:
Kebijakan Berdasarkan PermenpanRB No. 59

Internal SPBE | Tahun 2020 Domain ini mencakup
regulasi internal instansi yang
mendukung penerapan SPBE.
Beberapa aspek dan indikator
utama di dalamnya meliputi:
Aspek Tata Kelola SPBE (Misalnya
arsitektur SPBE instansi, peta
rencana) :

Manajemen Data dan Aset TIK
Pengoperasian Pusat Data
Jaringan Intra Pemerintah

Sistem Penghubung Layanan
Manajemen Keamanan Informasi
dan Audit TIK

Koordinasi atau Tim Pengarah
SPBE di tingkat instansi pusat atau
daerah Domain Kebijakan
merupakan fondasi regulatif
penerapan SPBE di seluruh
instansi pemerintah yang meliputi
kebijakan yang

tertulis dan pengaturan internal
terkait strategi, teknologi,
keamanan, koordinasi, dan audit.

FORMULASI:

Penghitungan Indeks SPBE

didasarkan pada 4 (empat)

Domain, 8 (delapan) Aspek dan

47 (empat puluh tujuh) Indikator

sesuai PermenPANRB 59/2020

antara lain :

1. Domain Kebijakan SPBE :
Kebijakan internal tata
kelola SPBE dengan bobot
nilai 13% yang terdiri dari 10
indikator penilaian,

2. Domain Tata Kelola SPBE :
Tata Kelola SPBE dengan
bobot 25% yang terdiri dari
10 indikator penilaian,

3. Domain Manajemen SPBE :
Manajemen SPBE dengan
bobot 16,50% yang terdiri
dari 11 indikator penilaian,
dan

4. Domain Layanan SPBE :
Layanan SPBE dengan
bobot 45,50% yang terdiri
dari 16 indikator penilaian.
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INDIKATOR

rangka
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah

menghasilkan statistik yang

berkualitas, cepat, dan beragam

sesuai kebutuhan pengguna.

Oleh karena itu, diperlukan

pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik

Sektoral (EPSS) untuk

mengukur tingkat kematangan

penyelenggaraan statistik pada
instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses

penilaian yang dilakukan BPS

secara sistematis melalui
verifikasi dan validasi informasi
terhadap hasil penilaian mandiri
untuk mengukur tingkat
kematangan penyelenggaraan
statistik sektoral. EPSS
bertujuan:

d. Mengukur capaian
kemajuan penyelenggaraan
statistik sektoral pada
instansi pusat dan
pemerintahan daerah;

e. Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan statistik
sektoral pada instansi pusat
dan pemerintah daerah;

f. Meningkatkan kualitas

Sulawesi
Tengah dengan
2 Perangkat
Daerah yang
dijadikan
sampel
penilaian EPSS

N PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
° SASARAN KJT.E':"'XA FORMULASI DATA JAWAB

3. | Meningkatnya Indeks Definisi Indeks Keamanan Badan Siber Dinas
Kualitas Keamanan Informasi (KAMI) adalah sebuah | dan Sandi Kominfosantik —
Persandian dan Informasi alat ukur yang digunakan untuk | Negara (BSSN) | Bidang
Keamanan (KAMI) menilai tingkat keamanan Persandian
Informasi informasi di sebuah organisasi,

Pemerintah terutama dalam lingkup instansi

Provinsi Sulawesi pemerintah. Indeks ini

Tengah membantu organisasi untuk
mengidentifikasi, mengukur,
dan meningkatkan aspek-aspek
keamanan informasi
Skor total diperoleh dengan
menggabungkan hasil dari
berbagai aspek yang di evaluasi
seperti tata kelola, risiko
kerangka kerja pengelolaan
aset teknologi dan suplemen.

4. | Meningkatnya Indeks Statistik memiliki arti penting Seluruh Dinas
Pengelolaan dan | Pembangunan | dalam penyusunan kebijakan Perangkat Kominfosantik —
Layanan Statistik | Statistik pembangunan nasional. Daerah Lingkup | Bidang Statistik
Sektoral dalam (IPS) Kegiatan statistik dituntut untuk | Provinsi
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INDIKATOR
No SASARAN KINERJA
UTAMA

PENJELASAN/ SUMBER PENANGGUNG
FORMULASI DATA JAWAB

pelayanan publik di bidang

statistik pada instansi pusat

dan pemerintah daerah.
Keluaran EPSS adalah Indeks
Pembangunan Statistik (IPS)
yaitu suatu indikator yang
menggambarkan tingkat
kematangan penyelenggaraan
statistik sektoral di masing-
masing instansi pemerintah
penyelenggara kegiatan statistik
sektoral. Indeks ini, selain
disajikan secara umum, juga
disajikan menurut domain dan
aspek. IPS merupakan salah
satu indikator penilaian
Reformasi Birokrasi (RB)
General untuk seluruh instansi
pemerintah. Disamping itu, IPS
juga dapat menjadi ukuran
dalam pencapaian pelaksanaan
Satu data Indonesia dan
penyelenggaraan urusan
statistik di tingkat pemerintah
daerah.

EPSS dilaksanakan pada
seluruh instansi pusat,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
kegiatan statistik sektoral.
Penilaian EPSS dilakukan
melalui berbagai tahapan,
mencakup tahapan penilaian
mandiri, penilaian dokumen,
dan penilaian interviu, serta
penilaian visitasi jika
diperlukan.

Adapun cakupan yang dinilai

dari EPSS meliputi 5 domain,

19 aspek dan 38 indikator.

- Domain 1 Prinsip SDI dengan
bobot 28% yang terdiri dari 4
aspek dan 4 indikator

- Domain 2 Kualitas Data
dengan bobot 24% yang
terdiri dari 5 aspek dan 10
indikator

- Domain 3 Proses Bisnis
Statistik dengan bobot 19%
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INDIKATOR

No PENJELASAN/ SUMBER | PENANGGUNG
SASARAN KINERJA FORMULASI DATA JAWAB
UTAMA
yang terdiri dari 4 aspek dan
7 indikator

- Domain 4 Kelembagaan
dengan bobot 17% yang
terdiri dari 3 aspek dan 10
indikator

- Domain 5 Statistik Nasional
dengan bobot 12% yang
terdiri dari 3 aspek dan 7
indikator.

Predikat Indeks Hasil EPSS :

- Nilai <1,8 memperoleh
Predikat KURANG

- Nilai 1,8 - <2,6 memperoleh
Predikat CUKUP

- Nilai 2,6 - <3,5 memperoleh
Predikat BAIK

- Nilai 3,5 - <4,2 memperoleh
Predikat SANGAT BAIK

- Nilai 4,2 — 5,0 memperoleh
Predikat MEMUASKAN

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas
laporan kinerja instansi pemerintah, adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun awal 2025 dan Perjanjian Kinerja
yang memuat perubahan indikator sesuai dengan Renstra 2025 — 2029 beserta
target capaiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2025
Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah

Meningkatnya Kualitas Sistem Indeks Sistem 315
1 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Inéeks
(SPBE) Elektronik (SPBE)
Terwujudnya Provinsi Sulawesi Indeks Keterbukaan
2 Tengah yang Informatif Informasi Publik 84 Indeks
Meningkatnya Pengelolaan dan Tingkat Kematangan
3 Layanan Statistik sektoral dalam Penyelenggaraan 2 6 Indeks
Rangka Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan ’
Pemerintahan Daerah Data Geospasial
Meningkatnya Kualitas Persandian
4 dan Keamanan Informasi Indeks Keamanan 311 Indeks
Pemerintah Provinsi Sulawesi Informasi (Indeks KAMI)
Tengah
Tabel Perjanjian Kinerja (PERUBAHAN) Tahun 2025
Diskominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3 (4)
Domain Layanan SPBE 3,60 Poin
Terwujudnya Tata Kelola ggggm Manajemen 2,00 Poin
1 Penyelenggaraan SPBE Domain Tata Kelola
(Pemerintah Digital) yang SPBE 3,00 Poin
Berkualitas . -
Domain Kebijakan 3.50 Poin
Internal SPBE ’
Indeks Pengelolaan
Terwujudnya Provinsi Sulawesi Informasi dan
2 Tengah Yang Informatif Komunikasi Publik 64 Indeks
(Indeks)
Meningkatnya Kualitas Persandian
dan Keamanan informasi Indeks Keamanan
3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Informasi (Indeks) 400 Indeks
tengah

|
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)
Meningkatnya Pengelolaan dan
Layanan Statistik Sektoral dan data
4 | Geospasial dalam Rangka
Penyelenggraaan Pemerintah
Daerah

Indeks Pembangunan 2,00
Statistik (Indeks) Indeks

Berdasarkan data pada dokumen Renstra Dinas Kominfo Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025, tabel yang disajikan diatas merupakan Perjanjian
Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus
dicapai dalam satu tahun anggaran. Tabel tersebut menggambarkan adanya
transisi indikator dan target kinerja antara Renstra lama dan Renstra baru sebagai
bagian dari penyesuaian periode perencanaan.

Pada sasaran strategis pertama, Renstra lama menggunakan Indeks
SPBE dengan target 3,16, sementara dalam Renstra baru, indikator sasaran
tersebut diganti dan diuraikan lebih rinci berdasarkan domain, yaitu Domain
Layanan SPBE (3,60 poin), Domain Manajemen SPBE (2,00 poin), Domain Tata
Kelola SPBE (3,00 poin), dan Domain Kebijakan Internal SPBE (3,50 poin).
Perubahan ini menunjukkan penyempurnaan sistem pengukuran dari indikator
komposit menjadi indikator berbasis domain agar evaluasi kinerja lebih terarah dan
terukur.

Pada sasaran strategis kedua, indikator berubah dari Indeks Keterbukaan
Informasi Publik dengan target 85 menjadi Indeks Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik dengan target 64. Penyesuaian ini mencerminkan pergeseran
fokus dari aspek keterbukaan informasi secara umum menjadi penguatan tata
kelola komunikasi dan informasi publik yang lebih terintegrasi.

Sasaran strategis ketiga masih menggunakan Indeks Keamanan Informasi
(Indeks KAMI), namun targetnya meningkat dari 365 menjadi 400, yang
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menunjukkan peningkatan standar kinerja dalam penguatan keamanan informasi
dan persandian daerah.

Sementara itu, pada sasaran strategis keempat, indikator berubah dari
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Data Geospasial
dengan target 2,8 menjadi Indeks Pembangunan Statistik dengan target 2,00,
sebagai bentuk penyesuaian terhadap indikator yang lebih terstandar secara
nasional. Secara keseluruhan, data dalam tabel Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
tersebut menunjukkan adanya penyelarasan indikator dan target kinerja antara
Renstra lama dan Renstra baru, yang mencerminkan transisi kebijakan,
peningkatan kualitas pengukuran kinerja, serta komitmen untuk mendukung tata
kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan informasi publik yang lebih
akuntabel di Provinsi Sulawesi Tengah.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka dalam prakteknya, pembuatan
dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus benar-
benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta
mandate (core business) yang diemban. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi
Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar untuk memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana dan Target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1 Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam
laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian

kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

Realisasi
Capaian = X 100 %
Target
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2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, %

capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

Realisasi — (Realisasi — target)
Capaian=______ X 100 %
Target
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap
indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonensia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
No Kinerja Realisasi Kinerja
1 91= 100 Sangat Tinggi
2 76 <90 Tinggi
3 66 =75 Sedang
4 51 =65 Rendah
5 o 55 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Rl No 86 Tahun 2017
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3.1.a Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 - 2026
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 (Awal) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfosantik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Awal)

1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya kualitas Sistem Eggﬁﬁ;:g?
" | Barvasm EloRtronk (SPBE) | Berbasis Elektronik naeks | 310 ] .
(SPBE)
Terwujudnya Provinsi
2 Sulawesi Tengah yang :Egjlr(r?azieltgigﬁllzaan Indeks 85 63,09 74,22%
informatif
Meningkatnya Pengelolaan ;Ienr%g?;ngan
3 32&?&1@: tatisti Seldoral | penyelenggaraan Indeks | 2.8 1,77 63,21%
=) Statistik Sektoral ’ ’ ’
enyelenggaraan dan Data
Pemerintahan Daerah .
Geospasial
Meningkatnya Kualitas
4 | persandian dan keamanan :Egcﬁ'lr(r?azie(a;nmdaenkasn Indeks | 365 570 158,33
informasi Pemerintah Provinsi KAMI) %
Sulawesi Tengah

Berdasarkan tabel capaian kinerja indikator Renstra periode 2021-2026, Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
melaksanakan pengukuran terhadap empat indikator sasaran utama, yaitu Indeks
SPBE, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP/IKIP), Indeks
Keamanan Informasi (KAMI), serta Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik
Sektoral dan Data Geospasial. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang
cukup baik, meskipun terdapat variasi tingkat pencapaian pada masing-masing
indikator.

Pada indikator Indeks SPBE, tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan nasional
dari SPBE menuju Pemerintah Digital, di mana berdasarkan kebijakan Kementerian
PANRB, Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan

pembinaan SPBE Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat nilai evaluasi nasional
___________________________________________________________________________________________________________________|
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untuk indikator tersebut pada tahun berjalan. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan
tidak adanya implementasi SPBE, melainkan disebabkan oleh perubahan pendekatan
evaluasi nasional yang berbasis lokus prioritas sesuai RPJMN 2025-2029. Secara
internal, upaya penguatan tata kelola SPBE tetap dilaksanakan melalui integrasi
aplikasi, penyempurnaan kebijakan internal, serta peningkatan layanan jaringan dan
sistem elektronik. Situasi ini sekaligus menjadi dasar transformasi indikator pada
Renstra periode berikutnya, di mana pengukuran tidak lagi bersifat agregat, melainkan
diturunkan ke dalam domain pembentuk SPBE.

Pada indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), target tahun 2025
sebesar 85 terealisasi sebesar 63,09 atau mencapai 74,22%. Capaian ini menunjukkan
kinerja yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik,
diseminasi informasi pembangunan, serta pelayanan keterbukaan informasi telah
berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran PPID, ketersediaan
informasi publik secara berkala dan serta-merta, andil besar Komisi Informasi dalam
penyelesaian sengketa informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan
data dan informasi yang akurat serta pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan
informasi pemerintah daerah. Tingkat capaian yang tinggi tersebut mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan,
partisipatif, dan akuntabel.

Sementara itu, pada indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), target sebesar
365 Poin berhasil direalisasikan sebesar 570 atau mencapai 158,33%. Capaian yang
melampaui target secara signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan
keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penguatan
tata kelola keamanan informasi, penerapan manajemen risiko, pengelolaan aset
informasi, serta peningkatan pengamanan sistem elektronik menjadi faktor utama yang
mendorong capaian tersebut. Hasil ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga
kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintahan, sekaligus
memperkuat fondasi transformasi digital daerah yang aman dan andal.

Adapun pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
dan Data Geospasial, target sebesar 2,8 Poin terealisasi sebesar 1,77 Poin atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 77
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



63,21%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan penyelenggaraan statistik
sektoral, namun masih berada pada kategori yang memerlukan penguatan lebih lanjut.
Tantangan utama terletak pada penerapan prinsip Satu Data Indonesia, standarisasi
metadata, peningkatan kualitas dan konsistensi data, serta optimalisasi pemanfaatan
data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Keterbatasan kapasitas
SDM statistik di beberapa perangkat daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi
tingkat kematangan penyelenggaraan statistik secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Renstra periode 2021-2026 menunjukkan
bahwa aspek komunikasi publik dan keamanan informasi telah mencapai hasil yang
sangat baik, sementara aspek statistik sektoral masih memerlukan penguatan
berkelanjutan. Adapun tidak dilaksanakannya evaluasi nasional SPBE pada tahun 2025
merupakan konsekuensi kebijakan transisi menuju Pemerintah Digital, yang kemudian
menjadi dasar penyesuaian struktur indikator dalam Renstra periode 2025-2029 agar
lebih selaras dengan kebijakan nasional dan pendekatan pengukuran berbasis domain.

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator sasaran strategis dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 (Awal) diperoleh realisasi capaian yang dapat dilihat pada tabel
berikut

Tabel Target dan Capaian Kinerja Diskominfosantik
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Perubahan

1 2 3 4 5 6 7

Domain Layanan SPBE Poin 3,60 -

Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan | Domain Manajemen

1 | SPBE (Pemerintah Digital) yang SPBE Poin | 2,00 .
Berkualitas Domain Tata Kelola .

SPBE Poin 3,00 -

Domain Kebijakan Poin 3,50 _

Internal SPBE
Indeks Pengelolaan

Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Informasi dan o
2 Yang Informatif Komunikasi Publik (I- Indeks | 64,00 50,68 79,19%
PIKP)
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1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Kualitas Persandian dan
3 | Keamanan informasi Pemerintah Provinsi
Sulawesi tengah

Indeks Keamanan

0,
Informasi (Indeks KAMI) Indeks | 400,00 570 142,50%

Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan
Statistik Sektoral dan data Geospasial Indeks Pembangunan
dalam Rangka Penyelenggraaan Statistik (IPS)

Pemerintah Daerah

Indeks | 2,00 1,77 88,50%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian sasaran strategis Dinas
Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan variasi tingkat keberhasilan pada

masing-masing indikator kinerja.

Analisis capaian sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah
Digital) yang Berkualitas” yang diukur melalui 4 (empat) domain pembentuk Indeks SPBE,
yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Manajemen SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, dan
Domain Kebijakan Internal SPBE, pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan pengukuran
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan transisi SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi)
sebagaimana tertuang dalam Surat Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan
Pemantauan SPBE Tahun 2025 oleh KemenPANRB Nomor B/40/PD.03/2025. Dalam surat
tersebut dijelaskan bahwa Tahun 2025 merupakan masa transisi kebijakan SPBE menuju
Pemerintah Digital (Pemdi), sehingga KemenPANRB RI melakukan identifikasi lokus
pembinaan dan penilaian berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian
agenda prioritas Pemerintah Digital. Berdasarkan Daftar Lokus yang tercantum dalam
lampiran surat dimaksud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus
Penilaian dan Pembinaan SPBE Tahun 2025 oleh KemenPANRB RI. Dengan demikian,
keempat domain pembentuk Indeks SPBE tidak masuk dalam proses pemantauan dan
evaluasi nasional pada tahun berjalan, sehingga tidak terdapat nilai realisasi yang dapat

diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
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Meskipun tidak dilakukan penilaian eksternal oleh KemenPANRB RI, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah tetap melaksanakan berbagai inisiatif penguatan SPBE secara internal,
antara lain melalui peningkatan integrasi aplikasi, penguatan tata kelola arsitektur SPBE,
optimalisasi layanan jaringan intra pemerintah, serta penyiapan transformasi menuju konsep
Pemerintah Digital (Pemdi). Upaya ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam menjaga
kesinambungan implementasi SPBE dan mempersiapkan diri terhadap kebijakan nasional
yang baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya pengukuran capaian pada
Tahun 2025 bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja perangkat daerah, melainkan karena
perubahan kebijakan nasional dan mekanisme evaluasi yang bersifat selektif berbasis lokus
prioritas. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diperlukan penyesuaian indikator dan
strategi agar selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Digital sebagaimana mandat RPJMN
2025-2029.

Pada sasaran “Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif”, indikator Indeks

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) yang dalam perkembangan

kebijakan nasional kini dikenal sebagai Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi

Publik (KPIP) ditargetkan sebesar 64 dengan realisasi 50,68 atau 79,19%. Capaian ini

menunjukkan kinerja yang cenderung menurun namun tetap berdampak baik dan mendekati

target, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi
pembangunan, serta penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara efektif dan
terarah.

Secara operasional, indeks ini dibentuk oleh beberapa komponen utama yang mencerminkan

kualitas tata kelola komunikasi pemerintah daerah, yaitu:

1. Perencanaan dan Strategi Komunikasi Publik, yang menilai keberadaan dokumen strategi
komunikasi, keselarasan pesan pembangunan dengan RPJMD, segmentasi khalayak,
serta konsistensi narasi kebijakan daerah.

2. Produksi dan Diseminasi Informasi Pembangunan, yang mengukur intensitas, kualitas,
dan keberagaman kanal penyebarluasan informasi (website resmi, media sosial, media
massa, konferensi pers, dan media luar ruang), termasuk kecepatan respons terhadap isu
strategis dan krisis informasi.
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3. Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan PPID, yang menilai ketersediaan informasi
berkala, serta-merta, dan setiap saat; efektivitas pelayanan permohonan informasi;
mekanisme keberatan; serta kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik.

4. Partisipasi dan Umpan Balik Publik, yang mengukur tingkat interaksi, keterlibatan
masyarakat, serta pengelolaan opini publik dalam mendukung stabilitas informasi dan
kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

5. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Komunikasi Publik, yang menilai integrasi platform
digital, inovasi komunikasi berbasis media sosial, serta optimalisasi kanal elektronik dalam

penyebaran informasi pembangunan.

Capaian sebesar 98,58% menunjukkan bahwa secara umum seluruh komponen tersebut telah
berjalan dengan baik. Penguatan fungsi PPID, konsistensi publikasi program prioritas daerah,
serta responsif terhadap dinamika isu publik menjadi faktor utama yang mendukung
pencapaian kinerja tersebut. Meskipun belum mencapai target secara penuh, selisih yang
sangat kecil menunjukkan tingkat stabilitas dan konsistensi pengelolaan komunikasi publik
yang semakin matang. Adapun manfaat strategis dari indeks ini bagi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah antara lain:

o Sebagai instrumen evaluasi kualitas komunikasi pembangunan, sehingga
pemerintah dapat mengukur efektivitas penyampaian program dan kebijakan kepada
masyarakat.

« Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, melalui penguatan
keterbukaan informasi publik.

« Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena akses informasi
yang baik memperluas ruang keterlibatan publik.

« Meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah daerah, melalui komunikasi
yang responsif, adaptif, dan berbasis data.

« Mendukung stabilitas informasi daerah, dengan meminimalisir potensi disinformasi

dan misinformasi.
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Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya merepresentasikan keberhasilan
administratif, tetapi juga menunjukkan kemajuan kualitas tata kelola komunikasi publik sebagai
bagian integral dari pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan.

Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah”, indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) ditargetkan

sebesar 400 dengan realisasi mencapai 570 atau 142,5%. Capaian ini melampaui target

secara signifikan dan menunjukkan adanya peningkatan tingkat kematangan keamanan
informasi serta penguatan tata kelola persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengamanan informasi tidak hanya

berjalan secara administratif, tetapi telah berkembang menuju pengelolaan yang terstruktur,

terdokumentasi, dan berbasis manajemen risiko.

Secara operasional, Indeks KAMI merupakan alat ukur tingkat kematangan (maturity level)

keamanan informasi pada instansi pemerintah yang mengacu pada standar pengamanan

sistem elektronik dan prinsip manajemen keamanan informasi. Indeks ini dibentuk oleh
beberapa komponen utama, yaitu:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi, yang menilai komitmen pimpinan, kebijakan internal
keamanan informasi, struktur organisasi pengamanan informasi, serta integrasi keamanan
dalam proses bisnis pemerintahan.

2. Manajemen Risiko Keamanan Informasi, yang mengukur kemampuan instansi dalam
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko terhadap aset informasi,
termasuk keberadaan dokumen analisis risiko dan rencana mitigasi.

3. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, yang mencakup ketersediaan prosedur
operasional standar (SOP), pengendalian akses, klasifikasi informasi, serta mekanisme
audit dan evaluasi keamanan.

4. Pengelolaan Aset Informasi, yang menilai inventarisasi dan perlindungan aset informasi,
termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data elektronik pemerintah
daerah.
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5. Teknologi dan Pengamanan Sistem Elektronik, yang mengukur penerapan kontrol teknis
seperti firewall, enkripsi, manajemen akses, backup data, pemantauan keamanan
jaringan, serta kesiapsiagaan terhadap insiden siber.

6. Pengelolaan Insiden dan Keberlangsungan Layanan (Business Continuity), yang menilai
kesiapan dalam menangani insiden keamanan informasi dan keberadaan rencana

pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

Realisasi sebesar 570 Poin menunjukkan bahwa sebagian besar komponen tersebut telah
berada pada tingkat kematangan yang tinggi, terutama pada aspek tata kelola dan penguatan
kebijakan keamanan informasi. Peningkatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah
daerah dalam melindungi sistem elektronik dari ancaman siber, menjaga kerahasiaan
informasi strategis, serta memastikan ketersediaan dan integritas data pemerintahan. Secara
strategis, tingginya capaian Indeks KAMI memberikan manfaat penting, antara lain
meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan digital pemerintah,
meminimalisir risiko kebocoran data dan gangguan sistem, serta memperkuat fondasi
transformasi menuju Pemerintah Digital yang aman dan andal. Ke depan, tantangan yang
perlu dijaga adalah konsistensi implementasi kebijakan keamanan, peningkatan kapasitas
SDM teknis keamanan siber, serta penguatan budaya sadar keamanan informasi di seluruh
perangkat daerah.

Sementara itu, pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral
dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, indikator
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ditargetkan sebesar 2 dengan realisasi 1,77 atau 88,5%.
Berdasarkan kriteria penilaian EPSS, capaian nilai 1,77 masih berada pada predikat “Kurang”
(nilai <1,8). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Provinsi Sulawesi
Tengah telah berjalan, namun tingkat kematangannya masih memerlukan penguatan secara
sistematis dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan keluaran dari Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh BPS. EPSS adalah proses penilaian
sistematis melalui tahapan penilaian mandiri, verifikasi dokumen, wawancara/interviu, dan
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visitasi apabila diperlukan, untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik
sektoral pada instansi pemerintah. EPSS bertujuan untuk:
1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik.
Cakupan penilaian EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator, dengan bobot sebagai
berikut:
1. Domain 1 — Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) (28%), mencakup penerapan standar
data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dalam pengelolaan data sektoral.
2. Domain 2 — Kualitas Data (24%), menilai validitas, akurasi, konsistensi, relevansi, dan
keterbaharuan data yang dihasilkan perangkat daerah.
3. Domain 3 — Proses Bisnis Statistik (19%), mengukur tahapan perencanaan,
pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data sesuai kaidah statistik.
4. Domain 4 — Kelembagaan (17%), menilai tata kelola statistik, keberadaan regulasi,
peran walidata dan produsen data, serta dukungan sumber daya manusia.
5. Domain 5 — Statistik Nasional (12%), mengukur kontribusi dan integrasi statistik sektoral
daerah terhadap sistem statistik nasional.
Realisasi IPS sebesar 1,77 mengindikasikan bahwa fondasi kelembagaan dan pelaksanaan
statistik sektoral telah terbentuk, namun penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan
kualitas data, serta standarisasi proses bisnis statistik masih perlu diperkuat. Tantangan utama
yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain belum meratanya pemahaman perangkat
daerah terhadap standar data dan metadata, keterbatasan SDM statistik, serta belum
optimalnya integrasi data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Sebagai salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) General dan ukuran keberhasilan
implementasi Satu Data Indonesia di daerah, IPS memiliki peran strategis dalam memastikan
bahwa kebijakan pembangunan disusun berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan nilai IPS akan berdampak langsung pada kualitas
perencanaan, efektivitas penganggaran, serta akuntabilitas pembangunan daerah.
Ke depan, diperlukan penguatan regulasi Satu Data Daerah, peningkatan kapasitas SDM
statistik, penyusunan metadata dan standar data secara konsisten, serta integrasi hasil
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statistik sektoral ke dalam sistem perencanaan pembangunan, sehingga capaian IPS dapat
meningkat ke predikat “Cukup” bahkan “Baik” pada periode evaluasi berikutnya.

3.1.b Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022

sampai dengan tahun 2025

Berdasarkan tabel dibawah perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun
2022 sampai dengan Tahun 2025 pada Renstra periode 2021-2026, secara umum
menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif namun cenderung stabil dan meningkat
pada beberapa indikator strategis. Evaluasi ini mencerminkan konsistensi
pelaksanaan program serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga
keberlanjutan pencapaian sasaran strategis.
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TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (AWAL)
RENSTRA 2021 — 2026

Terwujudnya
Provinsi Sulawesi Indeks
Keterbukaan Indeks 84 82,16 97,8 Indeks 85 63,09 74,22%

Tengah yang Informasi Publik
Informatif
'\anglli?agskgtig:m Indeks_Sistem Tidak Masuk
Pemerintahan Pemen_ntahan dalam
Berbasis Berba3|s_ Indeks 2,39 2,26 95 Indeks 2,54 3,14 124 Indeks 3,15 2,91 92,38 Indeks 3,16 _ Pemantauan

. Elektronik KemenPANRB
Elektronik (SPBE) RI
(SPBE)
Meningkatnya
Pengelolaan dan | Tingkat
Layanan Statistik | Kematangan 1,77
Sektoral dalam Penyelenggaraan o, realisasi o
Rangka oye Enggeraa Indeks | 2,6 177 | 68,08% | Indeks | 2,8 (Tahun 63,21%
Penyelenggaraan | dan Data 2024)
Pemerintahan Geospasial
Daerah
Meningkatnya
Kualitas

- Keamanan Indeks 311 433 139,23 Indeks 365 570 155,33%
Informasi Informasi (KAMI)
Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tengah
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Pada indikator Indeks SPBE, capaian kinerja pada Tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan
tren peningkatan seiring dengan penguatan tata kelola, integrasi aplikasi, dan peningkatan
layanan berbasis elektronik. Namun pada Tahun 2025, tidak terdapat nilai evaluasi nasional
karena Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus pemantauan dan pembinaan
SPBE oleh Kementerian PANRB RI dalam masa transisi kebijakan menuju Pemerintah Digital.
Kondisi ini menyebabkan tidak adanya perbandingan capaian secara nasional pada tahun
tersebut, meskipun implementasi SPBE tetap dilaksanakan secara internal. Dengan demikian,
tren 2022—-2024 dapat dinilai sebagai periode penguatan, sedangkan 2025 merupakan periode
transisi kebijakan pengukuran.

Pada indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), capaian kinerja dari Tahun 2022
hingga Tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang baik dan relatif stabil mendekati target
tahunan. Realisasi Tahun 2025 sebesar 63,09 dengan capaian 74,22% memperlihatkan
bahwa meskipun terjadi dinamika lingkungan komunikasi publik, kualitas pengelolaan
informasi tetap terjaga. Jika dibandingkan antar tahun, indikator ini menunjukkan stabilitas
kinerja dengan kecenderungan peningkatan kualitas layanan komunikasi dan keterbukaan
informasi publik.

Pada indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), tren capaian Tahun 2022-2025
menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan puncak capaian pada Tahun 2025 yang
melampaui target hingga 155,33%. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan berkelanjutan
pada aspek tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko, serta pengamanan sistem
elektronik. Peningkatan yang konsisten tersebut menunjukkan komitmen strategis dalam
memperkuat fondasi keamanan digital sebagai prasyarat transformasi pemerintahan berbasis
elektronik.

Sementara itu, pada indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
dan Data Geospasial, capaian kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 menunjukkan
adanya peningkatan bertahap, namun belum sepenuhnya mencapai target pada Tahun 2025
dengan realisasi 1,77 sesuai surat himbauan BPS Pusat menggunakan angka realisasi Tahun
2024 atau dengan capaian pada angka 63,21% dari target Renstra 2021 — 2026. Dibandingkan
dengan indikator lainnya, statistik sektoral merupakan area yang memerlukan penguatan lebih
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intensif, terutama dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas
metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022-2025
menunjukkan bahwa indikator komunikasi publik dan keamanan informasi memiliki tren stabil
hingga meningkat, sedangkan statistik sektoral masih membutuhkan intervensi strategis yang
lebih sistematis. Adapun Indeks SPBE mengalami perubahan konteks pengukuran pada
Tahun 2025 akibat kebijakan transisi nasional menuju Pemerintah Digital, sehingga tidak dapat
dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi dasar
penting dalam penyesuaian indikator pada Renstra periode 2025-2029 agar pengukuran
kinerja lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan

daerah.
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TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 (AWAL)
RENSTRA 2025 — 2029

Terwujudnya Provinsi Indeks Pengelolaan
Sulawesi Tengah yang Informasi dan Indeks - 62,76 100% Indeks 64 50,68 79,19%
Informatif Komunikasi Publik
Terwujudnya Tata Kelola Tidak Masuk
Penyelenggaraan SPBE dalam
(Perﬁerintggh Digital) Domain Layanan SPBE Poin 3,60 Pemantauan
! gltal) yang KemenPANRB
Berkualitas
RI
Terwujudnya Tata Kelola Tidak Masuk
. . dalam
Penyelenggaraan SPBE Domain Manajemen .
(Pemerintah Digital) yang | SPBE Poin 2,00 Pemantauan
. KemenPANRB
Berkualitas RI
Terwujudnya Tata Kelola Tldzl;l;ﬂ:]suk
Penyelenggaraan SPBE Domain Tata Kelola .
(Pemerintah Digital) yang | SPBE Poin 3,00 Pemantauan
. KemenPANRB
Berkualitas RI
Terwujudnya Tata Kelola Tldzl;l;ﬂ:]suk
Penyelenggaraan SPBE Domain Kebijakan .
(Pemerintah Digital) yan Internal SPBE Poin 3,50 Pemantauan
! gial) yang KemenPANRB
Berkualitas RI
Meningkatnya Pengelolaan
dan Layanan Statistik
Sektoral dan Data Indeks Pembangunan
Geospasial dalam Rangka Statistik (IPS) Indeks 20 17 88,50%
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Kualitas
Persandian dan Keamanan Indeks Keamanan o
Informasi Pemerintah Informasi (KAMI) Indeks 311 433 139,23 Indeks 400 570 142,50%
Provinsi Sulawesi Tengah
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Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2022 sampai
dengan Tahun 2025 (Perubahan), terlihat adanya dinamika perkembangan kinerja pada
masing-masing sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah. Secara umum, terdapat indikator yang menunjukkan tren
peningkatan progresif, indikator yang relatif stabil, serta indikator yang masih memerlukan
penguatan konsistensi dan percepatan peningkatan.

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital) yang
Berkualitas

Memasuki Tahun 2025, pengukuran Indeks SPBE mengalami perubahan kebijakan nasional
dalam masa transisi menuju Pemerintah Digital (Pemdi), sehingga Provinsi Sulawesi Tengah
tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional KemenPANRB. Kondisi ini menyebabkan tidak
tersedianya nilai perbandingan nasional, namun secara substansi penguatan tetap diarahkan
pada domain layanan, manajemen, tata kelola, dan kebijakan internal SPBE. Secara tren,
periode 2022-2024 menunjukkan fase pertumbuhan dengan dinamika stabilisasi, yang

menuntut penguatan konsistensi implementasi ke depan.

Sasaran: Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) menunjukkan tren
yang relatif stabil dan konsisten mendekati target. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 62,76
Poin. Pada Tahun 2025, dengan penyesuaian metode pengukuran, capaian berada pada
angka 50,68 dari target 64 atau 79,19%.

Meskipun terjadi perubahan skala pengukuran, tingkat capaian tetap berada pada kisaran
sangat baik dan mendekati target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan komunikasi
publik telah berjalan secara konsisten, termasuk dalam hal diseminasi informasi
pembangunan, penguatan peran PPID, serta pemanfaatan kanal digital pemerintah. Stabilitas
capaian ini mencerminkan tata kelola komunikasi publik yang telah mapan, meskipun tetap
memerlukan inovasi untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kualitas

konten berbasis data pembangunan.
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Sasaran: Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan tren peningkatan yang paling progresif
dibandingkan indikator lainnya. Pada Tahun 2024 target sebesar 311 berhasil direalisasikan
sebesar 433 atau 139,23%. Pada Tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 570 dan
melampaui target 400 atau mencapai 142,5%.

Kenaikan yang konsisten dan signifikan ini menunjukkan peningkatan kematangan keamanan
siber yang sistematis, meliputi penguatan tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko,
pengamanan sistem elektronik, serta peningkatan kapasitas SDM teknis. Tren ini
menggambarkan keberhasilan strategi penguatan keamanan informasi sebagai fondasi utama
transformasi digital. Indikator ini menunjukkan stabilitas peningkatan yang berkelanjutan dan
menjadi salah satu kinerja unggulan perangkat daerah.

Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data
Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan tren yang belum stabil dan cenderung
stagnan. Pada Tahun 2024 target sebesar 2,6 dengan realisasi 1,77 atau 68,07%. Pada Tahun
2025 realisasi masih berada pada angka 1,77 dari target 2 atau 88,5%. Meskipun terdapat
peningkatan persentase capaian akibat penyesuaian target, nilai indeks secara absolut belum
mengalami peningkatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola statistik sektoral masih menghadapi
tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas
metadata dan standar data, integrasi proses bisnis statistik, serta ketersediaan SDM statistik
yang kompeten di perangkat daerah. Dibandingkan dengan indikator keamanan informasi
yang mengalami akselerasi signifikan, indikator statistik sektoral membutuhkan intervensi
kebijakan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar terjadi peningkatan nilai indeks secara
nyata.
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3.1.c Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 - 2026

Terwujudnya Tata Kelola
Penyelenggaraan SPBE
1 (Pemerintah Digital) yang Indeks SPBE 3,17
Berkualitas
Terwujudnya Provinsi Indeks Keterbukaan
2 | Sulawesi Tengah Yang Informasi Publik 63,09 90,00 70,10%
Informatif (IKIP)
Meningkatnya Kualitas
Persandian dan Indeks Keamanan
3 | Keamanan informasi Informasi (Indeks 570 380,00 150%
Pemerintah Provinsi KAMI)
Sulawesi tengah
Meningkatnya
Pengelolaan dan Layanan | Tingkat Kematangan
Statistik Sektoral dan data | Penyelenggaraan o
4 Geospasial dalam Statistik Sektoral dan L7 3,00 9%
Rangka Penyelenggraaan | Data Geospasial
Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra
2021-2026, tingkat kemajuan masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada Indeks SPBE, realisasi terakhir dengan target akhir Renstra sebesar 3,17 Poin tidak
dapat disajikan dikarenkan karena peralihan indikator. Namun, jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2024 yakni sebesar 2,91 Poin dengan tingkat kemajuan sebesar 91,80%,
yang artinya, capaian sudah mendekati sasaran akhir, namun masih diperlukan penguatan
konsistensi implementasi tata kelola SPBE.

Pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar
63,09 Poin dari target akhir Renstra sebesar 90 Poin, sehingga tingkat kemajuan mencapai
70,10%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator keterbukaan informasi publik hampir
sepenuhnya memenuhi target jangka menengah dan berada dalam kondisi sangat baik.
Pada Indeks Keamanan Informasi (KAMI), realisasi Tahun 2025 mencapai 570 Poin,

sementara target akhir Renstra 2021 — 2026 sebesar 380 Poin. Dengan demikian, tingkat
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kemajuan mencapai 150%, yang berarti telah melampaui target jangka menengah secara
signifikan. Indikator ini menjadi capaian paling progresif dan menunjukkan kematangan
keamanan informasi yang berkembang sangat baik.

Sementara itu, pada Indeks Pembangunan Statistik (IPS), realisasi Tahun 2025 sebesar
1,77 (angka realisasi tahun 2024) dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3.
Tingkat kemajuan berada pada angka 59%, yang menunjukkan bahwa capaian masih di
bawah target awal dan memerlukan percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan
statistik sektoral.

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029

Domain Layanan
SPBE - -

Terwujudnya Tata Kelola ggrgéln Manajemen

Penyelenggaraan SPBE
(Pemerintah Digital) yang | Domain Tata Kelola
Berkualitas SPBE

Domain Kebijakan
Internal SPBE - R

Indeks Pengelolaan

Terwujudnya Provinsi Informasi dan

Geospasial dalam
Rangka Penyelenggraaan
Pemerintah Daerah

Statistik (IPS)

2 ﬁl;cl)?miilf-rengah Yang Komunikasi Publik (- 50,68 90,00 56,31%
PIKP)
Meningkatnya Kualitas
Persandian dan Indeks Keamanan
Keamanan informasi Informasi (Indeks 570 761,00 74,90%
Pemerintah Provinsi KAMI)
Sulawesi tengah
Meningkatnya
Pengelolaan dan Layanan Indeks
Statistik Sektoral dan data Pembangunan 177 2,60 68,08%

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian kinerja perubahan tahun 2025

menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup progresif.
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Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar 50,68 Poin dari
target akhir Renstra sebesar 90 Poin, atau mencapai tingkat kemajuan 56,31%. Hal ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan akselerasi peningkatan kualitas komunikasi publik agar
target akhir periode dapat tercapai secara optimal.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terealisasi sebesar 570 dari target akhir 761 atau
72,27%. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam penguatan keamanan siber daerah,
meskipun peningkatan kapasitas dan penguatan kebijakan keamanan informasi tetap perlu
dilakukan.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terealisasi sebesar 1,77 dari target akhir 2,6 atau
68,07%. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan penguatan tata kelola statistik sektoral
masih menjadi agenda prioritas agar target akhir Renstra dapat dicapai. Sebagai keterangan
tambahan, angka capaian tahun 2025 merupakan Capaian Tahun 2024 Berdasarkan surat
dari BPS Rl Nomor B-235/02000/TS.160/2025 bahwa Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 TIDAK DILAKSANAKAN pada semua Pemerintah
Provinsi. Untuk pemerintah provinsi yang memiliki target IPS di Tahun 2025 dapat
menggunakan Angka Capaian Realisasi Tahun 2024.

3.1.d Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun n dengan Capaian Provinsi Lain
(Kalimantan Selatan)

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021 — 2026

Terwujudnya Tata
Kelola
Penyelenggaraan
SPBE (Pemerintah
Digital) yang
Berkualitas

Tidak dapat

Indeks SPBE - 3,89 diperbandingkan

Terwujudnya Provinsi | Indeks Keterbukaan
Sulawesi Tengah Informasi Publik 63,09 94,91 LEBIH RENDAH
Yang Informatif (IKIP)
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Meningkatnya
Kualitas Persandian
dan Keamanan

Indeks Keamanan

. - . Informasi (Indeks 570 651 LEBIH RENDAH
informasi Pemerintah
Lo ; KAMI)
Provinsi Sulawesi
tengah
Meningkatnya
Pengelolaan dan
Layanan Statistik Tingkat Kematangan 177
Sektoral dan data Penyelenggaraan ' 2,25
Geospasial dalam Statistik Sektoral dan (Da;:a;:hun (Data Tahun 2024) LEBIH RENDAH
Rangka Data Geospasial )

Penyelenggraaan
Pemerintah Daerah

Terwujudnya Tata
Kelola
Penyelenggaraan
SPBE (Pemerintah

Domain Layanan
SPBE

INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 — 2029

Tidak dapat
diperbandingkan

Domain Manajemen
SPBE

Tidak dapat
diperbandingkan

Digital) yang

Berkualitas Domain Tata Kelola i ) Tidak dapat
SPBE diperbandingkan
Domain Kebijakan i i Tidak dapat
Internal SPBE diperbandingkan

Terwujudnya Indeks Pengelolaan i

Provinsi Sulawesi Informasi dan 50.68 i Tidak dapat

Tengah Yang Komunikasi Publik ’ diperbandingkan

Informatif (I-PIKP)
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Meningkatnya
Kualitas Persandian
dan Keamanan

Indeks Keamanan

. - Informasi (Indeks 570 651 LEBIH RENDAH
informasi KAMI)

Pemerintah Provinsi

Sulawesi tengah

Meningkatnya

Pengelolaan dan

Layanan Statistik Indeks 177

gz'g;’;z'sfj';gf:; Pembangunan (Data Tahun (Data Ti’ﬁfn 2024) LEBIH RENDAH

Rangka Statistik (IPS) 2024)

Penyelenggraaan
Pemerintah Daerah

Analisis capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya gap
yang konsisten jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan pada dua periode
perencanaan. Pada penutupan Renstra 2021-2026, potret ketertinggalan terlihat sangat
kontras pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang hanya mencapai 63,09
berbanding 94,91 milik Kalimantan Selatan, serta Indeks KAMI yang berada di angka 570
dibandingkan 651. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat progres internal, akselerasi
di tingkat regional masih memerlukan upaya ekstra untuk mengejar standar kualitas layanan
informasi dan keamanan siber yang ditetapkan oleh daerah referensi.

Memasuki masa transisi ke Renstra baru 2025-2029, tantangan ini terbawa ke dalam baseline
perencanaan yang lebih granular atau spesifik. Meskipun kita mulai melakukan pemetaan
pada domain-domain SPBE yang lebih spesifik—seperti Layanan, Manajemen, Tata Kelola,
hingga Kebijakan Internal—realitas data menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan
Statistik (IPS) kita masih stagnan di angka 1,77 sejak tahun 2024, tertinggal dari capaian
Kalimantan Selatan sebesar 2,25. Pun demikian dengan Indeks Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik (I-PIKP) yang menjadi indikator baru di periode 2025-2029 dengan nilai
awal 50,68 Poin.

Secara keseluruhan, penggabungan analisis ini mengonfirmasi bahwa posisi "Lebih Rendah"
pada hampir seluruh indikator utama bukan sekadar masalah angka, melainkan sinyal

perlunya transformasi fundamental dalam tata kelola data dan informasi. Untuk periode 2025-
I —————
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2029, fokus tidak lagi hanya pada pemenuhan administrasi, melainkan pada penguatan
infrastruktur keamanan informasi dan integrasi statistik sektoral agar gap kinerja dengan
provinsi Kalimantan selatan ataupun wilayah dan daerah lainnya dapat diperkecil secara
signifikan melalui langkah-langkah konkrit yang telah direncanakan.

3.1.e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital)

yang Berkualitas

Capaian Indeks SPBE dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif.

Peningkatan signifikan pada periode sebelumnya disebabkan oleh penguatan tata

kelola SPBE, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemenuhan

dokumen kebijakan dan arsitektur SPBE.

Namun demikian, pada periode berikutnya terjadi penurunan capaian yang dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain:

o Belum optimalnya integrasi dan interoperabilitas aplikasi antar perangkat daerah;

e Belum meratanya implementasi manajemen risiko dan manajemen layanan SPBE;

o Keterbatasan konsistensi monitoring dan evaluasi internal;

e Perubahan kebijakan nasional Tahun 2025 menuju transisi SPBE ke Pemerintah
Digital (Pemdi), di mana Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus
evaluasi KemenPANRB, sehingga tidak dilakukan penilaian eksternal.

Untuk mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Dalam
menghadapi transisi kebijakan nasional Tahun 2025 menuju Pemerintah Digital
(Pemdi), Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah melakukan lompatan strategis
dengan mengintegrasikan inovasi Berani Berdering sebagai tulang punggung
penguatan Domain Layanan dan Tata Kelola SPBE. Langkah konkrit yang telah
dijalankan adalah penyusunan Kebijakan Penerapan Program Berani Berdering melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Sulawesi Tengah tentang
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Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp10,35
Miliar yang menyasar 150 desa blankspot di 12 Kabupaten. Berbeda dengan bantuan
infrastruktur pasif, program ini mewajibkan desa menerapkan Standar Minimum
Topologi Jaringan yang menjamin interkoneksi antara Balai Desa, Fasilitas
Kesehatan, dan Fasilitas Pendidikan secara real-time, sehingga data statistik sektoral
dari pelosok dapat mengalir langsung ke tingkat provinsi untuk memperbaiki nilai IPS
kita yang saat ini masih berada di bawah Kalimantan Selatan.

Secara teknis, ini tidak lagi berbicara tentang angka administrasi, melainkan
memastikan Interoperabilitas Aplikasi melalui penyediaan empat alternatif koneksi
yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing desa. Implementasi ini
diperkuat dengan mandat pembentukan Tim Pengelola Jaringan Desa dan
pemanfaatan BUMDes untuk keberlanjutan operasional, yang secara otomatis
meningkatkan skor kita pada Domain Manajemen SPBE (khususnya manajemen aset
dan SDM digital). Dengan langkah ini, meskipun Sulawesi Tengah tidak masuk dalam
lokus evaluasi eksternal KemenPANRB tahun ini, kita secara mandiri telah membangun
ekosistem digital yang inklusi—memastikan masyarakat di desa tidak hanya bisa
"berdering," tetapi juga terhubung dengan layanan kesehatan online dan pendidikan
daring yang menjadi pilar utama visi Berani Menyala Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah.

Sumber : https://sultengprov.qgo.id/opd/berani-berdering-diskominfosantik-sulteng-kumpulkan-

penyedia-telekomunikasi/ Berani Berdering, Diskominfosantik Sulteng Kumpulkan Penyedia
Telekomunikasi
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Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif
Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja
Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) yang mendekati
target menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan baik. Keberhasilan ini didukung oleh:
e Peningkatan pemanfaatan media digital pemerintah;
e Penguatan koordinasi pengelolaan informasi antar perangkat daerah;
e Meningkatnya kesadaran keterbukaan informasi publik;
o Optimalisasi pengelolaan opini publik dan respons terhadap isu strategis.
Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa:
e Belum optimalnya segmentasi audiens dalam komunikasi publik;
o Keterbatasan kapasitas SDM pengelola konten digital;
e Belum meratanya kualitas informasi pada seluruh OPD.

Analisis terhadap capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-
PIKP) Sulawesi Tengah yang berada pada angka 50,68 dari target 64 poin
menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar "penyediaan akses"
menjadi "perlindungan dan pemberdayaan audiens". Guna menutup celah kinerja
tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah progresif dengan
menginisiasi pembentukan Satgas Berani Literasi Informasi. Satgas ini memegang
peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring sekaligus menekan peredaran
hoaks yang kian masif. Melalui mandat ini, kami tidak hanya melakukan diseminasi
informasi searah, tetapi memberikan edukasi praktis agar masyarakat mampu
membedakan informasi berbasis fakta dengan hoaks, sehingga masyarakat memiliki
filter mandiri dalam mengonsumsi konten digital.

Kehadiran Satgas ini dirancang untuk menjadi jembatan informasi yang kredibel antara
masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai
elemen masyarakat. Dalam tataran operasional, strategi ini diperkaya dengan hasil
kesepakatan multipihak yang mendorong optimalisasi platform PPID (Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di seluruh badan publik sebagai mesin literasi
informasi dan pusat penyebarluasan konten positif. Dengan mengintegrasikan sistem
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PPID ke dalam kerja Satgas, setiap informasi publik yang bersifat transparan dapat
langsung dijadikan rujukan utama (counter-narrative) terhadap berita bohong,
memastikan bahwa transparansi pemerintah menjadi instrumen utama dalam
memerangi disinformasi.

Integrasi ini semakin diperkuat di sisi hulu melalui peningkatan kualitas hasil produksi
konten dan penguatan pengawasan penyiaran dengan pembentukan Timsel KPID
Provinsi Sulawesi Tengah. Sinergi antara konten berkualitas, pengawasan penyiaran,
serta pelibatan aktif Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan organisasi radio
komunikasi menciptakan jaring pengaman informasi yang holistik. Melalui langkah-
langkah konkrit ini, program "Berani Menyala" tidak hanya berhasil menerangi wilayah
blankspot dengan sinyal internet, tetapi juga menerangi pemikiran masyarakat dengan
literasi yang sehat. Pendekatan berbasis kolaborasi dan edukasi ini dianalisis akan
menjadi penggerak utama dalam mendongkrak skor I-PIKP pada aspek kualitas konten
dan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah di tahun mendatang.

Sumber : PPID Dinas Kominfosantik Provinsi Sulteng, 2025
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Sasaran : Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang melampaui target menunjukkan

peningkatan signifikan dalam kematangan keamanan siber daerah. Keberhasilan ini

dipengaruhi oleh:

o Penguatan kebijakan keamanan informasi;

e Peningkatan kapasitas SDM persandian dan keamanan siber;

e Implementasi pengamanan sistem elektronik secara lebih sistematis;

e Peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perlindungan data.
Meskipun demikian, secara komparatif capaian daerah masih berada di bawah beberapa
provinsi lain, sehingga masih diperlukan peningkatan berkelanjutan. Realisasi Indeks
Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mencatatkan angka
570 poin, sebuah pencapaian yang sangat signifikan karena telah melampaui target
Renstra 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 400 poin (142,5%). Meskipun demikian, jika
dibandingkan secara regional, posisi kita masih berada di bawah Provinsi Kalimantan
Selatan yang telah mencapai 651 poin, yang mengindikasikan perlunya penguatan pada
domain keamanan yang lebih kompleks. Tantangan utama dalam upaya menutup gap
kinerja ini adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada
keterbatasan alokasi belanja perangkat keamanan siber dan pemeliharaan infrastruktur
data center tingkat tinggi.

Untuk menyiasati kendala fiskal tersebut, Dinas Kominfosantik melakukan pergeseran
strategi dari pengadaan infrastruktur mahal menuju strategi penguatan kapasitas SDM dan
kolaborasi administratif yang bersifat low-cost high-impact. Langkah konkrit yang telah
direalisasikan adalah pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT secara
kolaboratif hingga tingkat Kabupaten/Kota. Dengan anggaran yang terbatas, kami
memprioritaskan kualitas personil melalui pelaksanaan diklat teknis keamanan informasi
yang bersertifikasi nasional. Melalui sertifikasi ini, personil pengelola persandian di daerah

memiliki kompetensi untuk melakukan mitigasi serangan secara mandiri tanpa harus selalu
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bergantung pada jasa konsultan pihak ketiga, sehingga mampu menekan biaya
operasional keamanan informasi.

Selain itu, efisiensi anggaran juga disikapi dengan melakukan optimalisasi terhadap
infrastruktur yang sudah ada melalui penguatan tata kelola dan SOP keamanan yang lebih
ketat. Dengan fokus pada aspek legalitas dan manajemen risiko, peningkatan Indeks KAMI
tetap dapat diakselerasi meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini membuktikan
bahwa perlindungan data siber di Sulawesi Tengah kini tidak lagi hanya bergantung pada
besaran anggaran belanja teknologi, melainkan pada ketangguhan SDM dan kuatnya
jaringan koordinasi TTIS yang telah terbentuk di seluruh wilayah kabupaten/kota se
Sulawesi tengah, sebagai fondasi utama menuju Pemerintah Digital (Pemdi) yang aman

dan terpercaya.

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data
Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Analisis Penyebab Kegagalan/Stagnasi Kinerja
Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang belum mencapai target menunjukkan

bahwa penguatan statistik sektoral masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:
I —————
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e Belum optimalnya koordinasi Forum Satu Data Provinsi;

o Terbatasnya SDM statistik sektoral pada perangkat daerah;

e Belum terintegrasinya seluruh data sektoral dalam sistem perencanaan dan

evaluasi;
e Kurangnya pemanfaatan data statistik dalam pengambilan keputusan
pembangunan.

Stagnasi capaian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya
menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks. Namun, salam rangka
merealisasikan peningkatan pengelolaan serta layanan statistik sektoral dan data
geospasial, kita dihadapkan pada tantangan besar guna mengejar target Indeks
Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,0 pada tahun 2025 dari capaian tahun sebelumnya
yang berada di angka 1,77 poin. Upaya percepatan ini secara fundamental dijalankan
melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai proses penilaian
sistematis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui verifikasi dan validasi
informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan
penyelenggaraan statistik di masing-masing sektor. Melalui kegiatan EPSS yang
dijadwalkan selama 30 hari kerja, pemerintah provinsi berupaya mengukur capaian
kemajuan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta
pelayanan publik di bidang statistik bagi perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.
Pentingnya kegiatan ini terletak pada kedudukan IPS sebagai indikator penilaian
Reformasi Birokrasi (RB) General serta ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data
Indonesia di tingkat daerah. Dengan terlaksananya EPSS, diharapkan instansi pemerintah
dapat menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional sehingga
mampu meningkatkan kualitas data untuk pencapaian kebijakan di tingkat daerah maupun
prioritas nasional secara berkelanjutan. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, DKIPS
Sulawesi Tengah memahami bahwa pengelolaan informasi geospasial memiliki peranan
strategis dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data di
tingkat daerah. Namun, saat ini implementasi di lapangan masih menghadapi kendala
berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemahaman teknis
mengenai sistem informasi geografis (SIG). Untuk merespons hal tersebut, telah
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diselenggarakan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial yang bertujuan meningkatkan
kompetensi teknis perangkat daerah dalam pengelolaan, pengolahan, dan analisis data
geospasial. Kegiatan Bimtek ini dirancang untuk mendorong integrasi data geospasial ke
dalam perencanaan daerah serta membangun koordinasi yang lebih baik antarperangkat
daerah dalam pengelolaan informasi spasial. Melalui sinergi antara validasi tata kelola
melalui EPSS dan penguatan keterampilan teknis SDM lewat Bimtek SIG, diharapkan
ketersediaan data yang lebih berkualitas dan terintegrasi dapat terwujud guna mendukung
pembangunan daerah yang akurat dan terpercaya. Integrasi kedua kegiatan ini di bawah
koordinasi Bidang Statistik menjadi langkah nyata untuk memastikan target IPS 2,0
tercapai dan sistem statistik nasional yang handal serta efisien dapat terbentuk di Sulawesi
Tengah

ET IR
b _
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Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja terutama terlihat pada bidang
keamanan informasi dan komunikasi publik, sementara bidang SPBE memerlukan
penguatan konsistensi implementasi dan penyesuaian terhadap kebijakan nasional
transisi Pemerintah Digital. Adapun bidang statistik sektoral masih memerlukan
percepatan peningkatan tata kelola dan kapasitas SDM agar target jangka menengah
dapat tercapai secara optimal.

3.1.f Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

Dalam hal evaluasi kinerja, perlu disertakan juga tingkat efisiensi
anggaran dan realisasi anggaran. Analisis efisiensi dilakukan untuk
mendapatkan gambaran tingkat efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan nilai
output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu untuk pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditunjukkan oleh tabel sebagai
berikut :

Tabel Tingkat Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025

Terwujudnya Tata 360

Kelola
Penyelenggaraan 2,00 - R
1 SPBE 8.553.794.250,00 8.385.530.100 98,03% -98,03%
(Pemerintah 3,00 - -

Digital) yang
Berkualitas 3,50 B
Terwujudnya
Provinsi Sulawesi o o o
Tengah Yang 64,00 50,68 79,19% 8.278.274.765,00 8.226.384.927,00 99,37% -20,18%
Informatif
Meningkatnya
Kualitas
Persandian dan
Keamanan
informasi
Pemerintah
Provinsi Sulawesi
tengah

400,00 570 142,50% 297.435.500 291.985.200 98,17% 44,33%
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Meningkatnya
Pengelolaan dan
Layanan Statistik
Sektoral dan data
4 | Geospasial dalam 2,00 1,77 88,50% 252.212.700,00 246.976.169 97,92% -9,42%
Rangka
Penyelenggraaan
Pemerintah
Daerah

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja
(%) dengan serapan anggaran (%). Tingkat efisiensi dihitung dari selisih capaian
kinerja terhadap serapan anggaran. Nilai positif menunjukkan efisiensi (output lebih
tinggi dibanding serapan anggaran), sedangkan nilai negatif menunjukkan kurang

efisien (serapan anggaran lebih tinggi dibanding capaian kinerja).

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE (Pemerintah Digital)

yang Berkualitas

« Realisasi Anggaran: Rp8.385.530.100 dari target Rp8.553.794.250 — Serapan
Anggaran: 98,03%

o Capaian Kinerja: tidak dilakukan penilaian eksternal tahun 2025 (transisi ke
Pemerintah Digital)

« Tingkat Efisiensi: secara perhitungan administratif tercatat negatif (-0,980329)

Analisis

Pada tahun 2025, capaian indikator SPBE tidak dilakukan penilaian oleh KemenPANRB
karena Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dalam lokus evaluasi nasional pada
masa transisi menuju Pemerintah Digital. Namun demikian, anggaran tetap terealisasi
sebesar 98,03%. Secara administratif, nilai efisiensi tampak negatif karena tidak terdapat
capaian indikator yang dapat dibandingkan secara kuantitatif. Namun secara substantif,
anggaran tersebut digunakan untuk:

e Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur SPBE,
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e Penguatan tata kelola dan arsitektur sistem,

» Integrasi aplikasi dan jaringan intra pemerintah.

Dengan aktivitas yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Melakukan Collocation Server

- Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Nama Domain pada Kementerian Komdigi

- Pendataan Wilayah dan Desa Blankspot

- Penyusunan Kebijakan Percepatan Wilayah Blankspot melalui program Berani
Berdering

- Penyusunan Dokumen Peta Rencana dan Arsitktur SPBE Pemrov Sulteng

- Penguatan Inftrastruktur Jaringan Intra Pemerintah melalui Ducting Fiber Optik

- Melakukan pengawasan terhadap aplikasi khusus yang di bangun oleh Perangkat
Daerah

Dengan demikian, meskipun secara numerik terlihat kurang efisien, secara kebijakan

penggunaan anggaran tetap relevan sebagai bentuk keberlanjutan transformasi digital

daerah.

Sasaran : Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif

e Realisasi Anggaran: Rp8.226.384.927 dari target Rp8.278.274.765 — Serapan

Anggaran: 99,37%

e Capaian Kinerja (I-PIKP): 79,19%

e Tingkat Efisiensi: -0,2018
Analisis
Pada Tahun 2025, realisasi anggaran untuk mendukung sasaran ini mencapai
Rp8.226.384.927 dari pagu Rp8.278.274.765, dengan tingkat serapan sebesar 99,37%.
Angka ini menunjukkan bahwa secara administratif dan keuangan, pelaksanaan program
dan kegiatan berjalan sangat optimal serta hampir seluruh anggaran dapat dimanfaatkan.
Namun demikian, capaian kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik (I-PIKP) tercatat sebesar 79,19%, yang berarti belum mencapai target kinerja
yang ditetapkan. Perbedaan antara tingginya serapan anggaran dan capaian kinerja

yang belum optimal tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -20,18, yang
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secara perhitungan menunjukkan ketidakseimbangan antara input anggaran dan output

kinerja.

Secara substantif, kondisi ini dapat mengindikasikan beberapa hal:

1. Program dan kegiatan komunikasi publik telah terlaksana secara fisik dan
administratif, namun dampaknya terhadap peningkatan indeks belum maksimal.

2. Masih terdapat aspek penilaian I-PIKP yang belum terpenuhi secara optimal, seperti
kualitas diseminasi informasi, efektivitas pengelolaan opini publik, partisipasi
masyarakat, atau tata kelola data komunikasi publik.

3. Metode pengukuran indeks yang berbasis persepsi dan kualitas tata kelola
memungkinkan adanya gap antara pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi
indikator.

Dengan demikian, meskipun dari sisi penyerapan anggaran menunjukkan kinerja yang

sangat baik (99,37%), diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas program

komunikasi publik agar belanja yang tinggi dapat berbanding lurus dengan peningkatan
nilai indeks. Ke depan, Dinas akan melakukan strategi dengan fokus pada peningkatan
kualitas konten informasi, penguatan peran PPID, optimalisasi kanal digital, serta
pengukuran dampak komunikasi secara lebih terarah agar efisiensi kinerja dapat

membaik.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah

e Realisasi Anggaran: Rp291.985.200 dari target Rp297.435.500 — Serapan
Anggaran: 98,17%

e Capaian Kinerja (Indeks KAMI): 142,5%

e Tingkat Efisiensi: +0,44

Analisis

Sasaran ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Dengan serapan anggaran 98,17%,

capaian kinerja justru mencapai 142,5% (melampaui target). Nilai efisiensi positif (+0,44)

menunjukkan bahwa output yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat

serapan anggaran. Hal ini mencerminkan Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
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ada, Efektivitas peningkatan kapasitas SDM, Pemanfaatan peralatan persandian secara

maksimal serta perbaikan tata kelola keamanan informasi tanpa memerlukan tambahan

anggaran signifikan.

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral dan Data

Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e Realisasi Anggaran: Rp246.976.169 dari target Rp252.212.700 — Serapan
Anggaran: 97,92%

e Capaian Kinerja (IPS): 88,5%

e Tingkat Efisiensi: -0,094238

Analisis

Serapan anggaran cukup tinggi (97,92%), namun capaian kinerja hanya 88,5%. Nilai

efisiensi negatif (-0,094238) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum

sepenuhnya menghasilkan output yang optimal.

Hal ini mengindikasikan bahwa:

e Intervensi program belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan indeks;

e Penguatan kapasitas SDM statistik belum signifikan;

e Koordinasi Satu Data belum berjalan maksimal;

o Efektivitas kegiatan perlu ditingkatkan.

Sasaran ini memerlukan evaluasi terhadap desain program agar serapan anggaran

dapat berbanding lurus dengan peningkatan indeks statistik.

IKU Serapan Capaian Kinerja || Tingkat Efisiensi Kategori
Anggaran
. Tidak dinilai Negatif Perlu penyesuaian
0
SPBE/Pemdi 98,03% (transisi) administratif indikator
‘IPIKP H99,37% H98,58% HHampir seimbang HEfektif ‘
Keamanap 98,17% 142,5% Positif tinggi Sangat efisien
Informasi
‘IPS H97,92% H88,5% HNegatif moderat HPerlu optimalisasi ‘
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3.1.g Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi
Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2025
melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel Capaian Realisasi Kinerja/Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN

K (PERGESERAN) Rp K Rp K Rp

29.316.931.538,80 26.715.951.685,00

PROGRAM Meningkatnya
PENUNJANG URUSAN Kualitas Tata

PEMERINTAHAN Kelola e efognast
Birokrasi

DAERAH PROVINSI Pemerintahan a o q 11.935.214.323,80 9.565.075.289,00
Diskominfosantik
pada Perangkat

Daerah

Perencanaan, Tersedianya
Jumlah Laporan
Penganggaran, dan Laporan .
PN . Peningkatan
Evaluasi Kinerja Peningkatan Akuntabilit. L 1 98,80%
Perangkat Daerah akuntabilitas umiabuiitas aporan 242.224.150,00 1 239.314.298 100% onre
I Kinerja Perangkat
kinerja perangkat
Daerah
daerah
Administrasi Keuangan Tersedianya Jumlah Laporan
Perangkat Daerah Laporan .
. Peningkatan
Peningkatan Kualitas
i 0 9
kualitas administrasi Laporan 1 7.728.233.363,23 1 5.441.290.911 100% | 7041%
administrasi
keuangan keuangan
kat daerah
perangkat daerah perangat caera
Administrasi Barang Tersedianya
Milik Daerah pada Laporan Jumlah Laporan
Perangkat Daerah Peningkatan Peningkatan
kualitas kualitas
administrasi, administrasi, o o
pemanfaatan dan pemanfaatan dan Laporan 1 35.790.000,00 1 30.547.240 100% 85,35%
pengelolaan pengelolaan barang
barang milik milik daerah pada
daerah pada perangkat daerah
perangkat daerah
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No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET KINERJA REALISASI CAPAIAN
K (PERGESERAN) Rp K Rp K Rp
Administrasi
Kepegawaian Perangkat Tersedianya Jumlah Laporan
Daerah Laporan Peningkatan
Peningkatan Kkualitas
kualitas .. . Indeks 1 100% 99,85%
administrasi administrasi 205.770.000,00 1 205.470.985 ° (At
kepegawaian pada kepegawaian pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Umum Tersedianya
Perangkat Daerah Laporan Jumlah Laporan
Peningkatan Peningkatan kualitas
kualitas admingistrasi umum Laporan 1 4 4 100% 97,77%
administrasi umum d 815.438.906,57 1 797.274.346
N di Perangkat Daerah
di Perangkat
Daerah
Tersedianya
Laporan
Peningkatan ‘;umlahkLapo;anl.
Pengadaan Barang Milik kualitas pengadaan cmn% am: ualitas
. s pengadaan barang o o
Daeral} Penunjang Urusan g:?::ﬁ :::::,l:( milik daerah untuk Laporan 1 728.500.060,00 1,00 727.623.141,00 100% 99,88%
Pemerintah Daerah mendukung urusan
mendukung urusan .
. pemerintahan daerah
pemerintahan
daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya
Penunjang Urusan Laporan Jumlah Laporan
Pemerintahan Daerah Peningkatan Peningkatan
ketersediaan jasa Kketersediaan jasa Laporan 1 44 100% 96,35%
penunjang urusan penunjang urusan 1276.739.8 1 1.230.170.084
pemerintahan pemerintahan daerah
daerah
Pemeliharaan Barang Tersedianya
Milik Daerah Penunjang Laporan
. Peningkatan Jumlah Laporan
Urusan Pemerintahan " . .
D h kualitas Peningkatan kualitas
aeral " -
pemeliharaan pemeliharaan barang o o
barang milik milik daerah Laporan 1 902.518.000,00 1 893.384.284 100% 98,99%
daerah penunjang penunjang urusan
urusan pemerintahan daerah
pemerintahan
daerah
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PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Provinsi

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA

Meningkatnya
Jangkauan Dan
Kualitas
Komunikasi
Publik
Pemerintah
Daerah

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Aplikasi
Informatika

Persentase
Masyarakat Yang
Menjadi Sasaran
Penyebaran
Informasi Publik,
Mengetahui
Kebijakan Dan
Program Prioritas
Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah Dokumen
Peningkatan
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Daerah Provinsi

Peningkatan
Implementasi
Inovasi Provinsi
Cerdas

Nilai Tingkat
Kematangan
Pembangunan
Aplikasi SPBE Di
Pemerintah
Provinsi

Persen

Dokumen

Persen

dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

8.278.274.765,00

8.278.274.765,00

8.553.794.250,00

8.226.384.927

8.226.384.927

8.385.530.100

100% 99,37%
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No PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET KINERJA

REALISASI

CAPAIAN

Nilai tingkat
kematangan
penggunaan Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah

Nilai Tingkat
Kematangan
Layanan Jaringan
Intra Pemerintah
Provinsi

K (PERGESERAN) Rp

Rp

Rp

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Tercapainya
Kolaborasi,
Integrasi, Dan
Standardisasi
Dalam
Penyelenggaraan
Sistem Statistik
Nasional (SSN)

Persentase
Organisasi
Perangkat Daerah
Yang Menggunakan
Data Statistik
Dalam Menyusun
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (%)
Persentase OPD
Yang Menggunakan
Data Statistik
Dalam Melakukan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah

Persen

Persen

252.212.700,00

246.976.169

Tersedianya
Pengelolaan Nama Laporan Jumlah Laporan
Domain yang Telah Peningkatan Peningkatan
ditetapkan oleh Pengelolaan Pengelolaan Nama
. . . o o
Pemer.mla.h I?usat dan Sub Nama Domain ) Doma1n dan Sub Laporan 1 105.226.000,00 101.577.783 100% 96,53%
Domain di Lingkup dan Sub Domain Domain
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Provinsi Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
P lolaan E- Tersedi
engelolaan E- ersedianya Jumlah Laporan
government di Lingkup Laporan .
. . Koordinasi dan
Pemerintah Daerah Peningkatan .
P L. Evaluasi
Provinsi Koordinasi dan Kematangan
5 0, 0,
Evaluasi Pembangunan Laporan 1 8.448.568.250,00 8.283.952.317 100% | 98,05%
Pembangunan Aplikasi SPBE
Aplikasi SPBE di L
. Pemerintah
Pemerintah P
P Provinsi
Provinsi

97,92%

Data Statistik
dalam Evaluasi
pembangunan
daerah

Evaluasi
pembangunan
daerah

Penyelenggaraan Statistik Tersedianya
Sektoral di Lingkup Laporan Jumlah Laporan
Daerah Provinsi Peningkatan Peningkatan
Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data
Statistik Statistik Perangkat
Perangkat Daerah Daerah dalam ¢ Laporan 1 252.212.700,00 246.976.169 100% 97.92%
dalam Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan daerah
daerah
Tersedianya
Laporan Jumlah Laporan
Peningkatan OPD Peningkatan OPD
yang yang menggunakan
menggunakan Data Statistik dalam laporan 1 100%
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PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET KINERJA

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM

PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK

PENGAMANAN
INFORMASI

Meningkatnya
Keamanan Siber
Dan Sandi
Lingkungan
Pemerintah
Daerah

Persentase Tingkat
Kematangan

Keamanan Siber
dan Sandi
Pemerintah Daerah

Persen

K (PERGESERAN) Rp

297.435.500

Rp

291.985.200

Rp

Tabel

Penyelenggaraan Tersedianya
Persandian untuk Laporan
Pengamanan Informasi Peningkatan Jumlah Laporan
Pemerintah Daerah Kematangan Peningkatan
Provinsi Keamanar.\ Siber Keamanar.\ Siber Laporan 1 275.919.500,00 271.111.200 100% 98,26%
dan Sandi dan Sandi
Lingkungan Pemerintah Daerah
Pemerintah
Daerah
Penetapan Pola Tersedianya
Hubungan Komunikasi Laporan Jumlah Laporan
Sandi antar P kat Peningl Peningkatan
Daerah Provinsi Penetapan Pola Penetapan Pola
Hubunsan ) Hubunsan ) ) Laporan 1 21.516.000,00 20.874.000 100% 97,02%
Komunikasi Komunikasi Sandi
Sandi antar antar Perangkat
Perangkat Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
JUMLAH 29.316.931.538,80 26.715.951.685,00 91,13%

Capaian Realisasi

Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025

menggambarkan keterkaitan langsung antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan
pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Tabel tersebut memuat informasi
mengenai realisasi fisik, realisasi keuangan, sisa anggaran, serta permasalahan dan tindak
lanjut yang dilakukan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025
menunjukkan tingkat capaian fisik yang tinggi disertai dengan serapan anggaran yang
relatif optimal, sehingga mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan.

Untuk mencapai Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE
(Pemerintah Digital) yang Berkualitas”, didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan
Rp8.553.794.250,00, yang

Rp8.385.530.100,00 atau mencapai 98,03%. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa

total anggaran  sebesar terealisasi  sebesar
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hampir seluruh alokasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung penguatan tata
kelola, infrastruktur, serta integrasi sistem SPBE.
Sasaran “Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang Informatif’ didukung oleh 1
program dan 1 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp8.278.274.765,00, yang
terealisasi sebesar Rp8.226.384.927,00 atau mencapai 99,37%. Tingginya tingkat serapan
anggaran ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi publik, diseminasi informasi, dan
penguatan keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara optimal dari sisi keuangan.
Sasaran “Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah” didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan dengan total
kebutuhan anggaran sebesar Rp297.435.500,00, vyang terealisasi sebesar
Rp291.985.200,00 atau dengan tingkat capaian 98,17%. Hal ini menunjukkan komitmen
yang kuat dalam penguatan sistem keamanan informasi dan persandian daerah.
Sementara itu, Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral
dan Data Geospasial dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
didukung oleh 2 program dan 2 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar
Rp252.212.700,00, yang terealisasi sebesar Rp246.976.169,00 atau mencapai 97,92%.
Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan statistik
sektoral telah terlaksana secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan kualitas
output agar sejalan dengan target kinerja yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran pada seluruh sasaran strategis
berada pada kisaran di atas 97%, yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang
baik dan pelaksanaan kegiatan yang konsisten dengan perencanaan Tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah memiliki total anggaran sebesar Rp.

29.316.931.538,- Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

114



SISA

APAI
PROGRAM/KEGI SASARAN INDIKATOR SATU PAGU REALISASI C ANGGAR
ATAN AN AN
AN
Rp Rp Rp Rp
TOTAL 29.316.931.538,  26.715.951.685, 2.600.979.85
80 (1] 3,80
PROGRAM Meningkatn
PENUNJANG ya Kualitas Indeks
URUSAN Tata Kelola Reformasi
PEMERINTAHAN Pemerintaha  Birokrasi Indeks 11.935.214.323, 9.565.075.289,0 2.370.139.03
DAERAH n pada Diskominfos 80 1] 4,80
PROVINSI Perangkat antik
Daerah
Perencanaan, Tersedianya | Jymlah
Penganggaran, Laporan Laporan
dan Evaluasi Peningkatan | peningkatan L
Kinerja Perangkat akuntabilita Akuntabilitas apora 98,80%
Daerah s kinerja Kinerja n 242.224.150,00 239.314.298 2.909.852,00
perangkat Perangkat
daerah Daerah
Administrasi Tersedianya | Jumlah
Keuangan Laporan Laporan
Perangkat Daerah | Peningkatan | Peningkatan
kualitas kualitas Lapora
.728.233. 2 70,419 2.286.942.4
administrasi | administrasi n Z 728.233.363, 5.441.290.911 041% 82 Z 3 5
keuangan keuangan ”
perangkat perangkat
daerah daerah
Admmlstr.a'm Tersedianya Jumlah
Barang Milik Laporan Laporan
Daerah pada Peningkatan P
. Peningkatan
Perangkat Daerah | kualitas .
. . . | kualitas
administrasi .. .
administrasi,
! pemanfaatan Lapora o
g::a“faatan dan n 35.790.000,00 30547240 | 5% | 5.242.760,00
engelolaan pengelolaan
pengeiotaan | i rang milik
barang milik
daerah pada
daerah pada
perangkat
perangkat daerah
daerah
Administrasi Jumlah
. Tersedianya
Kepegawaian L Laporan
aporan .
Perangkat Daerah Peningkatan Peningkatan
kualitas kualitas
administrasi administrasi Indeks 99,85%
. 205.770. 205.470. 299.015,
kepegawaian | kepegawaian 05.770.000,00 05.470.985 99.015,00
pada pada
Perangkat
Daerah Perangkat
Daerah
Administrasi Tersedianya | Jumlah
Umum Perangkat Laporan Laporan
Daerah Peningkatan Peningkatan Lapora o
18.164.560,
kualitas kualitas n 815.438.906,57 797.274.346 97.77% 8.164.560,5
administrasi administrasi 7
umum di umum di
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SISA

PROGRAM/KEGI AT APAI
OGRAM/KEG SASARAN INDIKATOR SATU PAGU REALISASI C ANGGAR
ATAN AN AN
AN
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Tersedianya Jumlah
Laporan Laporan
Peningkatan Peningkatan
Pe.n.gadaan Barang | yyjitas kualitas
Milik Daerah pengadaan pengadaan Lapora
Penunjang Urusan | barang milik | barang milik 99,88%
Pemerintah daerah untuk | daerah untuk n 728.500.060,00 727.623.141,00 876.919,00
Daerah mendukung mendukung
urusan urusan
pemerintaha pemerintahan
n daerah daerah
Penyediaan Jasa .
Penunjang Urusan Tersedianya Jumlah
Pemerintahan Laporan Laporan
€ Peningkatan Peningkatan
Daerah ketersediaan | ketersediaan Lapora
jasa jasa 96,35% | 46.569.760,0
penunjang penunjang n 1.276.739.844 1.230.170.084 0
urusan urusan
pemerintaha pemerintahan
n daerah daerah
Pemeliharaan .
Barang Milik Tersedianya Jumlah
D h Penunian Laporan Laporan
aerah Tenunjang Peningkatan Peningkatan
Urusan kualitas kualitas
Pemerintahan pemeliharaan | pemeliharaan Lapora
barang milik barang milik 98,99%
Daerah daearg | gt i n | 902518.000,00 | 893.384.284 ° | 9.133.716,00
penunjang penunjang
urusan urusan
pemerintaha pemerintahan
n daerah daerah

PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
PUBLIK

Meningkatn
ya
Jangkauan
Dan
Kualitas
Komunikasi
Publik
Pemerintah
Daerah

Persentase
Masyarakat
Yang
Menjadi
Sasaran
Penyebaran
Informasi
Publik,
Mengetahui
Kebijakan
Dan Program
Prioritas
Pemerintah
Dan
Pemerintah
Daerah
Provinsi

8.278.274.765,0
0

8.226.384.927

51.889.838,0
0
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N | PROGRAM/KEGI

SATU

CAPAI

SISA

o ATAN SASARAN  INDIKATOR AN PAGU REALISASI AN ANGGAR
AN
Pengelolaan Jumlah
Informasi dan Dokumen
Komunikasi Peningkatan
Publik Pemerintah Pengelolaan
Daerah Provinsi Informasi Dokum
dan en 8.278.274.765,0 8.226.384.927 99,37% | 51.889.838,0
S 0 0
Komunikasi
Publik
Daerah
Provinsi
PROGRAM Meningkatn  Peningkatan
PENGELOLAAN ya Kualitas Implementasi
APLIKASI Pengelolaan Inovasi Persen  8.553.794.250,0
INFORMATIKA Aplikasi Provinsi
Informatika  Cerdas
Nilai Tingkat
Kematangan
Pembanguna
n Aplikasi #DIV/0!
SPBE Di
Pemerintah
Provinsi
Nilai tingkat
kematangan
penggunaan
Sistem #DIV/0!
Penghubung
Layanan
Pemerintah
Nilai Tingkat
Kematangan
Layanan #DIV/0!
Jaringan Intra
Pemerintah
Provinsi
Tersedianya | Jumlah
Pengelolaan Nama | Laporan Laporan
Domain yang Peningkatan | Peningkatan
Telah ditetapkan Pengelolaan | Pengelolaan
oleh Pemerintah N ama. N ama. Lapora
Pusat dan Sub Domain dan | Domain dan n | 10522600000 | 101577783 | ®%3% | 3.648217,00
Domain di Sub Domain | Sub Domain
Lingkup Penyelengga | Penyelenggar
Pemerintah raan aan
Daerah Provinsi Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Pengelolaan E- Tersedianya | Jumlah
government di Laporan Laporan
Lingkup Peningkatan | Koordinasi
Pemerintah Koordinasi dan Evaluasi Lapora o
Daerah Provinsi dan Evaluasi | Kematangan n 3‘448'568'250'0 8.283.952.317 98,05% 164'6; g 933,
Pembangun | Pembanguna
an Aplikasi n Aplikasi
SPBE di SPBE
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SISA

#DIV/0!

D e EE SASARAN INDIKATOR e PAGU REALISASI S ANGGAR
() ATAN AN AN
AN
Pemerintah Pemerintah
Provinsi Provinsi

PROGRAM Tercapainya  Persentase
PENYELENGGAR Kolaborasi, Organisasi
AAN STATISTIK  Integrasi, Perangkat
SEKTORAL Dan Daerah Yang
Standardisas Menggunaka
i Dalam n Data
P 97,92%  5.236.531,0
Penyelengga Statistik CISeM 25221270000  246.976.169 ° ;
raan Sistem Dalam
Statistik Menyusun
Nasional Perencanaan
Pembanguna
n Daerah (%)
Persentase
OPD Yang
Menggunaka
n Data
Statistile Persen #DIV/O!
Dalam
Melakukan
Evaluasi
Pembanguna
n Daerah
Penyelenggaraan Tersedianya
Statistik Sektoral Laporan {uml:hn
di Lingkup Peningkatan apf) a
- Peningkatan
Daerah Provinsi Pemanfaatan
Pemanfaatan
Data -
Statistik Data Statistik Lapora
97,929 5.236.531,0
Perangkat | Leranskat n 252.212.700,00 | 246.976.169 % 0
Daerah
Daerah
dalam
dalam
Perencanaan
Perencanaan
Pembanguna
Pembangun
n daerah
an daerah
Tersedianya | Jumlah
Laporan Laporan
Peningkatan | Peningkatan
OPD yang OPD yang
menggunaka | menggunaka
n Data n Data laporan #DIV/0!
Statistik Statistik
dalam dalam
Evaluasi Evaluasi
pembangun | pembanguna
an daerah n daerah
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PROGRAM/KEGI
ATAN

SASARAN

INDIKATOR

SATU
AN

PAGU

REALISASI

CAPAI
AN

#DIV/0!

SISA
ANGGAR
AN

PROGRAM Meningkatn  Persentase
PENYELENGGAR ya Tingkat
AAN Keamanan Kematangan
PERSANDIAN Siber Dan Keamanan Persen
UNTUK Sandi Siber dan 297.435.500 291.985.200 5.450.300,00
PENGAMANAN Lingkungan  Sandi
INFORMASI Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
Penyelenggaraan Tersedianya
Persandian untuk | Laporan Jumlah
Pengamanan Peningkatan | Laporan
Informasi Kematangan | Peningkatan
Pemerintah Keamanan Keamanan Lapora 98 26%
Daerah Provinsi Siber dan Siber dan n 275.919.500,00 271.111.200 ! 4.808.300,00
Sandi Sandi
Lingkungan | Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Penetapan Pola Tersedianya | Jumlah
Hubungan Laporan Laporan
Komunikasi Sandi | Peningkatan | Peningkatan
antar Perangkat Penetapan Penetapan
Daerah Provinsi Pola Pola
Hubungan Hubungan Lapora 97,02%
T T n 21.516.000,00 20.874.000 642.000,00
Komunikasi | Komunikasi
Sandi antar Sandi antar
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Provinsi Provinsi

JUMLAH

29.316.931.538,
80

26.715.951.685,
00

91,13%

2.600.979.85
3,80

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Berdasarkan data pada
Tabel Realisasi Anggaran, dapat disampaikan bahwa total pagu anggaran Tahun berjalan
Rp29.316.931.538,80, dengan Rp26.715.951.685,00 atau
mencapai 91,13%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.600.979.853,80 (8,87%).

sebesar realisasi sebesar

Secara umum, tingkat serapan anggaran sebesar 91,13% menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
. _________________________________________________________________________________________________________________________|
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Persentase ini berada dalam kategori tinggi dan mencerminkan kemampuan organisasi dalam
mengimplementasikan program dan kegiatan secara optimal.
Dari sisi capaian fisik, realisasi kegiatan mencapai 100%, yang berarti seluruh target output
program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Kesesuaian antara realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 91,13% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan
anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Dengan kata
lain, target kinerja tercapai secara penuh dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari
pagu yang tersedia.
Sisa anggaran sebesar 8,87% pada umumnya disebabkan oleh:

1. Efisiensi hasil proses pengadaan barang dan jasa;

2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan;

3. Penyesuaian volume kegiatan sesuai kebutuhan riil;

4. Penghematan belanja operasional.
Tidak terdapat permasalahan signifikan yang menghambat pelaksanaan program dan
kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian
internal telah berjalan dengan baik.
Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, capaian ini mengindikasikan bahwa prinsip value for
money telah diterapkan, yaitu:

« Ekonomis, karena pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan riil;

« Efisien, karena output tercapai dengan biaya lebih rendah dari pagu;

» Efektif, karena seluruh target kinerja terealisasi.
Namun demikian, untuk peningkatan kualitas perencanaan di tahun berikutnya, perlu dilakukan
evaluasi terhadap ketepatan estimasi anggaran agar deviasi antara pagu dan realisasi dapat
semakin diminimalkan, sehingga akurasi perencanaan semakin baik.
Dengan demikian, realisasi anggaran Tahun berjalan dapat disimpulkan berada dalam kategori
Sangat Baik, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara

optimal.
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3.3 Inovasi
Inovasi “BERANI BERDERING” dalam Mendukung Program BERANI MENYALA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi “Berani Wujudkan Sulawesi Tengah Maju

dan Berkelanjutan” serta implementasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 9 (sembilan) Program Prioritas yang
dikenal dengan Program BERANI. Salah satu program prioritas tersebut adalah Program
BERANI MENYALA, yang bertujuan menjamin ketersediaan jaringan internet bagi wilayah-
wilayah blankspot di Sulawesi Tengah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah pengampu
program tersebut sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas tersebut, Dinas Kominfosantik
menginisiasi inovasi daerah yang diberi nama BERANI BERDERING. Inovasi ini dirancang
sebagai mekanisme kebijakan untuk mengentaskan wilayah blankspot melalui skema Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa, dengan tetap memperhatikan batas
kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Secara kewenangan, Dinas Kominfosantik tidak memiliki mandat untuk membangun
langsung infrastruktur jaringan telekomunikasi skala makro (backbone atau jaringan operator),
melainkan berperan dalam aspek penyusunan kebijakan teknis, mekanisme tata kelola,
koordinasi lintas perangkat daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program.
Oleh karena itu, inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada penyusunan legalitas,
pedoman teknis, dan mekanisme pengentasan blankspot yang terstruktur dan akuntabel.
Sebagai landasan pelaksanaan inovasi tersebut, Dinas Kominfosantik menyusun Surat
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan
Khusus Program Berani Berdering. Dokumen tersebut memuat prinsip pengelolaan, kriteria
desa penerima, mekanisme pengusulan dan penyaluran bantuan, standar teknis perangkat
jaringan, standar topologi jaringan desa, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Pada Tahun 2025, Surat Keputusan Kepala Dinas dimaksud masih dalam tahap
penyempurnaan dan berstatus draft, sebagai bagian dari proses harmonisasi substansi,
penyesuaian regulasi, serta sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait sebelum ditetapkan
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secara resmi. Proses penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang
ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang operasional, serta menjamin
prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program.
Skema bantuan yang dirancang dalam inovasi BERANI BERDERING difokuskan pada tiga
komponen utama, yaitu:
= Perangkat Internet sebagai sumber;
» Perangkat penyebaran dan manajemen jaringan untuk distribusi akses internet di minimal
tiga titik layanan publik desa; serta
= Jasa penunjang berupa instalasi, pemeliharaan, dan pelatihan tenaga teknis desa.
Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses internet, tetapi juga pada
pembentukan ekosistem desa digital yang berkelanjutan, dengan kewajiban desa membentuk
tim pengelola jaringan dan memastikan keberlanjutan layanan. Dari perspektif tata kelola,
inovasi BERANI BERDERING mencerminkan inovasi kebijakan (policy innovation) dan inovasi
tata kelola (governance innovation), karena menghadirkan mekanisme intervensi digital
berbasis desa melalui skema bantuan keuangan khusus yang terstruktur, terukur, dan
melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Melalui inovasi ini, Dinas Kominfosantik
menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung percepatan pemerataan konektivitas
digital, penguatan desa cerdas (smart village), serta pembangunan berbasis konektivitas
antarwilayah dan antarsektor sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2025-2029. Ke depan, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas ditetapkan secara definitif,
inovasi BERANI BERDERING diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang mampu
mempercepat pengentasan blankspot secara sistematis dan berkelanjutan di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah.

PEMERINTAH PROVING SULAWESI TENGAH
DAS MOMUMIALL IVPORIA TICH, PEFZANDUN DA 574 27 X
A Anken s . 196 P
i ehaln  Sumrreh aite e @ ovesl O alede o i 1

T T ST VR A S TV L LT “Program BERANI BERDERING dimaksudkan untuk
CAocons “«v:.:_n;- MO SLLAVAE TIVEA mempercepat pemerataan akses komunikasi dan informasi di
seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di
oA desa-desa yang hingga kini masih tergolong blankspot, yakni
PETUMILIE TEIOOS PELACMNAAN FEMASSAN TAMTUAY KEUASOA wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
T~ maupun layanan internet, program ini tidak hanya menjadi
B L, I W rATS langkah strategis dalam menjawab kesenjangan digital yang
selama ini menjadi hambatan pembangunan, tetapi juga
sebagai upaya nyata dalam mewujudkan transformasi digital
yang inklusif”.

g el ae - -
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3.3 Penghargaan
Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah mendapat penghargaan di tingkat provinsi yakni Penilaian SAKIP
Tahun 2024 yang mana Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah mendapat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah,
menyandang predikat “A” dengan nilai 84,10 poin sekaligus menempatkan posisi
Dinas Kominfosantik pada Urutan ke-5 dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah.

R -
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Gambar Penghargaan Indeks SAKIP OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025

ini secara komprehensif menyajikan potret dedikasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam
mengawal transformasi digital daerah. Secara umum, pelaksanaan mandat
organisasi sepanjang tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan sangat baik,
yang ditunjukkan oleh pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Keberhasilan
paling signifikan terlihat pada sektor keamanan informasi, di mana Indeks
Keamanan Informasi (KAMI) mencapai angka 570 poin, melampaui target yang
ditetapkan sebesar 400 poin (capaian 142,50%). Sementara itu, pada aspek
komunikasi publik, Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)
mencatatkan angka 50,68 poin dari target 64 poin , serta pada sektor statistik
sektoral, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) mencapai 1,77 poin atau sebesar
88,50% dari target yang ditentukan.
Dari sisi akuntabilitas keuangan, DKIPS menunjukkan performa fiskal yang
sangat sehat dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan efisien. Dari total
pagu anggaran sebesar Rp17.129.504.515, realisasi belanja berhasil
dioptimalkan hingga mencapai Rp16.903.900.227 atau setara dengan 98,68%.
Tingginya daya serap ini membuktikan bahwa program-program strategis seperti
penguatan infrastruktur digital dan komunikasi publik telah dieksekusi secara
efektif tanpa mengurangi kualitas output kinerja yang dihasilkan. Momentum
keberhasilan ini semakin diperkuat dengan raihan Predikat "A" dalam Penilaian
SAKIP Tahun 2024 dengan skor 84,10 poin, yang menempatkan DKIPS pada
urutan ke-5 dari seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
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4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kinerja dan melakukan
perbaikan berkelanjutan pada periode mendatang, DKIPS merumuskan
beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Akselerasi Tata Kelola Digital: Melanjutkan penguatan domain layanan,
manajemen, dan kebijakan internal SPBE secara mandiri, meskipun terdapat
transisi kebijakan nasional menuju Pemerintah Digital, guna menjamin
kesiapan daerah dalam evaluasi nasional mendatang.

2. Optimalisasi Statistik Sektoral: Meningkatkan koordinasi Forum Satu Data
Indonesia Daerah untuk mendorong integrasi data dan kualitas metadata
statistik guna meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik ke
predikat yang lebih tinggi.

3. Penguatan Keamanan Informasi: Mempertahankan tren positif Indeks
KAMI melalui peningkatan kesadaran keamanan informasi di seluruh
perangkat daerah dan penguatan infrastruktur pengamanan sistem elektronik
secara berkala.

4. Efisiensi dan Akuntabilitas: Mempertahankan prinsip value for money
dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat
memberikan dampak maksimal bagi pelayanan informasi dan komunikasi

publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, transparan, dan berbasis digital demi kemajuan Sulawesi Tengah di
tahun-tahun berikutnya.
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Paly, 02 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

NIP‘ 19660413 199803 1 003
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama © WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP

Jabatan . Pit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan
Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama - ANWAR HAFID

Jabatan . Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami,

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi. ¥

Palu, s September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBER ’:MWESI TENGAH Pit. KEPALA DINAS KOMUNKASI, INFORMATIKA,

NIP. 19820802 200112 1 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

o A LN

Provinsi

i INDIKATCR KINERJA
NO | SASARAN STRATEGIS TARGET
. | UTAMA
1. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan | Domain Layanan SPBE 3,60 Poin
SPBE yang Berkualitas Domain Manajemen SPBE | 2,00 Poin
Domain Tata Kelola SPBE | 3,00 Poin
Domain Kebijakan Internal | 3,50 Poin
SPBE
2. | Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah Indeks Pengelolaan 64
Yang Informatif Informasi dan Komunikasi Indeks
Publik (I-PIKP)
3. | Meningkatnya Kualitas Persandian dan Indeks Keamanan 400
Keamanan informasi Pemerintah Provinsi Informasi (Indeks KAMI) Indeks
| Sulawesi tengah
4. | Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan | Indeks Pembangunan 2,00
Statistik Sektoral dan data Geospasial - Statistik (IPS) Indeks
dalam Rangka Penyelenggraaan
Pemerintah Daerah __J
PROGRAM ANGGARAN KET
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 11,360,398,974.28 APBD

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Rp  7,782,90425000 APBD
Rp  8,261,846900.00 APBD

Rp.  252,212,700.00 APBD
Rp.  207,435500.00 APBD

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi

PIHAK KEDUA

Palu, 15 September 2025
PIHAK PERTAMA




SULAWES! TENGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP., MAP
Jabatan - Pit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . H.RUSDY MASTURA
Jabatan . Gubemnur Provinsi Sulawes: Tengah

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjan)i akan ;

I. Mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yvang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Kceberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembanguan (¢-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Jomuari 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
'R SULAWESI TENGAH Plit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATI

PERSANDIAN DAN ATATISTISK
PROXINSI SULAWESI TENGAH

Nip. 19820802 200112 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI

SULAWESI TENGAH
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
() 2) &) @)
Meningkatnya kualtas Sistem .
1 Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3.15 Indeks
2 |y o1 Sulawest Tengah |, joys Keterbukaan Informasi Publik 83 Indeks
Meningkatnya Kuaktas persandian dan
3 |keamanan informasi Pemerintah Provinsi |Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) 488 Poin
Sutawesi Tengah
Meningkalnya Pengebolaan dan Layanan |.. o
4 |Statistik Sektoral dalam Rangka g’:&"g‘ K""‘;‘f‘a'l'ga" Pemwiengosrsan Staleik Seldorml dan | et
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah o
No Program Anggaran Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ~ RP 12470000782  APSD
2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKAS| PUBLIK Re ITTSABT00:  APRD
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIH
3 lNFORMATIKANG Rp 4.919.594.350 APBD
4 g?f\)gsl "T",K“' g:mc& v Rp 451.830.100 APBD
5 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN Rp 450.000.000 APBD
INFORMASI
Jumilah Rp 21.525.814.032,00
Palu, 30 \bnuor'\ 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

RNUR SULAWESI TENGAH Plit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STAJSTIKPROVINSI

mbina Tingkat |
NIP. 19820802 200112 1 006




s PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Drs. ASWIN SAUDO.,M.Si
Jabatan 1 SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASL INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, SSTP, M.AP
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.
Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KED¥A PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASIL,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK VINSI SULAWESI TENG

S g “Pembina Tk.I ( 1VX
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PERJANJIAN KINERTA DINAS KOMUNIKASE, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN $TATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
f

TAHUN 2025
Ne. Sasarap Program Tedlkator Kinerja Target
T T = =
eninghalnya Kualitas {ata Kelola Penyelenggaraan
t |Unisan Pemerintahun Bidang Kominto, Statistik din Nilzi RB Peranpkat Daerzh 6%,50 Indeks
Persandiam
No. Sasaran Krgizlso [odikator Kinerja Target
I A
(1) 2) 3) G
I Ifienmgkatnya loualitas pecancanaan, Pengukuran, Evalusi Nilei Sakip Perangkat Daeeh 100 Poi
& Pelaparan
Murdngkatny: Kualitas Persacanaan, Pengukuras, Evaluns [Pevsentase Capaian KU Perangkat
2 3 t00 Persen
an Pelupourin Daerah
Meningkatnyu Kualitas Administrasi Ketungan Perangkac _— .
3 |Ducrab dalam penyelesaian Tindaklanjut Flasil Pemcriksaanfe roreos Lore” Realisusi APBD | 40 e,
1 E1R) IPcran_qLat aeraf
Meuvingkatnya Kualilus Admtivistrast Keuangen Perangkat  [Persenluse ITasil Tindaklanjut
4  |Dacrah dalam penyclesaian Tinduklnyjut Hesil Pemerikzaim [Rekonendasi (TLHP) BPK dan 100 Persen
{TLHP) AFIP
. : . - Persenease Dokumen Adininistrasi
5 ﬁ?dmgg-:srg;m}(;ﬂm:;s Tata Kelola Barang Milik Dacrals Burang Milik Dacrah Pada Pecanglcae| 101 Persen
o Daccah yany Saspan Ketenian
. o Indeie= Profiesiunalitas ASN .
6 |Meningkamya profesivaalisme ASN Perangkal Daeeah Pecunsical Dact ah 100 Poin
. , T Nilai hasil Survey Jmplessientasi ,
7 |Mecningkatinya profesionalisme ASN Perangkat Ducreh ASN BerAKHLAK 100 Poin
Nilai Kesnarangan Penerupan SPDE
B |Meningkolnyu Kematangan SPBE Peroighat Dacrah dan Statiatik Sekuoral pada Perangkel; 100 Poin
Daccah
. . _ Nilui Kualitas Pengelolusn Kearsipan .
¢ |Meningkamya pengaveasan kearsipan intevnal Digital P kat Dagrah Poin) 100 Poin
Meninpkalny? pelalcsenn pembangunan Zona nregritas | Nilai capaian pelakesanaan .
10 100 I'oin
(21} fpemnbangunan Z1
1 INilaJ' Pengukuran Implementasi 106 Point
Meningkatnya Kualils Prodok Hukum dan sadakianjut Refornnasi Hukum P t Dacrah
laporan pengaduan pada Penmgkat IDaersh Perscntase ‘T'iadaklanjut Laporun 100 Persen
12 Pengaduan melalui SPAN 1apor
Acstva Tata Kolala Pengod Tasa Nilai Kepatuhun Pencatazan
13 g’:‘“"fv"‘ P engodain Rarang Penpadaan Ravang/Fasa Pemeriniah | 100 Poin
rangkat Dacrah pada SPSE
Nilai Peneukura Kunlitas Peluyanin .
% Publik Perangkat Daezal) 00 Ko
Meningkatnya Kuglicas Pelayarvan Publik Pecanpkat Daceah |Nilai 1Tasil Swrvey Kepuasan
15 Masyarukut padz Aplikesi SKM 100 Poin
Teritwesyasi
16 |Meningkamya pemelibaraan barang milik daerah g;[:::hnﬁ g coilik dacrah yang 106 Pecsem




No Program Anggaran Keterangan
| [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAIIAN
DAERAH PROVINSI Rp 12.429.901.782,40 APBD
No Kegiatan Anggaran Keterangan
I |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah Rp 333.866.178 APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Rp 7.680.514.598 APBD
3 |Administrasi Barang Milik Dacrah pada Perangkat Daerah | Rp 105.450.000 APBD
4 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 148.474 850 APBD
5 |Administrasi Umum Perangkat Dacrah Rp 1.008.500.331 APBD
6 |Pengadaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan
Pemerintah Dacmi o Rp 1.002.202.540 APBD
7 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 1.414.295.186 APBD
8  |Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dacrah Rp 736.598.100 APBD
Jumlah Rp 12.429.901.782,40
No Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
| |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perungkat Dacrah
Rp 6.335.850 APBD
2 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Rp 156.780.000 APBD
3 |Evaluasi Kineja Perangkat Dacrah
Rp 170.750.328 APBD
Palu, 30 Januani 2025
SEKRETARISDINAS KOMUNIKASL INFORMATIKA,
PERSARDIAN DAN STATISTIK

NIP. 19820802 200112 1 006
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD AFFAN, ST M.eng
Jabatan : Pit. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan . Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi,

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

Pit. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNI}RASI PUBLIK

o

R 5 OHA! AF ST.M.
A B mgkal 1 ( I\Hb) Pembina ( [Via )
\IIP 198”0802 200112 1 006 NIP, 19790603 200604 1 018




PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1 (2) 3) (4)
Persentase masyarakat yang menjadi
| [Meningkatnya masyvarakat sulawesi tengah yang informatif' |sasaran penycbaran informasi publik, | 31 Persen
kebijukan dan program pemerintah
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) ‘)
; o Persentuse peningkatan dan <
| [Meningkainya Penguatan SDM Digital ¥ SDM Digital 100 Persen
e BT e poaan
P Meningkainya kepuasan masyarakal lerhadap akses dan masyarakal lerhadap akses dan 0P
kualitas informasi publik pemerintah daerah kualitas informasi publik pemenintah
Persentuse Khalayak yang terpapar
Meningkatnya kualitas informasi terkait program dan ndiraini Grkait program da
.. z : kebijakan pemenintah dacrah,
kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan ” i
e R 3 termasuk konten tematik dan agenda
3 lagenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah | . ; ; 40 Persen
: ., |prioritas nasional dalam Rencana
(antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dil) sesuai strategi : X Q¥
K ikcasi Kerja Pemenintah (antara lain: [bu
e Kota Negara, stunting. dll) scsuai
strategi komunikasi
. , g . Persentase masyarakal yang i
4 |Terlaksananya literasi digital dengan kommunitas mendapatkan literasi digital 30 Persen
> : . ey, Persentase permohonan informasi
5 :::‘l‘c':i'i‘::’:c:’;“°h°“*‘" e "‘ib‘"‘ ""’s‘ publik vang disclesaikan sesuai 100 Persen
¥ ¥ 3 g & peraturan perundang-undangan
No Program Anggaran Keterangan
1 |PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN =
KOMUNIKASI PUBLIK Rp 3274487.300 | APBD
Jumlianh Rp 3.274.487.800
No Kegiatan Anggaran Keterangan
I |Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Provinsi Rp 3.274.487.800 APBD
Palu, 30 Januari 2025
Pit. KEPAEA DINAS KOMUNKASL, INFORMATIKA, Plt. KEPALA BIDANG
PERSANDIAN PAN STATISTIK INFORMASI DA UNIKASI PUBLIK
I R
gkat 1(IV/b) Pembina ( 1V/a )
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan i KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan . Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik scperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu. 30 Januari 2025

Plt. KEPALA LUNASSRO! ASL INFORMATIKA.
PERSANDJ&IN AR 11K DAERAH PROVINSI KEPAI i CASTINFORMATIKA
: RSN NGAH

IS PRATAMA.SSTP. MLA
bina TkI(IV/b)
NIP, 19820802 200112 | 006

(. 19820802 200112 1 006




PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
) (2) (3) )
| |Meningkatnya Domain layanan SPBE Domain Layanan SPBE 3.37 Poin
2 |Meningkatnya Manajemen SPBE Domain Manajemen SPBE 2,75 Poin
3 |Meningkatnya Domain Tata Kelola SPBE Domain Tata Kelola SPBE 3.20 Poin
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
() (2) 3) (&)
3 Cdve A Aspek Penilaian Layanan
Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Administrasi g i . .
| Peamerintahan Berbasis Elektronik Admlms!msi Pemerintahan Berbasis | 3,40 Poin
Llektronik
5 |Meningkatnya Aspek Penilaian Layanan Publik Berbasis | Aspek Penilaian Layanan Publik 1.33 Poin
" |Elektronik Berbasis Elcktronik =%
3 |Meningkatnya Aspek Penilaian Pelaksanaan Audit TIK ;\Islp;c K Fanilalin Folic LA 3.00 Poin
4 |Meningkatnya Aspek Penilaian Penyelenggara SPBE Aspek Penilaian Penyelengara SPBE | 4.00 Poin
y . . . |Aspek Penilaian Perencansan "
5  |Meningkatnyva Aspek Penilaian Perencanaan Stategis SPBE Strategis SPBE 3.00 Poin
Meningkatnya Aspek Penilaian Teknologi Informasi dan  |Aspek Penilaian Teknologi [nformasi "
6 SR 1% 3,20 Poin
Komunikasi dan Komunikas)
No Program Anggaran Keterangan
1 |PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 5
INFORMATIKA Rp 4.919.594350 |  APBD
Jumluh Rp 4.919.594.350
Ne Kegiatan Anggaran Keterangan
I |Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah | Rp 124.446.000 APBD
Daerah Provinsi
2 [Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Pcr::finsi . Y Rp 4.795.148.350 APBD

Pembina T (VD)
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ANJIAN KINERJA PERUBAHAN T

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DISTYAWATY, SH,. MM
Jabatan ¢ KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Selanjumnya disebut PFHAK PERTAMA

Nama : WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan : Plit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi vang diperfukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.,

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Plt. KH’AI 1A K INIKASL INFORMATIKA,
A s DAL IS K DAERAH PROVINSI KEPALA BIDANG PERSANDIAN

/
DISTYAWMTY. SH.. t;%

: LT mgkal I{ l\’;’b) Pembina( IV/a)
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PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMU

NIKASI, INFORMATIKA,

PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) 2) @) @
I Meningkatnya skor kategori kelengkapan penerapan standar |Skor kategori kelengkapan penerapan 488 Poi
1SO 27001 1ahun 2022 standar 1SO 27001 ahun 2022 R
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
() (2) (3) 4
Persentase sistem elektronik yang
" Meningkatnya Sistem Elektronik Yang Menerapkan Prinsip [menerapkan prinsip sistem 48 Persen
Sistem Managemen Keamananan Informasi (SMKI) manajemen keamanan infromasi
(SMKI)
Presentase kualitas pola hubungan
) Meningkatnya kualitas pola hubungan komunikasi sandi komunikasi sandi (PHKS) Pada 100 P
(PHKS) Pada Pemerintah Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah |Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 2
Tengah
No Program Anggaran Keterangan
I |[PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Rp 450.000.000 APBD
Jumlah Rp 450.000.000
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1 |Penyclenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Paiarkitel Daerah Provindt Rp 408.432.000 APBD
2 |Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar
Perangkat Daerah Provinsi Rp 41.568.000 APBD
Palu, 30 Januari 2025

oy

P

Pit. KEPA NASHROMUNIKASL, INFORMATIKA,
/.{/\ RS :"m\\‘

73 STATISTIK
4.& v
< ..,. TNSOR

" ‘ESITENGAH

3 'naﬁngkml( )
NIP, 19820802 200112 1 006

KEPALA BIDANG PERSANDIAN

PBprof{

DISTYAWATY, SH. MM
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Dra. NUR ELI
Jabatan : Pl KEPALA BIDANG STATISTIK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ¢ WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
Jabatan ¢ Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperfukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kincrja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

Plt. KEPALA BIDANG STATISTIK

%

Dra. NUR ELI
Pembina ( 1V/a)
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PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 19820802 200112 1 006

TAHUN 2025
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
“
( 2) 3) (4)

1 |Meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |Indeks Pembangunan Statistik (1PS) 2,00 Poin
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
() (2) 3) 4

! ' : STy Persentase kualitas SDM pengelola
| :::‘;‘am’ “3’:8‘?:' i‘:d": p‘;‘;ﬁ: :::’mi"'“"‘ data pengelola data statistik sektoral | 100 Persen
$rr o dan geospasial pada perangkat daerah
: a0 ¢ Persentase cakupan informasi/data
w y /,
b Mc:mngmtrl\i)n a;:lkupan kc'(efsc:l;aan informasi/data geospasial. lingkup pemeriniah 100 Persen
Srospe Pl daerah yang tersedia
. . e . ’ . |Persentase publikasi data pada portal
3 |Meningkatnya publikasi data pada portal satu data indonesia e 100 Persen
: i : . ., |Persentase cakupan informasi/data
‘ ormasi/
4 :::zlgh?:g: cakupin n:zh“;:g:;n buf Wdsta imiotik statistik sektoral lingkup pemerintah | 100 Persen
e daerah vang tersedia
No Program Anggaran Keterangan
1 |PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL Rp 451.830.100 APBD
Jumlah Rp 451.830.100
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pmy.elc.nggaman Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Rp 451.830.100 APBD
Provinsi
Palu, 30 Januan 2025

Plt. KEFALA BIDANG STATISTIK

m

Dra. NURELI

Pembina { IV/a)

NIP. 19670506 198603 2 002
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ins :

Nama : REGGY HARIANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA

Nama ¢ Drs. ASWIN SAUDO, M. Si
Jabatan . SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, sclanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA hcqanp akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja [ersebut menjadi tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenan
penghargaan dan sanksi,

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januan 2025,

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januars 2025

KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN KEPAGAWAIAN DAN
UMUM

/ . ‘ L‘//
REGGY HARIANTO, S.Sos

) Penata Tkl ( [T1/d)
NIF 197 30")5 199203 1 8 NIP_ 19710716 199102 1 001




PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMINIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STA1ISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

No, Sasaran Indikator Target
(L} {2) 3 {4)
. Indeks Profesionalitas ASN .
oo
1 |Mcoioghataya profesionalisme ASN Pernugkat Dacrah Perangkat Dacrak 100 Poin
. . - Twoloh datas Kualigkasi, Konpetcaei,
Tf:c}:pf;lalmmdaIaKnahﬁkasr. kompstensi, kincrja dan kirerjn dan disiplin ASN yang 2 Laporzn
disiplin ASN
tesupdale
' . jumlah Laporan Pengacduin Pukaian |
Tertaksananya Pengadaan Pakaian Dinis THiacrta AUSbutoys | pe oo 0 aribut Keleogkapan | — Laperm
vy e Junslel Data Kualifiken,
'If)rtmu:tcnyam Kunltfikss. Kommateast, Kinerja den Kempaland, Kinctja daa Disiplin & Lapora
P ASN yaog Terupdille
. Nilal hasil Survey Implemeniani -
2 |Mecioghntnya profesionslisme ASN Persighat Daerah ASN RerARHLAK 100 Pofu
: a= i .. |Sumlalk ASN yang mendapal
1‘“:\17;); &Tt?mimf;m teniang intsrmalisaal penbiosan infemidisasi vore valies 38 Drmg
' AsHiBer ASN BecAKHLAK
. . L . Jumntah ASN Yy mendapac
;or!:ii:llyi iSN tenlmy icdorvalisasi core values ASN penthi ; alizns: core valuas K0 Orang
FEARTE ASN RexAK1ILAK
Tersosialisasinys ASN tentang Persturan Pemerinth pada | Jumlah Pegawai yany neiidspas £9 Ori
Permghat Dacrah sssializasl Peraroran Pemocrinlzh ~T0g
Nilai Kemutangan Peiernpon SPBE
4  |Mevingketnys Kematanyzn $PBE Pesangkat Dacrah dan Stalistik Scktors] pada Perangkar | [00 Poin
Daeruh
Jomlzh dokuroen atsitekiue SPBE
“lersusunnyz dokurnen arsitekrur SPBE deo Rosdmap
dam Read SPRFE.
Penerwpan SPRE Parangkst Dacrah map Penerapao SPRE vang { 2 Dokumeo
tersusun
I
Tersediznya data scktore] peronghat dastoh Fumdah laporan data wektordt 3 Lapora
s ] N Nilai Yoslitas Peagelolann Kearsipun :

3 |Meningkatoyr pengawian ¥earsipan intemal Digital Perangkat Dnerzh Puin) LLY Poin
Terkelolanys a-sip dinamis Berbemtuk Fisik dan Digital Tersentses arsip dinsous Beysantuk 100 persen
Devangknt Daersh Fisik dkn 1 Hgital yang dikelola P
Terkelolanys arsip statis Peranpknt Docrah Persentase arsip stalis yang dikelola | 100 persen
Meningkatnya pelaksanasn pembnngunad Zona [ntegritas | Nilai capaian pelaksanaan .

s 1% Paio
(Z0) perobangvmin 21
“Verkampilasinya dokemen pettesuban LKE Pembangunst | Jomlah dokwmen prancwban LKL

I I Dnkunwn
A | Pembanpunan Z1 yang erkontpitasi
Jumlah Paket Peralaten dan
terexliuoiya kosnponen pecalatan dan peelengkopaa kamtor  |Perlengkapan Kunfor yang di i Taporan

ediakan




Meningietayn Kualitas Podnk Hokam den timdeddenjue

Nila: Pengukuran Toplemoenusi

1y Coi
o laporan peogeduan pala Peranglkat Dascall Rafeymasi TTukusn Perangkat Dacrah i o
‘Tersusunaya prodok bukum {Pergub, PERDA, dil) i h . 2 Produk
pemngkel duzrih Jumioh pruthsk hukon yang disusun Hulom
.. N jurnlady rakor dan konsulas: yang
aksan Al
tezl any® mpat kooshinasi dan koosultasi skpd diselenggarakan Apucus
y Moningkatnya Kuglitas Produk Liukurn dab todaldanjut Persentase i'mdaklanjut Caporan [00 Persen
Japerao pengaduan xada Berongkal Dacrah Pengaduan melalui SPAN Lapor
Persaritis# pengaduan masyarakat
Teclmguninya pangaduan masyamkaz melalui SPEN Lapor  |melalui SPAN Lapor yuoy 100 persen
ditinduklanjuti
' , . Nilai Kepatwhua Pencarstan
g Meamgkatnyl V'an Kelola Penpednan Baaang/ Jaa P fan Barng/dass b 100 Poio
Terangkaot Daersh -
padn SPSE
‘fermmbuatkannya Sistem Pepprdean Sezara Blekironik (e-  |Jumioh lapormo Sistam Poigadaso 16 Laporan
tendering, epurchasing, e-kataless, dik) Scuara Fleiteonik yang dimanfatkan il
.. Jumlal Laporat P3DN sesuai TRUN .
Terstswiya Laporan P3DN sesual 1KDN sang disuson 1 Liporam
Tereilianya Unlt Kendoraen Perornogsm Dins oo Jumlah Leyoran Peogadaan R —
Kendaraan Dinas Jabstsm Kenapaan ditsas
Tersediaaya Paket Mebel Jusalah Lasosan Paket Mebel 1 Lapouan
tekmfs:::myn komponen inzialasi listik‘pensmngsn hangbaan instalasi Jisteib? pencrzngan bangwonn| 1 1
. jurlib penpstaan baraag cotaken
t b cetian dan ) ] Lapoma
urzedianya barang, PEORRRLLA dan pengy: P
. ] . jutalah peagadaan peralatan dna
](crsedmnya pemlatim din mesin laburya in Lainmrya 1 Eapucm
. . . ) Nilai Pengukuran Kualitas Pelayuan .
¢  |Meningkntoye Kualive Pelayonen Publik Pernghat Disgah Public Peranyia Daersh 100 TPoin
Tersumunnya dokuemen kebijukan pelayanan {SP, MP,dan  [Jumlah dukunten kebijakan
R 3 Doknme=n
lapnran SKM) layanao yang disusun
. . g . - jusnleh penyedisan josa komuoikasi,
Tersedianya jasn kormumikas! sumber daya air dan listk snmbez daya sir dan airik 1 Taporan
NMilai Ha<] Survey Kepussn
10 |Meninpkatoys Kunlitas Pelayanan Muslik Peranglar Dacmh | Masyurakat pada Aplikasi SKM 106} Poiny
Terinteasi
Jumlah jeois layanan yang clivkoc
2L
Tewkumya SKM poda lsyanan Peacighat Dacrnh dengan SKM aparan
Tersusumya Iokwnen Kebijakan (30OP, SX, SF, DII) Jumnlah Dokumen Kebijukan 1D
olruoen
Peranykat Dacrah
Meamgkatnya peaicliharoan bamog milik dasralh gf‘::;'::: basatsg milik deerah ynag 100 Per=en
i . Jurnlah Peralatam kanter diot Wesin
Terpeliharanya Peralalan kastoe dan Mesio lanoya fainnys yang dipelihara 2 Lgpomn
Torpeliharanyz Keodorasn Peroramygn Hinas atawe Jumtoh Kenduruzt Perorangan Dinas
Kendarnan Dinas Jahatan ying Dipelibara, Ditayarkan Pajakjatan Kendarsan Divas Sabatan yang 4 Loporan
tleny Porizsnannva Jipelihara dan dikayurizn pajakoya
dag Prasarana Ged
Ternelibaranya Sarans dan Prasarana Gedung Kanter Jumlsh Seraon clat aedngl Logosen

Kamoe yang dipelibare




No Program Angguran Kelergnpgun
i
Adminbktrasi Kepegawnian Perangkat Daersh Rp 149,474,850 ATPRT}
2
Meogatiuan Paksia Divers Besesta Atnbui Keleopkopanava | Rp 34,500,000 APBD
? Munitoring, Fvaduusi, dan Pentlaizue Kinerja Pegawa Rp 51.125.000 APBD
4
Seeialisasi Pernturan Perundang-undangan Rp 20819.850 APBD
5 - - . .
BimFEiogan Tekois [mplemenlasi Peraturaa Perundang- Rp 42.330.000 APAD
Jundangan
6
Administrasi Umum Perangkat Dacmh Rp 1.008.500.331 APBD
Penyediwun Kompanen Instudast Lisinb Menemanyan Kp 20805574 APED
Booguoon Kaotor
A
Peoyedisan Peralatan dan Pedengkapan Kantor Rp 154,298,716 APBRD
2
Penyediaan Barang Ceralcan dan FMengeandans Rp 25.792.450 APBD
10
Penyelmpgnrasn Rapue Kakmlinzi ilm Kemsolasi SKPD Rp 107.862.340 APBD
1] .
Penga:!zan Barzop Milk Daerah Peumuniang Urosan Rp 1.002.202.840 APED
Pectermiah Daerah
12 i
Pgigadaml Kentarnan Peroraogan Dinas aten Kendoraan Rp 672 SA0.000 APBD
[dinas Jabaan
13
Pengaddasm Mebel Rp 122 350000 APBD
14
Peogadaan Pemlstan dao dMesio Lainnyn Rp AM.S1Z340 APBD
15
I'cayediaan Jasa Penunjoug Urnsan Pemerintzhan Rp L414.255.186 APED
Dnerah
16 . oo
Penyedioam fasn Komimikasi, Sumber 1Jaya Air & 1astak | Rp 403.095.186 APBD
17 .
Peoyediaan Jesa Peleyanan Uonum Kagtor Rp 1011200000 ATRD




I8 |Pemelibarann Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan
sl e Rp 736.598.100 | APED
19 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
s, " Rp 619256100 | APBD
20
Pemeliharnan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 63.750.000 APHD
21 |Pemeliharsan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
B Lainay Rp 53,392,000 APBD
Jumiah Rp 4310.071.007
Palu, 30 Januan 2025
KEPALA SUB BAGIAN
KEPAGAWAIA{\I DAN UMUM
REGGY HARIANTO, 5.508
Penata Tk 1( 11d )

N[P 19710716 199102 |1 001




PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2025
No, Sasaran Indikator Target
() (2) 3) 4
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan = 3
1 |Perangkat Dacrah dalam penyelesaian Tindaklanjut :;';:;‘::‘C’pl ':.I;‘R“:i“" 100 Persen
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Persentase Dokumen Pengusulan
2 |Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP Gaji dan Tunjangan yang 100 Persen
Ditindaklanjuti Mcnjadi SPM
Perseniase DOkumen
} . A Pertanggungjawaban yang
3 |Terverifikasinya Dokumen Pertanggungjawaban diverifikasi dan ditindaklanjuti 100 Persen
4 |Tersusunnya Laporan Keuangan Juniah Laporsn Kepengan yang 3 Laporan
& v Tersusun
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keaangan Persentase Hasll Tindaklanjut
5 |Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan 100 Persen
Hasil Pemceriksaan (FLHP) APIP
o Yo Persentase Bahan Tanggapan dan
g |Versusunnys Dokumon Bahan. Tanggapen dan Tindsk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100 Persen
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ,
(TLHP) yang tersusun
Persentase Dokumen Administrasi
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Barang Milik Dacrah Pada 100 Persen
Daerah Pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang Sesuai
Ketentuan
" Tersusunaya Dokumen Rekonsiliasi Barang Milik Daerah  |Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang '
pada SKPD Milik Daerah A

9 | Tersusunnya Laporan Barang Milik Dacrah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Doaeralf 2 Laporan

No Program Anggaran Keterangun
1 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 7.680.514.597 86 APBD
2 |Penyediaan Gaji dan Tunjungun ASN Rp 7.375.814,597.86 APBD
3 |Penvediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 283.200.000 APBD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangin Akhir A )
4 Tahun SKPD Rp 21.500,00¢ APBD
6 Administrasi Barang Milik Dacrah pada Perangkat Rp 105.450.000 APBD
Dacrah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
7 Daersh pada SKPD Rp 85.600.000 APBD
8 |Penatausahaan Barang Milik Dacrah pada SKPD Rp 19.850.000 APBD
Jumlah Rp 7.785.964.597.,86

Palu. 30 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN

w

e’ Xivi”

X Pesnbina ( 1V/a)
- 16730305 199275 1 004 NIP. 9780908 200501 2 014
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ RISNAWATY, SE.M.Si
Jabatan - KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama ¢ Drs. ASWIN SAUDO. M.Si
Jabatan . SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang di tetapkan sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target keuangan maupun fisik seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini berlaku terhitung sejak Tanggal 30 Januari 2025.

Demikian perjanjian kinerja ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

S OMUNIKASI, INFORMATIKA, . . e
R e ot st i KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
. l‘;TIK PROVINSI SULAWESI ASSET

SE..
Pembina ( IV/a)
NIP. 19780908 200501 2014




&5 4 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

o DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
panrb JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id
Nomor : B/40/PD.03/2025 08 Juli 2025
Sifat . Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal . Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah
Digital dan Pemantauan SPBE 2025
Yth.
(Daftar Penerima pada Lampiran |)
di
Tempat

Sebagai bagian dari implementasi transformasi digital pemerintah yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, maka akan dilaksanakan pemantauan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembinaan terhadap persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Digital (Pemdi). Adapun tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi, yang akan
lebih mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna
(user centric), peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta
peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.

Dalam hal ini, kegiatan Pemantauan SPBE merupakan langkah berkelanjutan dari hasil
Evaluasi SPBE Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, kami telah melakukan identifikasi
terhadap lokus berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 untuk pencapaian agenda prioritas
Pemdi serta daftar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan Indeks SPBE sebagai
indikator kinerja utama, dengan kegiatan sesuai jadwal pada Lampiran II.

Demikian kami sampaikan, bahwa pentingnya pembinaan yang terarah dan
berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kesiapan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
mendukung pembangunan nasional. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital

Pemerintah
NIP. 197907072002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital

Catatan :

* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau .
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' . | o

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. % &

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250704GQWM




Lampiran |

DAFTAR PENERIMA SURAT
Kementerian

Kepada Yth.
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,

dan Pemasyarakatan

3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

12. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia

14. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

18. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan

19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian

22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

23. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

25. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

26. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi

27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

28. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital

29. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

30. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

32. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

33. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

34. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

35. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara

36. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

37. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup

38. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal

39. Sekretaris Kementerian Koperasi



40. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kepada Yth.

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir

11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

13. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara

14. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional

15. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara

16. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Rl

18. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
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Alat Negara
Kepada Yth.

1. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Lembaga Pemerintah Lainnya
Kepada Yth.

1. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional
3. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

Sekretariat Lembaga Negara
Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat



Lembaga Non Struktural
Kepada Yth.
1. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Sekretaris Dewan Pers
Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
Sekretaris Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang
Sekretaris Komisi Informasi Pusat
Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional
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Pemerintah Provinsi
Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Riau;

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

NGO A N~

9.  Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;

10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;

13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;

17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;

18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

w
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Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;



31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;

32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;

33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;

34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;

35. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;

36. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan;

37. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;

Pemerintah Kabupaten

Kepada Yth.
1.  Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar
3.  Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
4, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
5.  Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
6.  Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
8.  Sekretaris Daerah Kabupaten Agam
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang hari
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
99.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Berau

Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel
Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes

Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
Sekretaris Daerah Kabupaten Ende

Sekretaris Daerah Kabupaten Fak-Fak
Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara



84. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana

85. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas

86. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

87. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar

88. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem

89. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

90. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo

91. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan

92. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur

93. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara

94. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

95. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri

96. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
97. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

98. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
99. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
100. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
101. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
102. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
103. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
104. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci

105. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

106. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten

107. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

108. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka

109. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

110. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
111. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
112. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
113. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

114. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

115. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

116. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

117. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang

118. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
119. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur

120. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

121. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

122. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
123. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
124. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
125. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak

126. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat

127. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong

128. Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota
129. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat

130. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
131. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur



132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin
Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuiji
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada
Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan llir
Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Sekretaris Daerah Kabupaten Pati

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran



180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang
Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi

Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan



228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244,
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo

Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una Una
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitol

Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo

Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

Pemerintah Kota

Kepada Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Ambon
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3.  Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5.  Sekretaris Daerah Kota Bandung
6.  Sekretaris Daerah Kota Banjar
7.  Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
8.  Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
9.  Sekretaris Daerah Kota Batam
10. Sekretaris Daerah Kota Batu
11. Sekretaris Daerah Kota Baubau
12. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
13. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
14. Sekretaris Daerah Kota Binjai
15. Sekretaris Daerah Kota Bitung
16. Sekretaris Daerah Kota Blitar
17. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
18. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
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Sekretaris Daerah Kota Cirebon



20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
99.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris Daerah Kota Depok
Sekretaris Daerah Kota Dumai
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
Sekretaris Daerah Kota Jambi
Sekretaris Daerah Kota Jayapura
Sekretaris Daerah Kota Kendari
Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
Sekretaris Daerah Kota Kupang
Sekretaris Daerah Kota Langsa
Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau
Sekretaris Daerah Kota Magelang
Sekretaris Daerah Kota Makassar
Sekretaris Daerah Kota Malang
Sekretaris Daerah Kota Manado
Sekretaris Daerah Kota Mataram
Sekretaris Daerah Kota Medan
Sekretaris Daerah Kota Metro
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
Sekretaris Daerah Kota Padang
Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
Sekretaris Daerah Kota Palembang
Sekretaris Daerah Kota Palopo
Sekretaris Daerah Kota Palu
Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
Sekretaris Daerah Kota Pariaman
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar
Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
Sekretaris Daerah Kota Sabang
Sekretaris Daerah Kota Salatiga
Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
Sekretaris Daerah Kota Semarang
Sekretaris Daerah Kota Serang
Sekretaris Daerah Kota Sibolga
Sekretaris Daerah Kota Singkawang
Sekretaris Daerah Kota Solok
Sekretaris Daerah Kota Sorong
Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Sekretaris Daerah Kota Tangerang



68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
Sekretaris Daerah Kota Tarakan
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
Sekretaris Daerah Kota Tegal
Sekretaris Daerah Kota Ternate
Sekretaris Daerah Kota Tomohon
Sekretaris Daerah Kota Tual
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta



Lampiran Il

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan
SPBE Tahun 2025
1. Sosialiasi Evaluasi SPBE 14 Juli 2025
2, Penilaian Mandiri 14 Juli s/d 18 Agustus 2025
3. Penilaian Dokumen 18 — 22 Agustus 2025
4, Pembinaan Pemerintah Digital 2025 Oktober s/d November 2025 (detil jadwal akan
disampaikan)
Catatan:
1) Sosialisasi Pemantauan SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan dihadiri oleh
seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda).
2) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi
https.//tauval.spbe.qo.id.
3) Penilaian Dokumen dilakukan oleh Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB.
4) Jadwal setiap tahapan evaluasi SPBE dapat diakses melalui https.//fauval.spbe.qgo.id.
5) Informasi pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025 akan kami sampaikan melalui perwakilan
narahubung masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
6) Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan
Evaluasi SPBE
a. Nugroho Arief Prasetyo (0822-4919-0828) sebagai Narahubung Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota,
b. Joshua Ariel Perkasa (0856-5101-5615) sebagai Narahubung Pemerintah Kabupaten.
7) Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital Tahun 2025,
Perwakilan IPPD dapat menghubungi Arman Kurniawan (0852-2119-8920)
Keterangan Pelaksanaan Pemantauan SPBE 2025
Pelaksanaan
No. Nama Instansi Tipe lembaga Wilayah Pemantauan
SPBE 2025
1 |Kementerian Koordinator Bidang Politik Kementerian Pusat
dan Keamanan
2 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan
3 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Perekonomian
4 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
5 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat Pemantauan
Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan
6 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Pemberdayaan Masyarakat




Pelaksanaan
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7 |Kementerian Koordinator Bidang Kementerian Pusat
Pangan
8 |Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pusat
9 |Kementerian Luar Negeri Kementerian Pusat
10 |Kementerian Pertahanan Kementerian Pusat Pemantauan
11 |Kementerian Agama Kementerian Pusat
12 |Kementerian Hukum Kementerian Pusat
13 |Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Pusat
14 |Kementerian Imigrasi dan Kementerian Pusat
Pemasyarakatan
15 |Kementerian Keuangan Kementerian Pusat
16 |Kementerian Pendidikan Dasar dan Kementerian Pusat Pemantauan
Menengah
17 |Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Kementerian Pusat Pemantauan
dan Teknologi
18 |Kementerian Kebudayaan Kementerian Pusat
19 |Kementerian Kesehatan Kementerian Pusat
20 |Kementerian Sosial Kementerian Pusat
21 |Kementerian Perindustrian Kementerian Pusat Pemantauan
22 |Kementerian Perdagangan Kementerian Pusat
23 |Kementerian Energi dan Sumber Daya Kementerian Pusat
Mineral
24 |Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pusat Pemantauan
25 |Kementerian Desa dan Pembangunan Kementerian Pusat
Daerah Tertinggal
26 |Kementerian Transmigrasi Kementerian Pusat
27 |Kementerian Perhubungan Kementerian Pusat
28 |Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Pusat Pemantauan
29 |Kementerian Pertanian Kementerian Pusat Pemantauan
30 [Kementerian Kehutanan Kementerian Pusat
31 |Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pusat
32 |Kementerian Agraria dan Tata Kementerian Pusat Pemantauan
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33 |Kementerian Perencanaan Kementerian Pusat Pemantauan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
34 |Kementerian Pendayagunaan Aparatur Kementerian Pusat Pemantauan
Negara dan Reformasi Birokrasi
35 |Kementerian Badan Usaha Milik Kementerian Pusat

Negara
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36 |Kementerian Kependudukan dan Kementerian Pusat
Pembangunan Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
37 |Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Kementerian Pusat
Pengendalian Lingkungan Hidup
38 |Kementerian Investasi dan Kementerian Pusat Pemantauan
Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM)
39 |Kementerian Koperasi Kementerian Pusat Pemantauan
40 |Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Kementerian Pusat Pemantauan
Menengah
41 |Markas Besar Kepolisian Republik Instansi Lainnya Pusat
Indonesia
42 |Arsip Nasional Republik Indonesia Lembaga Pusat Pemantauan
Pemerintah Non
Kementerian
43 |Badan Informasi Geospasial Lembaga Pusat Pemantauan
Pemerintah Non
Kementerian
44 |Badan Keamanan Laut Lembaga Pusat Pemantauan
Pemerintah Non
Kementerian
45 |Badan Kepegawaian Negara Lembaga Pusat Pemantauan
Pemerintah Non
Kementerian
46 |Badan Meteorologi, Klimatologi dan Lembaga Pusat
Geofisika Pemerintah Non
Kementerian
47 |Badan Narkotika Nasional Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
48 |Badan Nasional Penanggulangan Lembaga Pusat
Bencana Pemerintah Non
Kementerian
49 |Badan Nasional Penanggulangan Lembaga Pusat Pemantauan
Terorisme Pemerintah Non
Kementerian
50 |Badan Pengawasan Keuangan dan Lembaga Pusat Pemantauan
Pembangunan Pemerintah Non
Kementerian
51 |Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
52 |Badan Pengawas Obat dan Makanan Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
53 |Badan Pusat Statistik Lembaga Pusat

Pemerintah Non
Kementerian
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54 |Badan Siber dan Sandi Negara Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
55 |Badan Standardisasi Nasional Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
56 |Lembaga Administrasi Negara Lembaga Pusat Pemantauan
Pemerintah Non
Kementerian
57 |Lembaga Kebijakan Pengadaan Lembaga Pusat Pemantauan
Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Non
Kementerian
58 |Perpustakaan Nasional RI Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
59 |Badan Pangan Nasional Lembaga Pusat
Pemerintah Non
Kementerian
60 |Badan Riset dan Inovasi Nasional Instansi Lainnya Pusat Pemantauan
61 |Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan | Instansi Lainnya Pusat
Rakyat
62 |Sekretariat Jenderal Majelis Instansi Lainnya Pusat
Permusyawaratan Rakyat
63 |Badan Nasional Pengelola Perbatasan Lembaga Non Pusat
Struktural
64 |Badan Pengawas Pemilihan Umum Lembaga Non Pusat
Struktural
65 |Komisi Pemberantasan Korupsi Lembaga Non Pusat
Struktural
66 |Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lembaga Non Pusat Pemantauan
Umum Struktural
67 |Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Lembaga Non Pusat Pemantauan
Bumi Struktural
68 |Sekretariat Dewan Pers Lembaga Non Pusat Pemantauan
Struktural
69 |Badan Pengusahaan Batam Lembaga Non Pusat
Struktural
70 |Badan Pengusahaan Sabang Lembaga Non Pusat
Struktural
71 |Komisi informasi Pusat Lembaga Non Pusat
Struktural
72 |Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia| Lembaga Non Pusat
Struktural
73 |Pemerintah Kab. Simeulue Pemerintah Aceh
Kabupaten
74 |Pemerintah Kab. Aceh Besar Pemerintah Aceh
Kabupaten
75 |Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya Pemerintah Aceh Pemantauan

Kabupaten
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76 |Pemerintah Kab. Aceh jaya Pemerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
77 |Pemerintah Kab. Aceh Selatan Pemerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
78 |Pemerintah Kab. Aceh Tengah Pemerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
79 |pemerintah Kab. aceh utara Pemerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
80 |Pemerintah Kab. Nagan Raya Pemerintah Aceh Pemantauan
Kabupaten
81 |Pemerintah Kab. Aceh Singkil Pemerintah Aceh
Kabupaten
82 |Pemerintah Kab. Bireuen Pemerintah Aceh
Kabupaten
83 |Pemerintah Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Aceh Pemantauan
84 |Pemerintah Kota Langsa Pemerintah Kota Aceh Pemantauan
85 |Pemerintah Kota Sabang Pemerintah Kota Aceh
86 |Pemerintah Aceh Pemerintah Aceh
Provinsi
87 |Pemerintah Kab. Badung Pemerintah Bali Pemantauan
Kabupaten
88 |Pemerintah Kab. Klungkung Pemerintah Bali Pemantauan
Kabupaten
89 |Pemerintah Kab. Bangli Pemerintah Bali Pemantauan
Kabupaten
90 |Pemerintah Kab. Gianyar Pemerintah Bali
Kabupaten
91 |Pemerintah Kab. Karangasem Pemerintah Bali
Kabupaten
92 |Pemerintah Kab. Tabanan Pemerintah Bali
Kabupaten
93 |Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah Kota Bali Pemantauan
94 |Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Bali Pemantauan
Provinsi
95 |Pemerintah Kab. Pandeglang Pemerintah Banten Pemantauan
Kabupaten
96 |Pemerintah Kab. Serang Pemerintah Banten
Kabupaten
97 |Pemerintah Kota Tangerang Pemerintah Kota Banten Pemantauan
98 |Pemerintah Kota Serang Pemerintah Kota Banten Pemantauan
99 |Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pemerintah Kota Banten Pemantauan
100| Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Banten Pemantauan
Provinsi
101 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara Pemerintah Bengkulu Pemantauan

Kabupaten
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102|Pemerintah Kab. Kaur Pemerintah Bengkulu Pemantauan
Kabupaten
103 | Pemerintah Kab. Lebong Pemerintah Bengkulu Pemantauan
Kabupaten
104 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong Pemerintah Bengkulu Pemantauan
Kabupaten
105|Pemerintah Kab. Seluma Pemerintah Bengkulu Pemantauan
Kabupaten
106 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Pemerintah Bengkulu
Kabupaten
107 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah Pemerintah Bengkulu
Kabupaten
108 | Pemerintah Kota Bengkulu Pemerintah Kota Bengkulu Pemantauan
109 | Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah Bengkulu Pemantauan
Provinsi
110|Pemerintah Kab. Gorontalo Utara Pemerintah Gorontalo Pemantauan
Kabupaten
111|Pemerintah Kab. Bone Bolango Pemerintah Gorontalo Pemantauan
Kabupaten
112|Pemerintah Kota Gorontalo Pemerintah Kota Gorontalo Pemantauan
113 | Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Gorontalo Pemantauan
Provinsi
114 | Pemerintah Provinsi DK Jakarta Pemerintah Jakarta Pemantauan
Provinsi
115|Pemerintah Kab. Batang hari Pemerintah Jambi Pemantauan
Kabupaten
116 | Pemerintah Kab. Kerinci Pemerintah Jambi Pemantauan
Kabupaten
117 |Pemerintah Kab. Merangin Pemerintah Jambi Pemantauan
Kabupaten
118 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat Pemerintah Jambi
Kabupaten
119|Pemerintah Kab. Tebo Pemerintah Jambi
Kabupaten
120|Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi
121|Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Jambi Pemantauan
Provinsi
122 |Pemerintah Kab. Cianjur Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten
123 |Pemerintah Kab. Sumedang Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten
124 | Pemerintah Kab. Bekasi Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten
125|Pemerintah Kab. Bogor Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten
126 | Pemerintah Kab. Cirebon Pemerintah Jawa Barat Pemantauan

Kabupaten
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127 |Pemerintah Kab. Kuningan Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten

128 | Pemerintah Kab. Majalengka Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten

129|Pemerintah Kab. Tasikmalaya Pemerintah Jawa Barat Pemantauan
Kabupaten

130 | Pemerintah Kab. Karawang Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

131|Pemerintah Kab. Pangandaran Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

132|Pemerintah Kab. purwakarta Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

133 | Pemerintah Kab. Sukabumi Pemerintah Jawa Barat
Kabupaten

134 | Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Jawa Barat Pemantauan

135|Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Jawa Barat Pemantauan

136 | Pemerintah Kota Depok Pemerintah Kota Jawa Barat Pemantauan

137 |Pemerintah Kota Banjar Pemerintah Kota Jawa Barat

138 | Pemerintah Kota Cimahi Pemerintah Kota Jawa Barat

139 | Pemerintah Kota Cirebon Pemerintah Kota Jawa Barat

140 |Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Kota Jawa Barat

141|Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Jawa Barat Pemantauan

Provinsi

142|Pemerintah Kab. Demak Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

143 | Pemerintah Kab. Brebes Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten

144 | Pemerintah Kab. Banyumas Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

145|Pemerintah Kab. Jepara Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

146 | Pemerintah Kab. Karanganyar Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

147|Pemerintah Kab. Klaten Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

148 | Pemerintah Kab. Rembang Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

149 |Pemerintah Kab. Semarang Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten

150 | Pemerintah Kab. Banjarnegara Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten

151|Pemerintah Kab. Batang Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten

152 |Pemerintah Kab. Cilacap Pemerintah Jawa Tengah

Kabupaten
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153 | Pemerintah Kab. Grobogan Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
154 | Pemerintah Kab. Kebumen Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
155|Pemerintah Kab. Kudus Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
156 | Pemerintah Kab. Magelang Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
157 | Pemerintah Kab. Pati Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
158 | Pemerintah Kab. Pekalongan Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
159 | Pemerintah Kab. Purbalingga Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
160| Pemerintah Kab. Purworejo Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
161 |Pemerintah Kab. Sragen Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
162 |Pemerintah Kab. Sukoharjo Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
163 | Pemerintah Kab. Temanggung Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
164 | Pemerintah Kab. Wonogiri Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
165|Pemerintah Kab. Wonosobo Pemerintah Jawa Tengah
Kabupaten
166 | Pemerintah Kota Salatiga Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
167 | Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
168 | Pemerintah Kota Surakarta Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
169 | Pemerintah Kota Pekalongan Pemerintah Kota | Jawa Tengah Pemantauan
170|Pemerintah Kota Magelang Pemerintah Kota | Jawa Tengah
171|Pemerintah Kota Tegal Pemerintah Kota | Jawa Tengah
172|Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Provinsi
173 | Pemerintah Kab. Banyuwangi Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
174 | Pemerintah Kab. Sumenep Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
175|Pemerintah Kab. Blitar Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
176 | Pemerintah Kab. Gresik Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
177|Pemerintah Kab. Pacitan Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
178 | Pemerintah Kab. Pamekasan Pemerintah Jawa Timur Pemantauan

Kabupaten
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179 |Pemerintah Kab. Sampang Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
180 | Pemerintah Kab. Situbondo Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Kabupaten
181|Pemerintah Kab. Bojonegoro Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
182|Pemerintah Kab. Bondowoso Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
183 | Pemerintah Kab. Kediri Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
184 | Pemerintah Kab. Lamongan Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
185 | Pemerintah Kab. Lumajang Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
186 | Pemerintah Kab. Malang Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
187 | Pemerintah Kab. Mojokerto Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
188 | Pemerintah Kab. Nganjuk Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
189 | Pemerintah Kab. Ngawi Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
190 | Pemerintah Kab. Ponorogo Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
191|Pemerintah Kab. Sidoarjo Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
192 | Pemerintah Kab. Trenggalek Pemerintah Jawa Timur
Kabupaten
193 | Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Jawa Timur Pemantauan
194 | Pemerintah Kota Batu Pemerintah Kota Jawa Timur
195|Pemerintah Kota Blitar Pemerintah Kota Jawa Timur
196 | Pemerintah Kota Malang Pemerintah Kota Jawa Timur
197 | Pemerintah Kota Mojokerto Pemerintah Kota Jawa Timur
198 | Pemerintah Kota Pasuruan Pemerintah Kota Jawa Timur
199 | Pemerintah Kota Probolinggo Pemerintah Kota Jawa Timur
200|Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Jawa Timur Pemantauan
Provinsi
201 |Pemerintah Kab. Kubu Raya Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Barat
202 | Pemerintah Kab. Sambas Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
203 |Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Barat
204 | Pemerintah Kab. Ketapang Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Barat




Pelaksanaan
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205|Pemerintah Kab. Bengkayang Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
206 | Pemerintah Kab. Kayong Utara Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
207 |Pemerintah Kab. Landak Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
208 | Pemerintah Kab. Melawi Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
209 |Pemerintah Kab. Sanggau Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
210|Pemerintah Kab. Sintang Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Barat
211|Pemerintah Kota Pontianak Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Barat
212 |Pemerintah Kota Singkawang Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Barat
213|Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Provinsi Barat
214 |Pemerintah Kab. Barito Kuala Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
215|Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
216 |Pemerintah Kab. Balangan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
217 |Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
218 |Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Selatan
219|Pemerintah Kab. Banjar Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Selatan
220|Pemerintah Kab. Tabalong Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Selatan
221|Pemerintah Kab. Tapin Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Selatan
222 | Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Selatan
223 |Pemerintah Kota Banjarbaru Pemerintah Kota Kalimantan
Selatan
224 |Pemerintah Provinsi Kalimantan Pemerintah Kalimantan
Selatan Provinsi Selatan
225|Pemerintah Kab. Kapuas Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
226 | Pemerintah Kab. Barito Selatan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
227 |Pemerintah Kab. Gunung Mas Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
228 | Pemerintah Kab. Katingan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
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229 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
230|Pemerintah Kab. Seruyan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
231|Pemerintah Kab. Sukamara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Tengah
232 |Pemerintah Kab. Barito Timur Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Tengah
233 |Pemerintah Kab. Barito Utara Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Tengah
234 | Pemerintah Kab. Lamandau Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Tengah
235|Pemerintah Kab. Pulang Pisau Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Tengah
236 | Pemerintah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Tengah
237 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Tengah Provinsi Tengah
238 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
239 |Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
240 |Pemerintah Kab. Berau Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
241 | Pemerintah Kab. Kutai Timur Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Timur
242 | Pemerintah Kab. Paser Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Timur
243 | Pemerintah Kota Balikpapan Pemerintah Kota Kalimantan Pemantauan
Timur
244 |Pemerintah Kota Samarinda Pemerintah Kota Kalimantan
Timur
245 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Provinsi Timur
246 | Pemerintah Kab. Bulungan Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Utara
247 | Pemerintah Kab. Nunukan Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Kabupaten Utara
248 | Pemerintah Kab. Malinau Pemerintah Kalimantan
Kabupaten Utara
249 | Pemerintah Kota Tarakan Pemerintah Kota Kalimantan
Utara
250 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Kalimantan Pemantauan
Provinsi Utara
251|Pemerintah Kab. Belitung Pemerintah Kepulauan Pemantauan
Kabupaten Bangka
Belitung
252|Pemerintah Kab. Bangka Pemerintah Kepulauan Pemantauan
Kabupaten Bangka

Belitung
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253 | pemerintah Kab. Bangka Selatan Pemerintah Kepulauan Pemantauan
Kabupaten Bangka
Belitung
254 | Pemerintah Kab. Bangka Barat Pemerintah Kepulauan
Kabupaten Bangka
Belitung
255|Pemerintah Kab. Belitung Timur Pemerintah Kepulauan
Kabupaten Bangka
Belitung
256 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Kota Kepulauan Pemantauan
Bangka
Belitung
257 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Pemerintah Kepulauan
Belitung Provinsi Bangka
Belitung
258 | Pemerintah Kab. Mesuiji Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
259 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
260|Pemerintah Kab. Lampung Barat Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
261 |Pemerintah Kab. Lampung Tengah Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
262|Pemerintah Kab. Lampung Utara Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
263 | Pemerintah Kab. Pesawaran Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
264 | Pemerintah Kab. Pringsewu Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
265|Pemerintah Kab. Tanggamus Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
266 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat Pemerintah Lampung Pemantauan
Kabupaten
267 |Pemerintah Kab. Tulang Bawang Pemerintah Lampung
Kabupaten
268 | Pemerintah Kab. Way Kanan Pemerintah Lampung
Kabupaten
269|Pemerintah Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Lampung Pemantauan
270|Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Lampung Pemantauan
271|Pemerintah Provinsi Lampung Pemerintah Lampung Pemantauan
Provinsi
272|Pemerintah Kab. Kepulauan Aru Pemerintah Maluku Pemantauan
Kabupaten
273 |Pemerintah Kota Tual Pemerintah Kota Maluku Pemantauan
274 |Pemerintah Kota Ambon Pemerintah Kota Maluku
275|Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Maluku Pemantauan

Provinsi
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276 |Pemerintah Kab. Halmahera Timur Pemerintah Maluku Utara
Kabupaten
277 |Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Pemerintah Maluku Utara Pemantauan
Kabupaten
278 | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan Pemerintah Maluku Utara
Kabupaten
279|Pemerintah Kota Ternate Pemerintah Kota | Maluku Utara Pemantauan
280|Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pemerintah Maluku Utara
Provinsi
281|Pemerintah Kab. Lombok Barat Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
282|Pemerintah Kab. Lombok Timur Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Barat
283 | Pemerintah Kab. Dompu Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
284 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Barat
285|Pemerintah Kab. Bima Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Barat
286 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Barat
287 |Pemerintah Kab. Lombok Utara Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Barat
288 |Pemerintah Kab. Sumbawa Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Barat
289|Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota | Nusa Tenggara Pemantauan
Barat
290 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Barat Provinsi Barat
291|Pemerintah Kab. Timor Tengah Pemerintah Nusa Tenggara
Selatan Kabupaten Timur
292|Pemerintah Kab. Ende Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
293 | Pemerintah Kab. Flores Timur Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
294 |Pemerintah Kab. Ngada Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
295|Pemerintah Kab. Rote Ndao Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
296 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
297 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Pemerintah Nusa Tenggara Pemantauan
Kabupaten Timur
298| Pemerintah Kab. Alor Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
299|Pemerintah Kab. Kupang Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
300|Pemerintah Kab. Malaka Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
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301 |Pemerintah Kab. Manggarai Barat Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
302 |Pemerintah Kab. Manggarai Timur Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
303|Pemerintah Kab. Sumba Timur Pemerintah Nusa Tenggara
Kabupaten Timur
304 |Pemerintah Kota Kupang Pemerintah Kota | Nusa Tenggara Pemantauan
Timur
305 |Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Pemerintah Nusa Tenggara
Timur Provinsi Timur
306 | Pemerintah Kab. Biak Numfor Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
307 |Pemerintah Kab. Asmat Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
308 | Pemerintah Kab. Boven Digoel Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
309|Pemerintah Kab. Mimika Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
310|Pemerintah Kab. Jayawijaya Pemerintah Papua
Kabupaten
311 |Pemerintah Kab. Puncak Jaya Pemerintah Papua
Kabupaten
312|Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen Pemerintah Papua Pemantauan
Kabupaten
313|Pemerintah Kota Jayapura Pemerintah Kota Papua Pemantauan
314 |Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Papua
Provinsi
315|Pemerintah Kab. Manokwari Pemerintah Papua Barat
Kabupaten
316 |Pemerintah Kab. Sorong Pemerintah Papua Barat
Kabupaten
317|Pemerintah Kab. Fak-fak Pemerintah Papua Barat Pemantauan
Kabupaten
318|Pemerintah Kab. Kaimana Pemerintah Papua Barat Pemantauan
Kabupaten
319|Pemerintah Kab. Teluk Wondama Pemerintah Papua Barat
Kabupaten
320 |Pemerintah Kota Sorong Pemerintah Kota | Papua Barat
321|Pemerintah Provinsi Papua Barat Pemerintah Papua Barat
Provinsi
322 |Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Pemerintah Papua Barat
Provinsi Daya
323|Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Papua Pemantauan
Pegunungan Provinsi Pegunungan
324 |Pemerintah Provinsi Papua Selatan Pemerintah Papua Selatan
Provinsi
325|Pemerintah Provinsi Papua Tengah Pemerintah Papua Tengah

Provinsi




Pelaksanaan

No. Nama Instansi Tipe lembaga Wilayah Pemantauan
SPBE 2025
326|Badan Gizi Nasional Instansi Lainnya Pusat
327 |Pemerintah Kab. Bengkalis Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
328 |Pemerintah Kab. Bintan Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
329 |Pemerintah Kab. Natuna Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
330|Pemerintah Kab. Indragiri Hilir Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
331|Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
332 |Pemerintah Kab. Rokan Hulu Pemerintah Riau Pemantauan
Kabupaten
333 |Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Pemerintah Riau
Kabupaten
334 |Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Pemerintah Riau
Kabupaten
335 |Pemerintah Kota Batam Pemerintah Kota Riau Pemantauan
336 |Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Kota Riau Pemantauan
337 |Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Riau Pemantauan
338|Pemerintah Kota Tanjungpinang Pemerintah Kota Riau Pemantauan
339 |Pemerintah Provinsi kepulauan riau Pemerintah Riau Pemantauan
Provinsi
340 | Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Riau Pemantauan
Provinsi
341 |Pemerintah Kab. Polewali Mandar Pemerintah Sulawesi Barat Pemantauan
Kabupaten
342|Pemerintah Kab. Pasangkayu Pemerintah Sulawesi Barat
Kabupaten
343|Pemerintah Kab. Mamuju Pemerintah Sulawesi Barat Pemantauan
Kabupaten
344 |Pemerintah Kab. Mamuju tengah Pemerintah Sulawesi Barat
Kabupaten
345|Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Sulawesi Barat
Provinsi
346 | Pemerintah Kab. Pinrang Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
347 |Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
348 | Pemerintah Kab. Luwu Utara Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
349 |Pemerintah Kab. Maros Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
350 |Pemerintah Kab. Sinjai Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Selatan
351 |Pemerintah Kab. Bantaeng Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan




Pelaksanaan

No. Nama Instansi Tipe lembaga Wilayah Pemantauan
SPBE 2025
352 |Pemerintah Kab. Gowa Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
353 | Pemerintah Kab. Jeneponto Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
354 |Pemerintah Kab. Pangkajene dan Pemerintah Sulawesi
Kepulauan Kabupaten Selatan
355 |Pemerintah Kab. Soppeng Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
356 | Pemerintah Kab. Takalar Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
357 |Pemerintah Kab. Tana Toraja Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
358 | Pemerintah Kab. Toraja Utara Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
359|Pemerintah Kab. Wajo Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Selatan
360|Pemerintah K Pemerintah Kota Sulawesi
Selatan
361|Pemerintah Kota Makassar Pemerintah Kota Sulawesi
Selatan
362 |Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Provinsi Selatan
363|Pemerintah Kab. sigi Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tengah
364 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tengah
365|Pemerintah Kab. Poso Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tengah
366 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tengah
367 |Pemerintah Kab. Tolitoli Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tengah
368 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tengah
369|Pemerintah Kab. Donggala Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tengah
370|Pemerintah Kota Palu Pemerintah Kota Sulawesi Pemantauan
Tengah
371|Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pemerintah Sulawesi
Provinsi Tengah
372|Pemerintah Kab. Kolaka Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tenggara
373|Pemerintah Kab. Konawe Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Kabupaten Tenggara
374 |Pemerintah Kab. Buton Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tenggara
375 |Pemerintah Kab. Buton Selatan Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tenggara
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376| PEMERINTAH Kab. KONAWE UTARA Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tenggara
377 |Pemerintah Kab. Muna Barat Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tenggara
378 |Pemerintah Kota Kendari Pemerintah Kota Sulawesi
Tenggara
379|Pemerintah Kota Baubau Pemerintah Kota Sulawesi
Tenggara
380|Pemerintah Provinsi Sulawesi Pemerintah Sulawesi Pemantauan
Tenggara Provinsi Tenggara
381|Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe Pemerintah Sulawesi Utara
Kabupaten
382 |Pemerintah Kab. Minahasa Utara Pemerintah Sulawesi Utara
Kabupaten
383|Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Pemerintah Sulawesi Utara Pemantauan
Kabupaten
384 |Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud Pemerintah Sulawesi Utara Pemantauan
Kabupaten
385|Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Pemerintah Sulawesi Utara
Selatan Kabupaten
386 | Pemerintah Kota Tomohon Pemerintah Kota | Sulawesi Utara Pemantauan
387 | Pemerintah Kota Manado Pemerintah Kota | Sulawesi Utara
388 | Pemerintah Kota Bitung Pemerintah Kota | Sulawesi Utara
389| Pemerintah Kota Kotamobagu Pemerintah Kota | Sulawesi Utara
390| Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Sulawesi Utara Pemantauan
Provinsi
391 |Pemerintah Kab. Kep. Mentawai Pemerintah Sumatera Barat Pemantauan
Kabupaten
392| Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Pemerintah Sumatera Barat Pemantauan
Kabupaten
393|Pemerintah Kab. Agam Pemerintah Sumatera Barat| Pemantauan
Kabupaten
394 |Pemerintah Kab. LimaPuluh Kota Pemerintah Sumatera Barat Pemantauan
Kabupaten
395 |Pemerintah Kab. Sijunjung Pemerintah Sumatera Barat| Pemantauan
Kabupaten
396 | Pemerintah Kab. Solok Pemerintah Sumatera Barat
Kabupaten
397 |Pemerintah Kab. Tanah Datar Pemerintah Sumatera Barat
Kabupaten
398 | Pemerintah Kota Padang Pemerintah Kota | Sumatera Barat| Pemantauan
399 | Pemerintah Kota Solok Pemerintah Kota | Sumatera Barat Pemantauan
400|Pemerintah Kota Bukittinggi Pemerintah Kota | Sumatera Barat| Pemantauan
401 |Pemerintah Kota Pariaman Pemerintah Kota | Sumatera Barat Pemantauan
402 | Pemerintah Kota Payakumbuh Pemerintah Kota | Sumatera Barat| Pemantauan
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403 |Pemerintah Kota Sawahlunto Pemerintah Kota | Sumatera Barat Pemantauan
404 | Pemerintah Kota Padang Panjang Pemerintah Kota | Sumatera Barat
405|Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Sumatera Barat
Provinsi
406 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin Pemerintah Sumatera Pemantauan
Kabupaten Selatan
407 | Pemerintah Kab. Muara Enim Pemerintah Sumatera Pemantauan
Kabupaten Selatan
408 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Pemerintah Sumatera Pemantauan
Kabupaten Selatan
409 | Pemerintah Kab. Ogan llir Pemerintah Sumatera Pemantauan
Kabupaten Selatan
410|Pemerintah Kab. Penukal Abab Pemerintah Sumatera Pemantauan
Lematang llir Kabupaten Selatan
411|Pemerintah Kota Palembang Pemerintah Kota Sumatera Pemantauan
Selatan
412 | Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Sumatera Pemantauan
Selatan
413 |Pemerintah Kota Lubuk Linggau Pemerintah Kota Sumatera
Selatan
414 |Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Sumatera Pemantauan
Provinsi Selatan
415|Pemerintah Kab. Deli Serdang Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
416 | Pemerintah Kab. Nias Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
417 | Pemerintah Kab. BatuBara Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
418 | Pemerintah Kab. Dairi Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
419 | Pemerintah Kab. Langkat Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
420|Pemerintah Kab. Padang Lawas Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
421|Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
422 |Pemerintah Kab. Serdang Bedagai Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Kabupaten
423 | Pemerintah Kab. Karo Pemerintah Sumatera Utara
Kabupaten
424 | Pemerintah Kab. Nias Barat Pemerintah Sumatera Utara
Kabupaten

425

Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota

Sumatera Utara

426

Pemerintah Kota Binjai

Pemerintah Kota

Sumatera Utara

427

Pemerintah Kota Pematang siantar

Pemerintah Kota

Sumatera Utara

428

Pemerintah Kota sibolga

Pemerintah Kota

Sumatera Utara
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429 | Pemerintah Kota Tanjung balai Pemerintah Kota | Sumatera Utara
430 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota | Sumatera Utara
431 |Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Sumatera Utara| Pemantauan
Provinsi
432|Pemerintah Kab. Gunungkidul Pemerintah Yogyakarta Pemantauan
Kabupaten
433 |Pemerintah Kab. Bantul Pemerintah Yogyakarta
Kabupaten
434 | Pemerintah Kab. Kulon Progo Pemerintah Yogyakarta
Kabupaten
435|Pemerintah Kab. Sleman Pemerintah Yogyakarta
Kabupaten
436 | Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta Pemantauan
437 |Pemerintah D.l. Yogyakarta Pemerintah Yogyakarta
Provinsi
438 | Otorita Ibukota Nusantara Instansi Lainnya Pusat Pemantauan
439 | Komisi Kepolisian Nasional Lembaga Non Pusat Pemantauan
Struktural
440|Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pusat Pemantauan
441 |Pemerintah Kab. Bantul Pemerintah Yogyakarta
Kabupaten
442 | Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Jawa Tengah Pemantauan
Kabupaten
443 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya Pemerintah Nusa Tenggara| Pemantauan
Kabupaten Timur
444 | Pemerintah Kab. Wakatobi Pemerintah Sulawesi
Kabupaten Tenggara
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Penyelenggaraan Statistik Sektoral
(EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1897 tentang Statistik dan Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Badan Pusat

Sta

tistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam

rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi
pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk
mendapatkan benchmark mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta
perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS terus berkomitmen untuk mendukung
upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak. Sehubungan dengan hal tersebut,

bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa
EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta
mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 - 2024, rencana Grand Design RB 2025 — 2045 dan Roadmap RB
2025 - 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun
2025 tidak dilaksanakan.

Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini agar difokuskan untuk pembinaan
statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di
masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029.
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. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan
berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai
Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.

. Sehubungan dengan angka 3, bagi Pemerintah Provinsi yang belum menjadi lokus
penilaian EPSS pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan dengan
nilai rata-rata Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari Pemerintah Kabupaten/Kota
di wilayahnya. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah yang menjadi lokus EPSS tetapi
tidak mengikuti penilaian pada periode sebelumnya, maka pemenuhan target diisikan
‘0",

. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun
2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS.

. Kepala BPS Provinsi agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS
2025 kepada Pemerintah Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk
selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

. BPS Pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan
capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait urusan statistik sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Rl Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025,

. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dina Rizkiani (WA. 0812-9134-
7900) atau Sdri. ‘Aisyah Durrotussa’adah (WA. 0813-1945-6643).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan),

2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan), dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



